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Berikut huruf Arab yang ditransliterasi ke dalam huruf Latin;
ا = a د = d ض = ḍ ك = k
ب = b ذ = ż ط = ṭ ل = l
ت = t ر = r ظ = ẓ م = m
ث = ṡ ز = z ع = ‘ ن = n
ج = j س = s غ = g و = w
ح = ḣ ش = sy ف = f ء = ’
خ = kh ص = ṣ ق = q ي = y
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya, tanpa diberi
tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir maka ditulis dengan tanda (’).
Tā’ al-Marbūţah (ة) ditransliterasi dengan “t”, tetapi jika ia terletak di akhir
kalimat, maka ia ditransliterasi dengan “h”, misalnya; al-risālat al-mudarrisah;
al-marhalat al-akhīrah.
2. Vokal dan Diftong
a. Vokal (a, i, u) b. Diftong (aw, ay) :
Bunyi Pendek Panjang Bunyi Tulis Contoh
fathah a ā وا aw qawl




Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل ا. Dalam
penelitian ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh
huruf syamsiyah dan huruf qomariyah. Kata sandang ditulis terpisah dengan kata
yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Sebagai contoh; al-
syamsu, al-zalzalah, al-falsafah dan lainnya.
B. Transliterasi Lontaraq
1. Konsonan
Berikut huruf lontara yang ditransliterasi ke dalam huruf Latin;
k g G K
ka ga nga nka
p b m P
pa ba ma mpa
t d n R
ta da na nra
c j C
ca ja nya nca
y r l w
ya ra la wa
s a h .
sa a ha .
2. Vokal
Vokal Simbol Ket. Vokal Simbol Ket.
a
Huruf
dasar Tetap o ---o
i · Titik bawah e e---
u · Titik atas
E E
Mengenai bunyi hamzah (glottal stop) tidak memiliki aksara tersendiri
ditandai dengan huruf (q), seperti; lontaraq, anaqna, pattampaqE
C. Daftar Singkatan
xBeberapa singkatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. swt. = Subh}a>nahu> wa ta’a>la>
2. saw. = Sa}llala>hu  ‘alaihi wa salla>m
3. a.s = ‘alaihi al-sala>m
4. H = Hijriah
5. M = Masehi
6. w. = wafat tahun
7. QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2: 4
8. HR = Hadis Riwayat
xi
ABSTRAK
Nama : CHAERUL MUNDZIR
NIM : 80100213057
Judul : HUBUNGAN ISLAM DAN POLITIK DI KERAJAAN
TANETE ABAD XVII-XVIII (Suatu Kajian Historis dan
Antropologis)
Tesis ini adalah hasil penelitian tentang aktualisasi hubungan Islam dan
politik berdasarkan fakta historis di Kerajaan Tanete Abad XVII-XVIII. Adapun
rincian sub masalah yang dijadikan obyek penelitian adalah bagaimana kondisi
politik di Kerajaan Tanete pra-Islam, bagaimana proses Islamisasi di Kerajaan
Tanete, dan bagaimana hubungan Islam dan politik di Kerajaan Tanete serta
pengaruhnya terhadap kehidupan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan dan menganalisis fakta sejarah yang berlangsung di Kerajaan
Tanete selama abad XVII hingga abad XVIII dan relevansinya terhadap proses
perpolitikan kini.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif yang memfokuskan diri
pada kajian sejarah dan antropologis. Data diperoleh dengan menggunakan
metode penelitian sejarah yang diklasifikasi pada metode pengumpulan data,
pengolahan data dan analisis data.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kondisi politik di Kerajaan Tanete
pra-Islam, seperti yang secara umum terjadi pada kerajaan-kerajaan di Sulawesi
Selatan. Namun perbedaannya terdapat pada konsepsi kepemimpinan To-Sangiang
yang bukan sebagai raja pertama. To-Sangiang justru memilih raja pertama
(pertengahan abad XVI) yakni Arung Sigeri dengan gelaran Datu Gollae.
Kemudian, unsur pembentuk kerajaan Tanete berdasarkan fakta historis dalam
berbagai literatur, terdiri dari kedudukan Arung, wilayah dan penduduk Tanete,
hubungan diplomatik terhadap kerajaan lain serta struktur pemerintahan Tanete.
Selanjutnya, mengenai proses Islamisasi terdapat dua kontak. Kontak pertama,
melalui pedagang muslim yang menetap di wilayah Kerajaan Tanete akhir abad
XVI dan kontak kedua, melalui peran penguasa dalam menyebarkan Islam pada
masyarakat Tanete awal abad XVII. Tinjauan terakhir, mengenai aktualisasi
hubungan Islam dan politik di Kerajaan Tanete berdasarkan dua paradigma yaitu
integralistik dan simbiotik. Upaya untuk meninjau aktualisasi paradigma tersebut
didasarkan pada tiga indikator yaitu integrasi Islam dalam kerajaan, posisi raja
setelah islamisasi dan implementasi Islam dalam kehidupan sosial. Berdasarkan
indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya paradigma simbiotik yang
teraktualisasi di Kerajaan Tanete selama abad XVII-XVII.
xii
ABSTRACT
Name : CHAERUL MUNDZIR
Reg. Num. : 80100213057
Title : THE RELATION OF ISLAM AND POLITICS IN
TANETE KINGDOM ON 17th -18th CENTURY (History
and Anthropology Study)
This thesis is a research about the relation of Islam and politics which is
based on historical facts in Tanete Kingdom, since 17th -18th centuries. The detail
of sub-problems are being the object of this observation that how the condition of
politics in Tanete Kingdom pre-Islam, how the islamization process in Tanete
Kingdom, and how about the relation of Islam and politics in Tanete Kingdom and
also the influence to Tanete society. The aim of this observation to describe and
analyze historical facts which happened in Tanete Kingdom since 17th -18th
centuries and the relevance to the political process which happens right now.
This is a qualitative observation that is using library research method and
also historical-anthropological approach. Data are gotten through by historical
research method which is classified to source-collecting method, data-elaborating
method and data-analyzing method.
The first result of this observation concludes that the political condition in
Tanete Kingdom pre-Islam such as the general circumstances in South Celebes.
Although, there is a differentiation in leadership concept, named To-Sangiang,
that he was not the first king of Tanete. In fact, To-Sangiang precisely picked the
First King of Tanete, named Datu Gollae. Then, the state element of Tanete (based
on the manuscripts) finds about king’s position, region, citizen and diplomatic
relation to each kingdom beside it.
Furthermore, the second result of his observation has found that there are
two contacts about islamization process. First contact by the muslim traders who
had settled on Tanete’s region in the late of 16th century. Then, the second step by
the ruler of Tanete who introduced Islam to the citizen of Tanete on earlier of 17th
century.
The last result of this observation is analyzing the actualization of
paradigm of Islam and politics relation in Tanete Kingdom. After using three
indicators which is relevant to analyze the historical facts, then through those
indicators, it can be concluded that the symbiotic paradigm which was actualized
on political practice in Tanete Kingdom since 17th until 18th centuries. It was





ن ﻘﺮ( اﻟetenaT)ﺗﻨﯿﺘﻲاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻹﺳﻼم واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ : ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ
(ﺔﻮﻟﻮﺟﯿأﻧﺘﺮوﻓﺔﯿﯾﺨرﺗﺎﺔﺳدرا)اﻟﺨﺎ ﻣﺲ ﻋﺸﺮﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ
-----------------------------------------------------------------------------------------------
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻹﺳﻼم واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ھﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ھﻲثﻧﺘﯿﺠﺔ ﺑﺤﻮ
اﻟﻤﺸﺎ ﻛﻞ , اﻟﺘﻔﻌﯿﻠﯿﺔ اﻷ ﺳﺎ . ن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﺣﺘﻰ اﻟﺨﺎ ﻣﺲ ﻋﺸﺮ اﻟﻘﺮﻓﻲ،(etenaTﺗﻨﯿﺘﻲ )ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ 
ﺔ  ﻓﻲ ﺎﺳﻟﺴﯿاﺘﮫ ﺑﺎ ﺳﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﯿﺊ اﻹﺳﻼم و ﺗﻄﻮره و ﻋﻼ ﻗاﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬ ه اﻟﺒﺨﻮث ھﻲ ﻛﯿﻒ ﺣﺎ ﻟﺔ 
.ن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﺣﺘﻰ اﻟﺨﺎ ﻣﺲ ﻋﺸﺮ( ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮetenaT)ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺗﻨﯿﺘﻲ 
ﺟﯿﺔ ﻲ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺘﺎ رﯾﺨﻰ و اﻷ ﻧﺘﺮوﻓﻮﻟﻮﺣﺚ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﯿﺔ ﻋﻠﺤﺚ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒو
ﺪﻣﺠﺮﯾﺎت اﻷﻣﻮر واﻟﻨﻘھﺎ اﺳﺎ ﯾﻘﺎ ﯾﻌﻨﻲ ﺣﺘﻰ ﺣﻤﻞ اﻟﺒﺎ ﺣﺚ اﻟﻤﺎ دات ﺑﻮا ﺳﻄﺔ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻰ ﻗﺪ ذ ﻛﺮ ﻧﺎ 
.اﻟﻔﮭﻢ واﻟﻜﺘﺎ ﺑﯿﺔ اﻟﺘﺎ ر ﯾﺤﯿﺔرﺣﻲ و اﻟﺘﺎ
(etenaT)اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺪ اﻟﺒﺎ ﺣﺚ ھﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﯿﺎ ﺳﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮد ة ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺗﻨﺘﻲ ﺻﺔ اﻟﺒﺤﻮثﺧﻼ
ﺳﻮﻻوﺳﻰ اﻟﺠﻨﻮ ﻧﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ و ﻟﻜﻦ ﯾﻮﺟﺪ اﻟﻔﺮق اﻟﻤﻤﻠﻜﺎ ت اﻟﻤﻮﺟﻮد ة ﻓﻲ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎ ﻟﺔ اﻟﺴﯿﺎ ﺳﯿﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺬي ﺑﻨﻰ ھﺬه اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ لﻟﯿﺲ اﻟﺮﺟﻞ اﻷو(etenaT)ﺘﻲ ﯿﻜﺔ ﺗﻨﻠل ﻓﻲ ﻣﻤﺑﯿﻨﮭﺎ ﻗﻠﯿﻼ ﯾﻌﻨﻲ  اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻷو
ﺮي .ﺧﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻤﻠﻜﺎت اﻷ
اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷوﻟﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎر ھﻲ :طﺒﻘﺎت وه اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺗﻮﺟﺪ م ﻓﻲ ھﺬﺳﻼوﻛﺎن ﯾﺘﻄﻮر اﻧﺘﺸﺎر اﻹ
ﻦ ك اﻟﺬﯾاﻟﻤﻠﻮﺳﻄﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺜﺎ ﻧﯿﺔ ﺑﻮاو. (etenaT)ﺘﻲ ﯿﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺗﻨﻮنﯾﺴﻜﻮﻧﻦﻦ اﻟﺬﯾﯿﺟﻨﺒﯿاﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻷ
م.  اﻹﺳﻼونﯾﻨﺸﺮ
ﺘﻲ ﯿﺗﻨاﻹﺳﻼم و اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﺑﯿﻦﻌﻼﻗﺔاﻟﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻟﻨﻤﻮذجﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ااﺮﯿآﺧو
. ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻲ ھﻲ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻟﺘﺤﻠﯿﻠﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻌﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ، ﺛﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل (etenaT)
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺷﺮات، ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج أن اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻜﺎﻓﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﯿﯿﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ 




A. Latar Belakang Masalah
Berangkat dari berbagai fakta sejarah, peristiwa-peristiwa mengenai relasi
Islam dan politik (agama dan negara) selalu muncul dipermukaan. Diskursus
mengenai relasi Islam dan politik selalu menjadi perbincangan para pemikir politik
terkhusus pemikir politik Islam. Realitas memang menunjukkan bahwa isu ini
menjadi sesuatu yang hangat dan diskursif. Realitas tersebut turut menjadikan para
pemikir politik Islam serta tokoh Muslim ikut terjun memperbicangkan isu tersebut
sesuai dengan konteks politik yang berlangsung saat itu.
Akan tetapi tidak hanya pemikir politik Islam yang intens dalam meninjau
diskursus Islam dan politik, para sejarawan pun perlu lebih jauh memahami hal
tersebut dalam konteks sejarah. Oleh karena itu, demi memahami hubungan Islam
dan politik maka para sejarawan perlu berangkat dari fakta sejarah dan memahami
hubungan Islam dan politik tersebut sebagai bahan kaji sistem politik. Sehingga
sejarawan dapat menelusuri aktualisasi dari teori tersebut dalam sebuah kajian
historis sebagai platform bagi umat muslim dimasa kini dan mendatang.
Diskursus mengenai agama dan negara (Islam dan politik) dapat dilihat dari
berbagai peristiwa, salah satunya peristiwa di Perancis. Hal ini terjadi ketika Presiden
Perancis, Rene Chirac melarang penggunaan simbol-simbol keagamaan seperti jilbab,
kippa dan tanda salib dengan alasan Perancis adalah negara sekuler bukan negara
agama. Akan tetapi Chirac kembali menuai protes oleh pihak oposisi, ketika
memberikan pernyataan belansungkawa berlebihan ketika Paus Paulus VI (w. 1978
2M.) wafat. Saat itu Chirac memimpin rombongannya menghadiri pemakaman Paus di
Roma. Tindakan tersebut mendorong pihak oposisi berpendapat bahwa Chirac
bertindak diskriminatif dengan melarang penggunaan jilbab dan simbol agama lain,
tetapi disatu sisi memberikan apresiasi berlebihan terhadap Paus selaku pemimpin
agama bukan pemimpin negara (nation state).1 Hal ini berarti dalam kondisi
bagaimanapun, seorang yang mengaku sebagai sekularis, tidak akan bisa melepaskan
emosi-emosi keagamaan yang ia miliki. Maka dari peristiwa tersebut dapat terlihat
sebuah diskursus hangat mengenai relasi agama dan negara (Islam dan politik).
Bahkan, di Negara Indonesia sendiri, relasi Islam dan politik (agama dan
negara) telah lama menjadi perbincangan para tokoh-tokoh nasional. Salah satu
perbicangan hangat terjadi antara Soekarno dan Natsir.2 Menurut Deliar Noer,
Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia sekaligus pimpinan PNI (Partai
Nasional Indonesia) yang merupakan basis kalangan netral agama3 memperlihatkan
kesamaan pendapat dengan pendapat yang ada di Barat. Soekarno berpendapat bahwa
agama adalah urusan manusia sebagai pribadi dan negara, sehingga tidak boleh
diintervensi oleh agama. Soekarno berpendapat demikian ketika ia melihat
1Nasaruddin Umar, “Antara Negara dan Agama Negara” artikel pdf dapat diakses di
http://www.depag.go.id.
2Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 (Cet. III: Jakarta: Penerbit
LP3ES, 1985), h. 342.
3Istilah kalangan netral agama bagi Deliar Noer adalah istilah yang tepat digunakan
dibandingkan dengan Istilah kalangan nasionalis. Jika dianalisa secara seksama, baik PNI atau Partai
berideologi Islam lainnya tergolong orang yang menjujung tinggi nasionalisme. Sehingga kata
nasionalis pada dasarnya bertujuan untuk mendiskreditkan partai Islam sebagai partai yang ingin
memecah belah Indonesia. Lihat Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, h. 338-
341.
3perkembangan Turki dibawah Kemal Attaturk selepas Perang Dunia I pada tahun
1920.4
Natsir sebagai bagian dari Persatuan Islam dan Partai Islam Indonesia
berpendapat bahwa Islam dan negara adalah dua hal yang tidak terpisah. Hal tersebut
berangkat dari pendirian mengenai posisi Islam yang turut serta dalam mengurusi
berbagai hal dan Islam-lah yang harus menjadi ukuran terakhir. Misalnya, dalam
memilih seorang pemimpin, tolok ukurnya adalah kesalehan dan ketaatan beragama
pemimpin tersebut. Sehingga dengan perbedaan pandangan ini, perdebatan antara
keduanya tidak dapat lagi dipungkiri.5
Selanjutnya memperhatikan berbagai fenomena mengenai hubungan Islam
dan politik, maka akan ditemukan tiga paradigma dalam memahami hubungan
tersebut.6 Paradigma pertama ialah sekularistik sebagaimana pada contoh peristiwa
yang telah dipaparkan bahwa ideologi tersebut adalah pemahaman bahwa negara
harus betul-betul terpisah dari agama. Sementara paradigma kedua adalah simbiotik
dimana agama dan negara memiliki hubungan simbiosis yang saling menguntungkan
dan membutuhkan. Serta paradigma terakhir ialah integralistik yang merupakan
paham bahwa negara berada dalam satu komando Ilahi. Sehingga apapun yang berada
dalam negara harus mengikuti aturan paten dalam ajaran agama. Hal menarik inilah
yang perlu diperhatikan dalam memahami hubungan agama dan negara (Islam dan
politik).
4Lihat Ajid Thohir, Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam: Melacak Akar-Akar
Sejarah, Sosial, Politik dan Budaya Umat Islam (Cet. I: Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 222.
5Lihat Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942, h. 341.
6Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqh Siyasah – Doktrin dan Pemikiran Politik Islam
(Cet. I: Jakarta: PT.  Gelora Aksara Permata, 2008), h. 76-91.
4Fenomena tersebut berangkat dari berbagai kondisi yang terjadi dalam
dinamika kehidupan umat Muslim, khususnya dinamika politik Islam. Hal ini terjadi
sejak Islam turun dimuka bumi, serta dalam perjalanan sejarahnya selama 14 abad,
Islam telah mengalami dinamika yang luar biasa signifikan. Faktanya, Islam mampu
berasimilasi dan beradaptasi dengan berbagai macam budaya lain yang ada, lalu
menjadi bagian dari budaya tersebut.7 Sehingga dapat dimengerti mengapa terjadi
diskursus dalam hubungan Islam dan politik yang sekaligus membentuk ketiga
paradigma tadi.
Lebih lanjut, mengenai penelitian ini, sepintas memang akan terlihat seperti
suatu kajian pemikiran yang berupaya memformulasi sebuah konsep. Akan tetapi
yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah ada upaya untuk meninjau
aktualisasi dari teori tersebut dalam sebuah realitas atau peristiwa sejarah. Pendapat
ini didukung dalam prinsip generalisasi sejarah yang merupakan formulasi konsep
atas himpunan pengetahuan mengenai suatu hal. Menurut Kuntowijoyo, terdapat dua
hal pokok dalam studi sejarah terkait generalisasi. Pertama, generalisasi sebagai
rumusan konseptual atau simpulan dari data yang ada. Kedua generalisasi sebagai
penyimpulan dari hasil penelitian.8 Oleh karena itu, bukanlah suatu kekeliruan jika
dalam studi sejarah terdapat upaya untuk merumuskan sebuah konsep yang
bersumber dari berbagai fakta-fakta sejarah yang ada. Terkhusus dalam upaya
meninjau konseptualisasi hubungan Islam dan politik dalam realitas historis.
7Abd. Rahim Yunus, “Posisi Negara dalam Penegakan Syariat Islam: dalam perspektif
sejarah” (Pidato Pengukuhan Guru Besar, Makassar, IAIN Alauddin Makassar, 11 November 2002), h.
1.
8Abd Rahman Hamid dan M. Saleh Madjid, Pengantar Ilmu Sejarah (Cet. I: Makassar:
Rayhan Intermedia, 2008), h. 69-70.
5Lalu dalam upaya untuk meninjau aktualisasi hubungan Islam dan politik,
penulis beranggapan sistem kerajaan Islam sangat tepat menjadi fokus studi untuk
memahami kondisi tersebut. Hal ini berangkat dari situasi Indonesia kini yang masih
kental dengan semangat kerajaannya. Semangat kerajaan tersebut terlihat dari
berbagai kondisi kerajaan Islam di Nusantara pada masa lampau. Sebagaimana
diketahui sistem pemerintahan kerajaan pada masa lampau menerapkan monarki
hereditis yang sangat terintegrasi dengan nilai budaya dan kepercayaan lokal. Tentu
saja fokus studi pada sistem pemerintahan di sebuah kerajaan berbasis Islam
merupakan objek yang layak bagi penelitian ini. Sehingga keberadaan fokus tersebut
dapat menjadi platform untuk memahami aktualisasi paradigma hubungan Islam dan
politik.
Lalu berbicara mengenai kerajaan-kerajaan Islam masa lampau, terkhusus di
Nusantara pada abad XVI, ternyata ditemukan sebuah perbedaan menarik antara
pelembagaan Islam di Sulawesi Selatan dengan daerah lain di Nusantara. Perbedaan
tersebut terlihat dari beberapa hal, pertama Islam di Sulawesi Selatan dapat dikatakan
agak terlambat melembaga dibanding yang lain. Sebagaimana dalam Islamisasi
Kerajaan Gowa karya Ahmad M. Sewang bahwa pada masa Raja Gowa X,
Tunipallangga (1545-1565) dan raja berikutnya Tunijallo (1565-1590), secara
berangsur-angsur baru ditemukan perkampungan pedagang Muslim Melayu dan
sebuah mesjid di Mangallekanna serta penerimaan Islam pada tahun 1605 oleh Raja
Gowa XIV oleh Sultan Alauddin.9 Kemunculan para pedagang Muslim tersebut
9BF. Mathes, Makassaarsche Chrestomathie (Amsterdam: GA. Spin & Zoon, 1883), h. 155.
Crhistian Pelras, “Religion, Tradition and the Dynamics of Islamization in South Sulawesi”, Archipel,
No. 29, 1985, h. 108. serta J. Noorduyn “De Islamisering van Makassar” BKI, No. 112, 1956, h. 254.
dalam Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI-XVII) (Cet. II; Jakarta: Yayasan
Obor Indonesia, 2005), h. 1-2.
6dimotivasi oleh monopoli perdagangan Portugis oleh Alfonso de Albuquerque di
Malaka pada tahun 1511.10 Perlu dipahami bahwa Kerajaan Gowa, menjadi tolok
ukur dan menjadi awal islamisasi di Sulawesi Selatan. Hal ini didasari karena Gowa
adalah kerajaan yang memiliki supremasi tinggi atas kerajaan-kerajaan lain di
Sulawesi Selatan.11
Hal menarik lainnya dari Sulawesi Selatan ialah terdapat perbedaan
kepercayaan dengan daerah lain sebelum proses islamisasi, khususnya pada daerah
Jawa dan Sumatera.  Kepercayaan bersifat lokal tersebut didasari pada kepercayaan
terhadap dewa tertinggi sebagai pencipta segala sesuatu di muka bumi ini,
menunjukkan semacam monotheisme purba (urmonotheismus)12. Nama-nama dewa
tertinggi pada setiap persekutuan hidup kaum (Sulawesi Selatan) berbeda-beda,
seperti Puang Matua di Tana Toraja, Tu-niaka Ero’na di Butta Mangkasara’ dan
Dewata SeuwaE di Tana Ugi.13 Kepercayaan tersebut, eksis dan mengakar pada
masyarakat, hingga Islam datang dengan perubahan.
10Marwati Djoened Poesponegoro, Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV Edisi Pemutakhiran
(Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 14.
11Pada abad XVI Gowa merupakan salah satu kerajaan yang memiliki supremasi tinggi di
Nusantara. Lihat dalam “Goa (Gowa) Kerajaan” Ensiklopedia Islam, jilid ke-2, (Cet. 4; Jakarta: Ichtiar
Baru van Hoeve, 1997), h. 31.
12Paham monotheisme purba adalah antitesis terhadap pemahaman Max Muller dan EB
Taylor (1877) tentang teori evolusionisme. Teori evolusionisme sendiri memahami adanya
perkembangan kepercayaan manusia tentang Tuhan, mulai dari paham dinamisme hingga paham
monoteisme. Namun menurut Andrew Lang (1898), sesungguhnya konsep monotheisme telah ada
dalam masyarakat primitif. Masyarakat tersebut memahami adanya wujud yang agung dan sifat-sifat
khas terhadap Tuhan mereka yang tidak ada dalam wujud lain. Sesungguhnya postulat-postulat
tersebut bertentangan dengan paham Islam tentang Tuhan. Sejak Nabi Adam hingga era Nabi Ibrahim
selaku bapak agama Samawi atau Abrahamik meyakini Tuhan hanya satu dan tidak ada yang serupa
dengan diri-Nya. Sebagaimana dalam Q.S al-Ikhlas 112:1 yakni qul ḣuwa Allah al-aḣad dengan
terjemahan “katakanlah Allah Tuhan yang Esa” menegaskan pemahaman Islam mengenai hal tersebut.
Lihat dalam M. Abduh Malik, et. al. Pengembangan Kepribadian Pendidikan Agama Islam pada
Perguruan Tinggi Umum (Jakarta: Departemen Agama, 2009), h. 4-6.
13Sisa-sisa dari kepercayaan ini masih dapat ditemukan diberbagai daerah di Sulawesi Selatan,
pertama, Puang Matua di Tana Toraja dengan kepercayaan Aluk-Todolo, kedua, Dewata SeuwaE di
7Hal menarik tersebut tentu menjadi faktor pembeda pada tataran konsep
politik Sulawesi Selatan dengan daerah lain di Nusantara. Sebagaimana dipahami
sistem pemerintahan pada setiap kerajaan di Sulawesi Selatan, selalu diawali oleh
konsepsi kepemimpinan To-Manurung. Konsepsi kepemimpinan tersebut adalah
paham mitologi tentang pemimpin yang turun dari langit, sehingga sangat kental
dengan kepercayaan masyarakat. Berdasarkan konsepsi tersebut, maka terciptalah
pelapisan masyarakat yang disebut anaqarung yang sepenuhnya titisan To-
Manurung. Lapisan inilah yang menjadi pemegang kekuasaan.14 Sehingga dapat
dipahami bahwa setiap raja adalah keturunan sang dewa. Sekali lagi, hal ini berarti
bahwa pelapisan masyarakat, pemerintah bahkan sistem pemerintah memiliki
hubungan yang kuat dengan kepercayaan.
Berdasarkan dari beberapa analisa mengenai perbedaan kerajaan di Sulawesi
Selatan dibandingkan dengan kerajaan lain di Nusantara. Maka penulis meyakini
bahwa penelusuran terkait hubungan Islam dan politik akan sangat menarik jika
difokuskan pada wilayah Sulawesi Selatan. Namun penulis sadari bahwa Sulawesi
Selatan terdiri dari beberapa kerajaan, sehingga perlu memfokuskan kepada salah satu
kerajaan yang tepat untuk melihat paradigma hubungan tersebut. Oleh karena itu,
studi ini akan sangat baik jika menjadikan Kerajaan Tanete sebagai salah satu
kerajaan yang eksis di Sulawesi Selatan.
Tana Ugi dengan model kepercayaan To-Lotang masih terdapat di daerah Sidenreng Rappang,
terakhir, Tu-niaka ero’na atau Turi’ara’na di Butta Mangkasara’ dengan model kepercayaan bernama
Patuntung, masih terdapat di daerah Kajang. Lihat Mattulada, Sejarah, Masyarakat dan Kebudayaan
di Sulawesi Selatan (Cet. I; Ujung Pandang: Hasanuddin University, 1998), h. 75-76.
14Mattulada, Latoa: Suatu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis (Cet.
II; Ujung Pandang: Hasanuddin University, 1995), h. 413.
8Pemilihan Kerajaan Tanete sebagai fokus penelitian tentu didasari atas
beberapa alasan. Pertama, telah banyak studi yang mengangkat Kerajaan Gowa,
Bone, Luwu, Wajo sebagai kerajaan yang cukup terkenal di tengah masyarakat,
sehingga melupakan supremasi kerajaan lain, khususnya Kerajaan Tanete di Sulawesi
Selatan. Kedua, telah banyak studi yang mengangkat Kerajaan Gowa sebagai pusat
syiar Islam, tetapi melupakan Kerajaan Tanete sebagai pendukung dan pelaksana
syiar Islam kedua di Sulawesi Selatan.15 Ketiga, konsepsi kepemimpinan di Tanete
diawali dengan adanya To-Sangiang yang diperkirakan muncul pada abad XVI. Hal
ini tentu berbeda dengan konsepsi kepeminpinan To-Manurung yang muncul pada
abad XIII-XIV.16 Terakhir, dalam sejarah Kerajaan Tanete diketahui bahwa kerajaan
tersebut memiliki hubungan erat dengan Kerajaan Gowa sebelum Perang Makassar
1660 M17dan Kerajaan Bone melalui hubungan kekerabatan dengan Arung Palakka.18
Jika memperhatikan beberapa pertimbangan di atas, pemilihan Kerajaan
Tanete sebagai fokus studi sejarah mengenai aktualisasi dari ketiga paradigma
15Pada proses Islamisasi di Sulawesi Selatan khususnya pada abad ke XVII dikenal ada dua
kerajaan yang menjadi pioner syiar Islam, yaitu Kerajaan Gowa-Tallo dan Kerajaan Tanete. Hal ini
didasari, karena adanya hubungan kekerabatan antara Gowa dan Tanete. Sehingga Tanete dengan
mudah menerima Islam dan Tanete menjadi pusat syiar Islam. Sahajuddin “Proses Islamisasi di
Kerajaan Tanete Barru pada abad ke XVII” Walasuji, vol.I, No. I, (2010), h. 109.
16Kedatangan To-Sangiang dicirikan dengan adanya air dalam balubu yang selalu penuh
dengan ikan yang banyak yang sewaktu-waktu dibawakan oleh burung-burung yang mengabdi pada
To-Sangiang di Gunung Pangi. Keluarga To-Sangiang-lah yang nantinya membuka lahan pertanian
yang cukup subur dan membuka lahan pertanian. Lihat Suriadi Mappangara “To-Manurung vs To
Sangiang” Bosara, vol.I, No. 2, (2008), h. 261.
17Syarief Longi, ed., Kerajaan Tanete (Tanete) (Cet. I; Barru: Proyek Pengadaan Sarana
Sekolah Dasar Dinas P dan K, 2001), h. 24-25.
18Sebagai bukti, adanya maqam Arung Palakka tepat bersebelahan dengan makam Petta
SugiE, Raja Tanete pertama yang beragama Islam. Penulis mengatakan maqam melalui wawancara
dengan penjaga makam setempat. Maqam berarti tempat persinggahan/ seseorang pernah berada
ditempat tersebut, dengan tujuan sebagai memoir simbolik bagi daerah tersebut, tentu saja terhadap
Arung Palakka yang diselamatkan ketika dikejar oleh tentara Kerajaan Gowa. Hamid, Abdullah.
“Penjaga Makam Petta Pallase-LaseE” wawancara Tanete Rilau  26 Mei 2013.
9tersebut tentu sangat tepat. Terlebih lagi, jika memperhatikan dinamika kehidupan
sosial politik19 yang terjadi pada pemerintahan Kerajaan Tanete, baik sebelum dan
setelah pelembagaan Islam beserta pengaruhnya terhadap masyarakat. Upaya
peninjauan tersebut akan dilihat sepanjang abad XVII-XVIII, yang membuat kajian
sejarah dan antropologis ini menarik untuk dibahas.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka
permasalahan pokok pada penelitian ini terfokus pada hubungan Islam dengan politik
dalam sejarah Kerajaan Tanete pada abad XVII-XVIII. Selanjutnya pokok
permasalahan tersebut dituangkan kedalam sub-sub masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana kondisi politik di Kerajaan Tanete pra-Islam?
2. Bagaimana proses islamisasi di Kerajaan Tanete?
3. Bagaimana hubungan Islam dengan sistem politik di Kerajaan Tanete serta
pengaruhnya terhadap kehidupan sosial?
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Untuk menjelaskan lebih kongkrit mengenai penelitian ini, maka diperlukan
sebuah upaya untuk menjelaskan perihal fokus penelitian. Sebelumnya perlu
dipahami bahwa penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif pada bidang
sejarah. Penelitian memfokuskan diri pada realitas pasca kehadiran Islam dan realitas
19Politik membahas mengenai pemerintah dan kebijakannya, serta proses politik, hubungan
international dan tata pemerintahan Musyrifah Sunanto, Sejarah Peradaban Islam Indonesia (Cet. I;
Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 28.
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politik (lokal) di Kerajaan Tanete abad XVII serta relevansi paradigma hubungan
Islam dan politik.
Mengenai politik dalam penelitian ini, akan terfokus pada politik pra-Islam di
Kerajan Tanete. Pemaparan yang digunakan dalam menelusuri realitas politik di
Kerajaan Tanete, tentu dengan menggunakan pendekatan politik. Namun disadari
kajian politik terlalu luas, maka penulis lebih memilih menekankan pada aspek
institusi dikerajaan tersebut.20 Aspek intitusi memahami bahwa pembahasan politik
ialah pembahasan seputar negara. Oleh karena itu, fokus pembahasan Kerajaan
Tanete pra-Islam akan ditekankan terkait negara, dalam hal ini pembahasan tentang
asal-usul negara Tanete dan unsur-unsur pembentukan negara. Meski demikian, perlu
disadari bahwa realitas politik yang terjadi pada era Kerajaan Tanete berbeda realitas
politik pada masa sekarang. Realitas politik pada masa itu lebih kepada politik yang
bersifat lokal dan tentu sesuai dengan kepercayaan21 serta kebudayaan22 yang
berkembang saat itu.
Mengenai proses islamisasi di Kerajaan Tanete dapat ditinjau pada abad XVII.
Proses tersebut menurut Noorduyn dalam Ahmad M. Sewang dapat dilihat dalam tiga
tahap, pertama kedatangan agama Islam untuk pertama kali disebuah daerah. Kedua
penduduk setempat telah memeluk agama Islam. Ketiga, penyebaran agama Islam,
20Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah (Cet.I; Jakarta:
Gramedia, 1992), h. 165. Lihat dalam Rahmat, Pengantar Ilmu Sejarah (Cet. I; Makassar, Alauddin
University Press, 2012), h. 249.
21Lihat Mattulada, Sejarah, Masyarakat dan Kebudayaan di Sulawesi Selatan (Cet. I; Ujung
Pandang: Hasanuddin University, 1998), h. 75-76.
22Kebudayaan yang dimaksud adalah kaidah kaidah pokok yang dipegang oleh orang Bugis
yang dikenal dengan istilah pangaderreng. Pangaderreng meliputi ade, bicara, wari’, rapang.
Bahkan ada kaidah lain seperti paseng dan sara’ yang muncul setelah Islam diterima di Tanah Bugis.
Selengkapnya, lihat dalam Mattulada, Latoa: Suatu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik
Orang Bugis, h. 339-385.
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yaitu setelah Islam resmi diterima, maka Islam disebarkan ke masyarakat atau
disebarkan ke luar daerah.23 Islamisasi tentu tidaklah mudah, berbagai hal perlu
dilalui hingga agama Islam dapat dipeluk secara sempurna. Oleh karena itu,
pembahasan terkait islamisasi Tanete akan ditinjau berdasarkan proses atau tahapan
islamisasi yang telah disebutkan.
Selanjutnya, perihal terakhir yang ditinjau dalam penelitian ini ialah
aktualisasi paradigma hubungan Islam dan politik di Kerajaan Tanete. Pembahasan
ini muncul karena terdapat kesadaran akan hubungan Islam dan politik pada masa
kini yang sulit menyatu. Jika berkaca pada sejarah, tentu hal ini terjadi karena
terdapat pengaruh dari pihak kolonial untuk  mewujudkan sekularisasi agama dengan
negara (Islam dan politik).24 Namun disadari paradigma terakhir yaitu sekularistik
sangat jarang ditemukan dalam struktur pemerintahan pada masa lampau (sekitar
awal pelembagaan Islam abad XIII hingga abad XVII), maka paradigma yang ditinjau
hanyalah paradigma integralistik dan simbiotik. Oleh karena itu, maka harus terdapat
indikator untuk melihat aktualisasi paradigma tersebut dalam sistem pemerintahan
Kerajaan Tanete yang bertujuan untuk memudahkan upaya peninjauan tersebut.
Indikator yang dimaksud yaitu upaya meninjau integrasi Islam dalam struktur
kerajaan, posisi raja setelah islamisasi dan implementasi Islam dalam kehidupan
23J. Noorduyn “De Islamisering van Makassar” BKI, No. 112, 1956, h. 248. dalam Ahmad M.
Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa-Abad XVI sampai abad XVII, h. 6.
24Pemisahan antara agama dan politik memang telah umum terjadi di Barat. Memang disadari
bahwa para penguasa dan bahkan pemimpin agama menggunakan agama dengan tujuan politik.  Lebih
jauh lagi, pada masa penjajahan Belanda, terdapat sebuah kebijakan yang dibuat oleh kolonial terhadap
Islam yang dipelopori oleh penasehat pemerintah kolonial di Aceh, yakni Snouck Hungronje (1857-
1936). Kebijakan tersebut dinamakan politik etis yang bertujuan memberi ruang terhadap umat Islam
dalam menjalankan ritual ibadahnya, akan tetapi berupaya menekan serta menindas gerakan politik
atas nama Islam. Robert Cribb & Audrey Kahin, Historical Dictionary of Indonesia diterjemahkan
oleh Gatot Triwira, Kamus Sejarah Indonesia (Cet. I; Depok: Komunitas Bambu, 2012),h. 9 & 482.
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sosial. Perlu dipahami konotasi “Islam” dalam indikator tadi, bukanlah Islam secara
menyeluruh, dalam hal ini aspek aqidah, akhlak dan lainnya. Namun konotasi
tersebut lebih ditekankan kepada budaya lokal setelah pelembagaan Islam. Realitas
membuktikan bahwa perihal yang terintegrasi dalam struktur pemerintahan melalui
proses islamisasi dan lain sebagainya adalah budaya Islam. Maka melalui indikator
itu diharapkan dapat menggambarkan pola serta aktualisasi paradigma tersebut
(integralistik dan simbiotik) di Kerajaan Tanete.
Berdasarkan deskripsi fokus penelitian yang dipaparkan, maka fokus
penelitian ini tentu untuk melihat lebih jauh mengenai hubungan Islam dan politik di
Kerajaan Tanete dengan batasan waktu pada abad XVII-XVIII. Batasan abad XVII
hingga abad XVIII sangat beralasan, karena pada waktu itu islamisasi serta
pengembangan Islam teraktualkan di Tanete. Oleh karena itu, batasan abad XVII-
XVIII, bertujuan untuk melihat hubungan Islam dan politik yang dinamis pada masa
itu.
D. Kajian Pustaka
Berdasarkan penelusuran penulis mengenai topik yang dibahas dalam
penelitian ini. Penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki
objek yang sama, tetapi fokus atau tema penelitian berbeda. Hal ini dapat dilihat
dalam buku Sahajuddin berjudul Proses Islamisasi di Kerajaan Tanete pada Abad
XVII. Jika diperhatikan secara seksama, objek kajian/penelitian tersebut
memfokuskan pada peristiwa islamisasi di Kerajaan Tanete. Akan tetapi belum secara
menyeluruh terlihat ada upaya untuk menelusuri hubungan Islam dan politik dalam
penelitian tersebut. Meskipun telah dikemukakan dalam penelitian tersebut proses
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islamisasi yang mengarah langsung kepada raja atau yang dikenal dengan istilah “top
down”.
Suriadi Mappangara dalam penelitian yang berjudul To-Manurung vs To-
Sangiang (Studi Kasus Masa Awal Kerajaan Tanete) berupaya menelusuri masalah
konsep kepemimpinan di Kerajaan Tanete.  Secara seksama, pembahasan dalam
penelitian ini menempatkan Kerajaan Tanete sebagai objek penelitian. Akan tetapi,
penelitian ini terbatas pada konsep kepemimpinan masa awal Kerajaan Tanete. Pada
penelitian tersebut mengemukakan bahwa sesungguhnya konsep kepemimpinan
Kerajaan Tanete tidak luput dari konsep mitologi To-Manurung yang secara umum
terjadi di setiap kerajaan di Sulawesi Selatan. Meskipun, terdapat perbedaan antara
mitologi To-Manurung sebagai legitimasi kekuasaan anaqarung dan To-Sangiang
yang menjadi cikal bakal Tanete/ Agangnionjo yang muncul dari dunia bawah (tidak
seperti To-Manurung yang muncul dari langit).
Muhaeminah dalam penelitian ini berupaya mengungkap Islam di Tanete
Barru dengan pendekatan historis. Penelitian ini memiliki objek yang sama dengan
penelitian penulis. Namun penelitian ini berupaya mengungkap mengenai lebih fokus
pada pengaruh Islam secara sosial terhadap adat istiadat masyarakat. Jadi dapat
dikatakan penelitian ini masih kurang dalam membahas hubungan antara Islam dan
politik di Kerajaan Tanete.
Hasan Waliono dalam penelitian berjudul Tanete Suatu Studi Sosiologi
Politik. Disertasi yang dipertahankan pada tahun 1979 ini bertujuan untuk
mengemukakan sebuah gambaran mengenai hubungan sosial, yaitu hubungan
kekuasaan antara elite dan rakyat, serta antara sesama elit. Penelitian ini
mengemukakan bahwa di Tanete terdapat tiga golongan elit yaitu elit adat, elit agama
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(Islam) dan elit Indonesia. Tentu ketiga elit ini memiliki relasi satu sama lain. Meski
demikian disadari bahwa penelitian ini bukanlah penelitian sejarah tetapi merupakan
penelitian antropologi politik, yang secara khusus mengungkap realitas sosial politik
yang terjadi di Tanete pada abad XX namun tetap menggunakan arsip dan lontaraq
sebagai bahan untuk penelusuran historis golongan elit.
Selanjutnya, terdapat sejumlah buku yang tampak relevan dengan topik
penulis. Buku tersebut ialah karya Mattulada yang berjudul Latoa-Suatu Lukisan
Antropologi Politik Orang Bugis serta bukunya yang berjudul Sejarah, Masyarakat
dan Kebudayaan di Sulawesi Selatan. Buku Latoa adalah upaya mengkaji salah satu
manuskrip lontaraq tertua di Bugis. Latoa diketahui sebagai lontaraq yang berisi
petunjuk hidup bagi orang Bugis terkhusus masalah yang berkaitan erat dengan
politik. Sedangkan dalam buku Sejarah, Masyarakat dan Kebudayaan di Sulawesi
Selatan mencoba mengemukakan tentang proses terbentuknya sistem sosial budaya
yang menjadi pola kelakuan, tindakan, serta ukuran-ukuran nilai dalam kehidupan
masyarakat dari masa lalu hingga masa modern. Meskipun pada dasarnya, buku ini
adalah kumpulan tulisan penulis di Koran Harian Fajar, namun tulisan ini sarat akan
pengetahuan sejarah dan antropologi.
Berdasarkan dari beberapa penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya,
maka tidak ada satupun penelitian memiliki fokus yang sama dengan penulis.
Meskipun dari beberapa objek penelitian terdahulu memiliki objek yang sama. Tapi
secara tema dan metode, dapat dikatakan berbeda dari penelitian ini. Oleh karena itu,
tidak ada kesamaan penelitian yang spesifik dan penulis merasa perlu untuk
mengangkat tema atau topik pembahasan mengenai Hubungan Islam dan Politik di
Kerajaan Tanete abad XVII-XVIII sebagai Suatu Kajian Historis dan Antropologis.
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk menelusuri lebih mendalam mengenai kondisi Kerajaan Tanete
pada abad XVII-XVIII, baik dalam hal sejarah maupun hubungan antara
Islam dan politik.
b. Untuk menemukan dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam
peristiwa sejarah tersebut, dan tentu bermanfaat bagi manusia.
2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan ilmiah; penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah
ilmu pengetahuan terkhusus ilmu pengetahuan Islam dan memperkaya
pengetahuan dalam bidang sejarah dan budaya.
b. Kegunaan praktis; diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi para
pemerhati sejarah budaya dan masyarakat pada umumnya. Penelitian ini
dapat menjadi sumbangan yang baik dan berguna bagi Sulawesi Selatan,
terkhusus Kabupaten Barru sebagai referensi tambahan mengenai sejarah,
Islam dan kehidupan sosial politik pada masa lampau. Tentu sumbangan
tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan untuk diimplementasikan dan





Islamisasi merupakan istilah yang tidak lagi asing didengar. Bagi para sarjana
Islam, kata ini merupakan istilah yang sangat familiar karena selalu menjadi bagian
penting dari diskusi ilmiah para sarjana Islam. Penggunaan istilah ini umumnya
merujuk pada proses konversi suatu masyarakat menjadi komunitas Islam di suatu
lokasi atau daerah, dimana angka umat muslim sangat minor. Namun belakangan ini,
pada penggunaan kontemporer, istilah ini pun berguna untuk menerangkan proses
pengislaman sesuatu, baik islamisasi pada sebuah istilah atau term umum yang
sering ditemukan. Dalam hal ini, istilah-istilah tersebut merupakan istilah yang tidak
memiliki nilai Islam.
Secara terminologi, islamisasi adalah kata yang terbentuk berdasarkan asas
analogi dari kata organisasi. Kata organisasi berasal dari kata Belanda, organisatie
yang berubah menjadi organization dalam bahasa Inggris. Sehingga kata –sien, atau –
tien dalam bahasa asing diserap dalam bahasa Indonesia menjadi –si, yang berarti
“menjadikan”, yakni perubahan dari kata benda menjadi kata keadaan.1 Maka dengan
ini, kata islamisasi berarti proses menjadikan Islam.2
1Lihat uraian Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, Pedoman Umum Pembentukan Istilah (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1980), h. 15-44.
Dalam Samiang Katu, Peta Islamisasi dan Kristenisasi di Sulawesi Selatan (Cet.I; Makassar: Alauddin
University Press, 2012), h. 46.
2Samiang Katu, Peta Islamisasi dan Kristenisasi di Sulawesi Selatan, h. 47.
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Berbicara mengenai “proses”, kata ini memang digunakan untuk menekankan
definisi terkait islamisasi. Melalui sudut pandang evolusi, kata proses merujuk pada
pembentuk suatu hal dalam waktu yang lama. Menariknya, proses dari sudut pandang
evolusi terkesan persuasif meski tidak jarang ditemukan gerakan yang bersifat agresif
atau represif. Proses dari sudut pandang evolusi, dapat dilihat dari gerakan-gerakan
pengislaman melalui jalan damai. Jalan damai tersebut dapat melalui transmisi
gagasan (pemikiran), pendidikan, peran politik aktif dan hal lainnya.
Sementara proses dari sudut pandang revolusi memang terkesan sangat agresif
atau represif. Proses ini dapat dilihat dari gerakan-gerakan keras seperti perang,
gerakan reformasi dan hal lain yang sifatnya memaksa. Hal ini terjadi karena proses
dari sudut pandang revolusi bertujuan untuk merubah sesuatu dalam waktu yang
cepat. Mungkin didasari atas rasa ketidakpuasan terhadap kenyataan.
Pada dasarnya apa yang tergambar melalui kata “proses” pada istilah
islamisasi merupakan bagian dari pola umum mengenai integrasi budaya. Pola
integrasi budaya diketahui bermacam-macam, salah satunya adalah teori enkulturasi
budaya. Teori tersebut berangkat dari teori Parsons mengenai principle of integration
yang memandang bahwa suatu kompleks unsur-unsur asing seluruhnya dapat
diterima bila hanya kompleks unsur-unsur tersebut dapat disesuaikan dengan bentuk
serta tingkah laku yang lama dan cocok dengan sikap-sikap emosional yang sudah
ada.3 Hal ini berarti sejalan dengan proses evolusi (dalam tinjauan penulis mengenai
istilah islamisasi), bahwa islam masuk menyesuaikan dengan kondisi-kondisi sosial-
budaya masyarakat yang telah ada, dengan sifat persuasif. Ini berarti mendukung teori
akulturasi dan asimilasi budaya yang secara umum diketahui.
3Ali Shodiqin, Antropologi Al-Quran-Model Dialektika Budaya dan Wahyu (Cet. I: Jakarta:
Arruzz Media, 2008), h. 28.
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Pendapat tersebut berbeda dengan argumen Clifford Geertz mengenai proses
islamisasi. Dalam teorinya yakni Model for Reality, Geertz beranggapan bahwa
agama membawa doktrin atau konsep untuk sebuah realitas. Bentuk transformasinya
dengan menawarkan model pada pranata-pranata yang telah ada. Sehingga pranata
tersebut kemudian direformasi oleh model yang ditawarkan (doktrin/dogma).4
Berangkat dari pendapat di atas, agama seakan sebuah dogma. Keberadaan agama
dalam artian islamisasi bergerak secara revolusioner merubah tatanan yang ada.
Geertz sendiri berangkat dari asumsi bahwa agama tidak hanya metafisik belaka.
Menurutnya, bagi setiap bangsa, bentuk, wahana dan objek penyembahan diliputi
oleh kesungguhan moral-spiritual dari setiap individu secara mendalam. Sehingga
dari kesungguhan itu, muncul kewajiban intrinsik yang tidak hanya menimbulkan
pembelaan intelektual, namun mampu menimbulkan komitmen emosional. Pada
akhirnya membentuk gaya hidup baru yang betul-betul berbeda dari yang ada
sebelumnya.5
Selanjutnya, untuk memahami secara konseptual istilah islamisasi memang
perlu melihat proses islamisasi tersebut. Para ahli sejarah membagi proses islamisasi,
setidaknya kedalam dua hal, yakni saluran islamisasi dan teori islamisasi.
1. Saluran Islamisasi.
4Ali Shodiqin, Antropologi Al-Quran-Model Dialektika Budaya dan Wahyu, h. 26-27.
5Lihat lebih lanjut Clifford Geertz, Kebudayaan dan Agama (Cet.  IX: Yogyakarta: Penerbit
Kanisius, 1992), h. 50-55.
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Saluran–saluran islamisasi yang berkembang ada enam. Beberapa diantaranya
adalah saluran perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, politik dan kesenian.6
Namun hanya beberapa yang akan diutarakan dalam kajian ini. Atas alasan teknis,
sesuai dengan pembahasan yang menjadi fokus dan memiliki relevansi terhadap
kajian historis dalam penelitian ini. Beberapa saluran islamisasi yang akan dibahas
ialah perdagangan, perkawinan, tasawuf dan politik.
Perdagangan yang menjadi salah satu saluran pengislamisasian ialah sangat
memberikan keuntungan, karena tidak ada di dalamnya pemisah antara para pedagang
dengan agama dan kewajibannya sebagai seorang Muslim untuk menyampaikan
ajaran kepercayaannya kepada pihak-pihak lainnya yang terjadi pada abad VII sampai
abad XVI. Adapun gambaran-gambaran yang dijelaskan secara umum mengenai
Islamisasi yang dilakukan oleh pedagang melalu jalur perdagangan yaitu pertama-
tama mereka (para pedagang) berdatangan di tempat-tempat yang menjadi pusat
perdagangan sealnjutnya mereka menetap di tempat tersebut untuk sementara waktu
tetapi ada pula yang sebagian di antaranya yang sampai menetap. Lalu lambat laun
tempat tinggal mereka mengalami perkembangan menjadi perkampungan-
perkampungan. Perkampungan golongan pedagang Muslim dari negeri-negeri asing
itu disebut pekojan.7
Selanjutnya salah satu yang menjadi saluran proses islamisasi adalah
perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu dari saluran-saluran islamisasi yang
paling mudah. Ikatan perkawinan itu sendiri adalah merupakan ikatan lahir-bathin,
6Lihat dalam Uka Tjandrasasmita, Arkeologi Islam Nusantara (Cet. I: Jakarta: Kepustakaan
Populer Gramedia, 2009), h. 33-101.
7Sartono Kartodirjo et.al, Sejarah Nasional Indonesia Jilid III (Cet. I: Jakarta: Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, 1975), h.120.
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tempat mencari kedamaian antara kedua indivudu (suami dan isteri). Kedua individu
tersebut akan membentuk keluarga yang justru menjadi inti masyarakat. Dan
kemudian dari ikatan tadi muncullah ikatan tambahan atau kekerabatan dari keluarga
suami dan keluarga isteri. Saluran ini dikatakan menguntungkan lagi apabila terjadi
antara seorang saudagar, ulama atau dari golongan lainnya dengan anak seorang
bangsawan atau anak seorang raja dan adipati, dari situlah status sosial-ekonomi,
terutama politik raja-raja, adipati-adipati dan bangsawan-bangsawan waktu itu turut
mempercepat proses islamisasi. Olehnya itu proses islamisasi dengan saluran
perkawinan lebih menguntungkan dan caranya mudah.8
Selain melalui perdagangan dan perkawinan, maka dengan tasawuf juga
merupakan salah satu saluran yang paling penting dalam proses islamisasi. Tasawuf
termasuk kategori yang berfungsi dalam membentuk kehidupan sosial bangsa
Indonesia telah meninggalkan bukti-buktinya yang jelas pada tulisan-tulisan antara
abad XIII dan abad XVIII. Hal tersebut bertalian langsung dengan penyebaran Islam
di Indonesia, memegang peranan suatu bagian yang penting dalam organisasi
masyarakat kota-kota pelabuhan, dan sifat spesifik tasawuf yang memudahkan
penerimaan masyarakat yang bukan Islam kepada lingkungannya.9
Saluran islamisasi melalui jalur politik, termasuk saluran yang sangat efektif
dalam mengembangkan Islam. Saluran ini menempatkan raja sebagai patron dalam
kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Situasi tersebut tampaknya dimanfaatkan
oleh ulama dalam rangka menyebarkan Islam. Memang patut diakui bahwa model
seperti ini hanya terlihat jelas dari proses islamisasi yang terjadi di daerah-daerah
8Sartono Kartodirjo et.al, Sejarah Nasional Indonesia Jilid III, h. 122.
9Sartono Kartodirjo et.al, Sejarah Nasional Indonesia Jilid III, h. 123.
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Sulawesi Selatan. Sebagaimana diungkapkan Ahmad M. Sewang bahwa kedatangan
para mubalig Islam di Sulawesi Selatan dengan program islamisasi yang dimulai dari
atas sangat menguntungkan dilihat dari segi strategi percepatan penyebaran Islam.10
2. Teori Islamisasi
Pada dasarnya, kepastian kapan dan dari mana Islam masuk di Nusantara
memang tidak ada kejelasan. Setidaknya ada tiga teori yang mencoba menjelaskan
mengenai hal tersebut diantaranya: Teori Gujarat, Teori Makkah, dan Teori Persia.
Ketiga teori tersebut berbeda pendapat mengenai: waktu masuknya Islam, asal
negara yang menjadi perantara atau sumber tempat pengambilan ajaran agama
Islam dan pelaku penyebar atau pembawa Islam ke Nusantara.
a. Teori Gujarat11
Teori berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke XIII
dan pembawanya berasal dari Gujarat (Cambay), India. Dasar dari teori ini adalah:
1) Hanya sedikit fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam
penyebaran Islam di Indonesia.
2) Hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama melalui jalur
Indonesia-Cambay-Timur Tengah-Eropa.
3) Terdapat batu nisan Sultan Samudra Pasai yaitu Malik Al Saleh tahun 1297
yang bercorak khas Gujarat.
Pendukung teori Gujarat adalah Snouck Hungronje, WF Stutterheim dan
Bernard H.M. Vlekke. Para ahli yang mendukung teori Gujarat, lebih memusatkan
10Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI sampai Abad XVII, (Cet. II:
Jakarta: Yayasan Obor, 2005), h. 164.
11Muh. Dahlan, Sejarah Sosial Intelektual Islam (Cet. I: Makassar: Alauddin University Press,
2014), h.91
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perhatiannya pada saat timbulnya kekuasaan politik Islam yaitu adanya kerajaan
Samudra Pasai. Hal ini juga bersumber dari keterangan Marcopolo dari Venesia
(Italia) yang pernah singgah di Perlak (Perureula) tahun 1292. Ia menceritakan bahwa
di Perlak sudah banyak penduduk yang memeluk Islam dan banyak pedagang Islam
dari India yang menyebarkan ajaran Islam. Namun menurut Azyumardi Azra teori ini
memiliki kelemahan, berdasarkan argumen Marrison bahwa teori ini merujuk pada
islamisasi Samudera-Pasai yang raja pertamanya wafat pada tahun 1297, sementara
Islam Gujarat yang saat itu masih merupakan Kerajaan Hindu baru ditaklukkan pada
tahun 1298. Maka sangat mustahil para Pedagang Gujarat tiba dan menyebarkan
Islam karena sesungguhnya Islam pada tahun 1297 haruslah sudah matang sebelum
tiba di daerah tersebut.12
b. Teori Makkah13
Teori ini merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan terhadap teori
lama yaitu teori Gujarat. Teori Makkah berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia
pada abad VII dan pembawanya berasal dari Arab (Mesir). Dasar teori ini adalah:
1) Pada abad VII yaitu tahun 674 di pantai barat Sumatera sudah terdapat
perkampungan Islam (Arab); dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab
sudah  mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad IV. Hal ini juga
sesuai dengan berita Cina.
2) Kerajaan Samudra Pasai menganut aliran Mazhab Syafi’i, dimana
pengaruh mazhab Syafi’i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan
Mekkah. Sedangkan Gujarat/India adalah penganut Mazhab Hanafi.
3) Raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar al-Malik, yaitu gelar tersebut
12Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan
XVIII (Cet. I: Jakarta: Kencana, 2013), h. 5.
13Muh. Dahlan, Sejarah Sosial Intelektual Islam, h. 92.
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berasal dari Mesir.
Pendukung teori Makkah ini adalah Hamka, Van Leur dan T.W. Arnold. Teori
ini menyatakan bahwa abad XIII sudah berdiri kekuasaan politik Islam, jadi
masuknya ke Indonesia terjadi jauh sebelum abad VII dan yang berperan besar
terhadap proses penyebarannya adalah bangsa Arab sendiri.
c. Teori Persia14
Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia abad XIII dan
pembawanya berasal dari Persia (Iran). Dasar teori ini adalah kesamaan budaya
Persia dengan budaya masyarakat Islam Indonesia seperti:
1) Peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husein
cucu Nabi Muhammad, yang sangat di junjung oleh orang Syiah/Islam
Iran. Di Sumatra Barat peringatan tersebut disebut dengan upacara
Tabuik/Tabut. Sedangkan di pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur
Syuro.
2) Kesamaan ajaran Sufi yang dianut Syaikh Siti Jennar dengan sufi dari Iran
yaitu al- Hallaj.
3) Penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk
tanda tanda bunyi Harakat.
4) Ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 di Gresik.
5) Adanya perkampungan Leren/Leran di Giri daerah Gresik. Leren adalah
nama  salah satu
Pendukung teori ini yaitu Umar Amir Husen dan P.A. Hussein  Jayadiningrat.
Ketiga teori tersebut, pada dasarnya masing-masing memiliki kebenaran dan
kelemahannya. Maka berdasarkan teori tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Islam
14Muh. Dahlan, Sejarah Sosial Intelektual Islam, h. 93.
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masuk ke Indonesia dengan jalan damai pada abad VII dan mengalami
perkembangannya pada abad XIII. Sebagai pemegang peranan dalam penyebaran
Islam adalah bangsa Arab, bangsa Persia dan Gujarat (India).
B. Konsep Politik Bugis15
Politik merupakan suatu hal yang menarik untuk terus menjadi bahan kajian.
Kajian politik terus menjadi kajian yang penting selama negara dan masyarakat tetap
eksis sebagai inti pembahasannya. Hal ini terjadi karena akan selalu ada tujuan dan
cara untuk mengatur kehidupan bernegara sehingga tidak terjadi chaos ditengah
kehidupan bermasyarakat. Perihal tersebut sejalan dengan istilah politik yang secara
etimologis berasal dari bahasa Yunani yakni polis. Kata polis dapat berarti kota atau
negara kota. Kata polis juga kemudian diturunkan pada kata-kata lain seperti polities
(warga negara) dan politicos (kewarganegaraan / civic).16
Namun memahami politik secara terminology memang agak sulit, karena
politik terkadang bagi para ahli lebih dianggap sebagai “seni” dibanding sebagai
suatu science. Hal ini tentu didasari atas anggap bahwa dalam proses politik akan
selalu ada kepentingan. Sehingga inilah yang membuat politik akan sulit ditebak.
Sebaliknya politik secara ‘scientific’ membutuhkan metodologi yang sistematis untuk
memahaminya, hal ini secara tidak langsung bermakna bahwa proses politik secara
15Sebagai alasan teknis maka hanya istilah Bugis yang akan digunakan dalam penelitian ini.
Meski penulis sadari bahwa konsep politik Bugis dan Makassar dapat dikatakan sama. Namun
penggunaan kata tersebut lebih ditekankan kepada alasan teknis untuk memudahkan penelitian dalam
pembahasan konsep politik lokal. Hal serupa juga dilakukan oleh Mattulada dalam bukunya Sejarah-
Masyarkat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan dengan tujuan agar tidak menggunakan istilah yang
berlebih dalam menjelaskan perihal kebudayaan di Sulawesi Selatan. Hal ini berangkat dari kesadaran
penulis bahwa Kerajaan Tanete sebagai objek penelitian mewakili etnis Bugis. Maka tentu
pembahasan mengenai konsep politik lokal ini menggunakan istilah konsep politik Bugis.
16R.N Gilchrist, Principles of Political Science (Cet. XVII: Orient Longsman: Madras, 1957),
h. 1 dalam F. Ijiswara, Pengantar Ilmu Politik (Cet. IX: Putra Bardin, t.tp, 1999), h. 21.
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science tidak dinamis, sementara politik secara mendasar merupakan proses yang
sulit untuk ditebak langkahnya. Sebagaimana ungkapan berikut:
“Politics” is more of an art than a science and has to do with the practical
conduct or guidance of the state, whereas “political scince” (die
Staatwissenschaft) is concerned with the functions of the state its essential
nature, its forms or manifestations, and its development.17
Ungkapan tersebut memberi gambaran bahwa politik tidak lebih sebagai
sebuah seni praktis.  Namun hal ini tidak berarti bahwa politik tidak dapat dipahami
secara sistematis. Faktanya, beberapa ahli telah membagi politik sistematis menjadi
dua bagian yaitu politik praktis dan politik teoritis. Politik praktis fokus kepada
lembaga negara dan aktivitas politik yang bergerak sebagai kesatuan yang dinamis.
Sebaliknya, politik teoritis membahas mengenai asas-asas dan ciri khas dari negara –
politik- tanpa melibatkan diri dalam membahas aktivitas-aktivitas negara.18
Berdasarkan hal tersebut, studi politik diyakini sangat luas, namun peneliti
memfokuskan pada pendekatan institutional pada politik, tapi tidak menafikan power
approach19 dalam memahami kondisi politik. Pendekatan secara institional
memahami  politik sebagai penyelidikan terhadap lembaga-lembaga politik, seperti
negara, pemerintah, dewan perwakilan rakyat dan lainnya. Penyelidikan tersebut
meliputi penyelidikan tentang hakekat, asal mula negara dan atribut-atribut esensial
dari negara.20
17Johann Pascal Eluntschli, Theory of the State (Oxford, 1935), h. 1 dalam F. Ijiswara,
Pengantar Ilmu Politik, h. 22.
18F. Ijiswara, Pengantar Ilmu Politik, h. 22.
19Kekuasaan dalam pandangan Basrowi mengutip kata Max Weber adalah kesempatan
seseorang untuk menyadarkan masyarakat atas kemauan-kemauannya sendiri dengan sekaligus
menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang atau golongan tertentu. Lebih lanjut
oleh Basrowi, kekuasaan tertinggi adalah kedaulatan (sovereignity), Lihat lebih lanjut dalam Basrowi,
Pengantar Ilmu Sosiologi, h. 230-232.
20F. Ijiswara, Pengantar Ilmu Politik, h. 38.
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Selanjutnya, membahas perihal politik tentu membahas negara secara
konseptual. Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh
sejumlah pejabat yang menuntut warganegaranya untuk taat pada peraturan
perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol) monopolistis dari kekuasaan yang
sah.21 Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa sebuah negara harus memenuhi
beberapa unsur yang jelas. Unsur-unsur tersebut diantaranya penduduk, wilayah,
pemerintah dan hukum, bahkan biasanya ditambahkan dengan pengakuan serta
hubungan dengan negara lain.22 Perlu pula dipahami bahwa tujuan sebuah negara
setidaknya harus memenuhi fungsi minimum yang mutlak yaitu melaksanakan
ketertiban, mengusahakan kesejahteraan serta kemakmuran rakyatnya, pertahanan
dan menegakkan keadilan. Sementara bentuk negara secara umum terbagi dua yaitu
negara kesatuan dan negara federal.23
Berbicara mengenai politik, dalam penelitian ini akan difokuskan pada konsep
politik Masyarakat Bugis. Berdasarkan pemaparan mengenai definisi, fokus dan
pendekatan memahami politik secara umum, maka setidaknya konsep politik
masyarakat Bugis juga dapat dipahami melalui hal tersebut. Selanjutnya, negara
dalam masyarakat bugis setidaknya ada dua seperti kata akkarungeng dan tana. Kata
21A. Ubaidillah et.al, Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, HAM dan
Masyarakat Madani (Cet. I: Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), h. 48.
22Mengenai unsur-unsur negara, ternyata telah dibahas dalam Konvensi Montevideo pada
tahun 1933 yang merumuskan bahwa negara didasarkan pada empat unsur konstitutif yaitu penduduk,
wilayah, pemerintahan dan kesanggupan berhubungan dengan negara lain. Namun apabila yang
dipenuhi hanya tiga unsur saja yaitu penduduk, wilayah dan pemerintah, maka negara tetap dinyatakan
eksis karena telah memenuhi unsur konstutif minimal. Sekali lagi negara bukanlah penduduk, negara
bukanlah wilayah atau pemerintah, namun gabungan antara ketiganya. Lihat lebih lanjut dalam F.
Ijiswara, Pengantar Ilmu Politik, h. 98.
23A. Ubaidillah et.al, Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, HAM dan
Masyarakat Madani, h. 56.
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akkarungeng dalam Kamus Bahasa Bugis-Indonesia oleh M. Ide Said DM.24 berarti
pemerintahan yang berasal dari kata arung yang berarti raja. Sebagai contoh dalam
kamus tersebut maruntunni Akkarungenna Arumpone yang memiliki arti pemeritahan
(Kerajaan) Arumpone telah runtuh. Meskipun memang dalam kamus ini dikatakan
sebagai pemerintahan, akan tetapi jika dihubungkan dengan nama wilayah maka
dapat berati kerajaan. Hal ini juga diperkuat oleh Heddy Shri Ahimsa Putra dalam
bukunya Minawang – Hubungan Patron Klien di Sulawesi Selatan bahwa Sulawesi
Selatan pada waktu itu menyebut wilayah yang dikuasai oleh para Aru dan Karaeng
dengan sebutan akarungeng atau kakaraengang. Sehingga dapat dipahami bahwa
istilah akkarungeng memang jadi istilah untuk kerajaan atau negara.25
Istilah berikutnya ialah tana. P\ada Kamus Bahasa Bugis-Indonesia kata
Tana memiliki makna beragam.26 Pertama, bermakna tumbuhan. Kedua, bermakna
tanah, iaro tanae ritanengi cengke berarti; tanah itu bagus ditanami cengkeh. Ketiga,
bermakna kerajaan, anaq pattola ri Tanae ri Luwuq berarti; anak yang berhak
mewarisi Kerajaan Luwu. Dalam hal ini, kata tana yang dimaksudkan adalah
kerajaan. Bahkan Mattulada dalam dua bukunya Sejarah-Masyarakat dan
Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Latoa menyebut negara atau negeri (ejaan pada
tahun itu) sebagai istilah kerajaan. Seperti ketika menyebut Tana Ugi, negeri (tana)
orang Bugis dan Tana Cina27. Serta dalam buku Latoa- Suatu Lukisan Analitis
24M. Ide Said DM. Kamus Bahasa Bugis Indonesia (Jakarta: Pusat Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa Depdikbud, 1977), h. 25.
25Heddy Shri Ahimsa Putra. Minawang – Hubungan Patron Klien di Sulawesi Selatan
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1988), h. 54.
26M. Ide Said DM. Kamus Bahasa Bugis Indonesia, h. 197.
27Lihat kata tana yang digunakan oleh Mattulada untuk menyebut negeri (negara) dan butta
untuk daerah etnolingustik Makassar dalam bukunya Mattulada, Sejarah-Masyarkat dan Kebudayaan
Sulawesi Selatan (Cet. I: Ujung Pandang: Hasanuddin University, 1998), h. 3, 13 & 16.
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Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis28, dalam beberapa kutipan Lontara Latoa
sebagai berikut:
Temmatinropi matanna arunnge ri esso ri wenni, nawa-nawai adecengenna
tanana
Artinya:
Tak tidur raja siang maupun malam merenungkan kesejahteraan negaranya.
Naia wari e. Iana ppeessekiwi asseajingenna tana .... nakko deqni bicarae.
marusa ni asseajinggenna tana masseajinnge.
Artinya:
wari itu, ialah yang memperkuat kekeluargaan negara yang sekeluarga .... bila
bicara tiada lagi. Rusaklah hubungan kekeluargaan negara-negara yang
sekeluarga.
Dapat diperhatikan, dalam dua buku tersebut Mattulada menggunakan kata
tana untuk menerangkan kata kerajaan atau negara (negeri). Sehingga ini juga dapat
menjadi bukti otentik bahwa istilah atau penggunaan kata akkarunnge serta tana
sebagai representasi dari istilah negara. Sekaligus menjelaskan juga bahwa Bugis
pada waktu tersebut, telah memiliki wilayah administrasi politik. Akan tetapi jika
lebih ditelusuri dari segi penggunaannya, istilah akkarunge lebih kepada negara
secara utuh dari keseluruhan integrasi kekuasaan politik sementara tana hanya kepada
wilayah kekuasaan politik secara geografis. Namun baik penggunaan kata akkarunge
atau tana, keduanya masih tetap dapat digunakan sebagai representasi istilah negara.
Lebih lanjut negara Bugis dapat dikatakan negara federal, karena negara-
negara bugis kebanyakan dibentuk dari daerah-daerah kecil (palili) yang disatukan
oleh Matoa-Anang atau Arung sebagaimana konsepsi mengenai To-Manurung dalam
masyarkat Bugis.29 Maka dapat dilihat jika negara Bugis adalah negara federal maka
28Lihat Naskah terjemahan dan transliterasi Latoa pada tiap pasal yang menyebutkan istilah
tana sebagai negara dalam Mattulada, Latoa- Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik
Orang Bugis (Cet. II: Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995), h. 103-104 & 117.
29Mattulada, Sejarah-Masyarkat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan (Cet. I: Ujung Pandang:
Hasanuddin University, 1998), h. 27.
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wilayah-wilayah yang ada didalamnya adalah wilayah persekutuan dalam negara
tersebut.
Dari sudut pandang pemerintahan, konsep pemerintahan masyarakat Bugis
memiliki ciri monarki mutlak.30 Konsep seperti ini, menempatkan Sultan, Arung atau
Datu sebagai pemimpin pemerintahan. Namun menariknya, tidak berarti konsep
monarki mutlak tersebut secara nyata teraktualisasi karena ada To-Mabbicara31 dan
Pakkatenni Adeq32 yang terkadang membatasi kekuasaan seorang raja. Jadi konsep
politik bugis itu dapat dikatakan sangat dinamis, artinya dapat dikatakan ini
koloborasi dari monarki mutlak dan parlementer.33
Raja sendiri dalam konsep pemerintahan Bugis dianggap sebagai titisan To-
Manurung. Sebagaimana dipahami To-Manurung merupakan pemuncak dari konsep
kepemimpinan orang Bugis. Namun disisi lain dianggap sebagai mitos pembentuk
pemerintahan atau penguat akan eksistensi pemerintahan di tanah Bugis.34
Selanjutnya, dalam menjalankan pemerintahan seorang raja haruslah memiliki
30Monarki Mutlak yaitu seluruh kekuasaan negara berada di tangan raja. Hal ini berarti
kehendak negara merupakan kehendak raja (I’esta c’est moi). Dalam A. Ubaidillah et.al, Pendidikan
Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, h. 56.
31To-Mabbicara seringkali dianggap sebagai Perdana Menteri  atau orang kedua sesudah raja
yang mengawasi pemerintahan Mattulada, Latoa- Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik
Orang Bugis (Cet. II: Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995), h. 434.
32Pakkatenni Adeq: Pampawa Adeq adalah lembaga atau orang-orang yang bertugas
mengawasi pelaksanaan adeq. Dalam Mattulada, Latoa- Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi
Politik Orang Bugis, h. 347.
33Dalam sistem paralementer raja adalah lambang kesatuan negara (The King can do no
wrong). Sehingga yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan pemerintah adalah menteri baik
perseorang atau bersama. Dalam A. Ubaidillah et.al, Pendidikan Kewargaan (Civic Education):
Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, h. 56
34Lebih lanjut mengenai To-Manurung lihat Mattulada, Latoa- Suatu Lukisan Analitis
Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, h. 413.
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tanggungjawab besar terhadap rakyat dan negara, sebagaimana pendapat Mattulada
dalam Latoa sebagai berikut:
Untuk menegakkan kemulian dan kejayaan negara dan mengokohkan
persatuan rakyat, dalam melakukan sikap dan tindakan-tindakan kekuasannya
penguasa hendaklah jujur dalam hal kesanggupan (keahlian)-nya dalam tiap
jabatan negara (Latoa. al. 25). Sebaliknya suatu negara bagaimanapun besar
dan kuatnya, akan mengalami kehancuran jika penguasanya tidak mau
dikritik dan dinasehati, meniadakan peranan cerdik-pandai....dan membiarkan
kemaksiatan berkecamuk dalam negeri sementara kepala negara kehilangan
kasih-sayang terhadap rakyatnya. (Latoa, al. 25-27).35
Lalu mengenai aturan yang berlaku dalam negara Bugis yang mengatur
kehidupan bermasyarakat ada yang dinamakan Pangaderreng sebagai sebuah konsep
dasar dalam penataan masyarakat Bugis. Pangaderreng adalah aktualisasi diri dari
seorang manusia sebagai individu dalam membangun hubungannya terhadap orang
lain dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Aktualisasi dari Pangaderreng
menjadikan diri seseorang menjadi pribadi-siriq. Pribadi siriq adalah pribadi yang
bermartabat serta bertanggung jawab dan mampu membawa dirinya dalam
berinteraksi dengan masyarakat. Melalui interaksi tersebut terciptalah pesseq yang
merupakan kesadaran sosial terhadap manusia lainnnya. Sehingga muncul pula
makna  akan kesadaran manusia akan kualitas seorang tau yang hanya mungkin
mengaktualisasikan dirinya jika ada manusia lain, inilah yang disebut sipakatau.36
Bagi manusia Bugis, mereka perlu menyadari betul pentingnya menjalani
kehidupan menurut ketentuan yang sudah digariskan dalam sistem adat mereka. Hal
ini mengandung makna bahwa pangaderreng berfungsi sebagai lembaga pengontrol
35Mattulada, Latoa- Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis (Cet.
II: Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995), h. 429
36Mattulada, Sejarah-Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, h. 85-86.
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yang mengawasi tingkah laku masyarakat serta pemimpin agar tidak melakukan hal-
hal yang dapat merusak stabilitas negara dan masyarakat.37
Pangaderreng memiliki empat unsur utama yaitu adeq, bicara, wari dan
rappang serta saraq yang muncul setelah Islam melembaga di Sulawesi Selatan,
khususnya tanah Bugis. Adeq sebagai konsep kunci dari pangaderreng38 merupakan
sistem norma dan aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat karena
meliputi segala keharusan bertingkah laku dalam setiap kehidupan bermasyarakat
baik secara mental, spiritual maupun fisik.39 Adeq sendiri terbagi dua yaitu yang
mengatur hal ihwal dalam berumah tangga dan yang mengatur hal ihwal dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara.40
Bicara dalam pangaderreng adalah segala hal ihwal yang bersangkut-paut
dengan persoalan peradilan.41 Bicara dapat dikatakan sebagai hukum acara, prosedur
mengenai hak dan kewajiban seseorang dalam mengajukan kasusnya ke pengadilan
atau mengajukan gugatan.42 Kaitan antara bicara dengan adeq tentu sangat jelas,
karena jika terjadi pelanggaran secara aktual terhadap adat maka proses peradilan
37Hamid Abdullah, Manusia Bugis Makassar: Suatu Tinjauan Historis terhadap pola Tingkah
Laku dan Pandangan Hidup Manusia Bugis Makassar (Jakarta: Inti Idayu Press, 1985), h. 15 dalam
Nurman Said, Membumikan Islam di Tanah Bugis (Cet. I: Makassar: Alauddin Uniiversity Press,
2011), h. 15.
38Rahman Rahim, Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis Sulawesi Selatan (Ujung Pandang,
Hasanuddin University Press, 1992), h.122.
39Mattulada, Sejarah-Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, h. 87.
40Nurman Said, Membumikan Islam di Tanah Bugis, h. 20.
41Mattulada, Latoa- Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, h.
358.
42Mattulada, Sejarah-Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, h. 88.
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harus dilaksanakan. Pengadilan berfungsi untuk menilai kadar pelanggaran dan
menetapkan sanksi terhadap pelanggar tersebut.43
Wari menurut Latoa adalah perbuatan mappalaisennge (yang tahu
membedakan). Wari secara bahasa adalah pembedaan jenis satu sama lain yang
berarti suatu perbedaan selektif, menata atau menertibkan.44 Sederhananya, wari
adalah pengklasifikasian segala benda, peristiwa dan segenap aktivitas dalam
kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, memelihara strata, hubungan kekerabatan
antara raja dengan raja, sehingga dapat ditentukan protokoler dalam masalah
kenegaraan atau hal-hal lainnya.45
Rappang secara bahasa adalah contoh, misal, ibarat atau perumpaan,
persamaan atau kias. Dalam Latoa dikatakan bahwa rappang-lah yang mengokohkan
sebuah negara.46 Sebagai unsur pangaderreng, rappang bertugas menjaga kepastian
dan kesinambungan dari suatu keputusan hukum tak tertulis dari masa lampau hingga
sekarang. Rappang juga berwujud perumpamaan-perumpamaan yang menganjurkan
kelakuaan ideal dan etika dalam lapangan hidup tertentu, seperti kekerabatan–
berpolitik, pemerintahan negara dan kegiatan hidup lain.47
Terakhir, sebagai tambahan setelah Islam melembaga maka muncullah saraq.
Secara definitif saraq adalah hukum syariat Islam yang diintegrasikan ke dalam
43Nurman Said, Membumikan Islam di Tanah Bugis, h. 22.
44Mattulada, Latoa- Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, h.
380.
45Mattulada, Sejarah-Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, h. 88-89.
46Mattulada, Latoa- Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis, h.
377.
47Mattulada, Sejarah-Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, h. 88.
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pangaderreng. 48 Saraq secara bahasa berasal dari kata syariat. Maka saraq
diharapkan mengaktualiasasikan nilai-nilai Islam bahkan aturan Islam dalam
kehidupan masyarakat Bugis, sehingga menjadi pelengkap dari ke empat unsur
pangaderreng lainnya. Hal ini bertujuan tentu untuk memastikan stabilitas kehidupan
bermasyarakat antara hukum adat dan hukum agama.
C. Paradigma Hubungan Islam dan Politik
Perbincangan mengenai hubungan agama dan negara merupakan persoalan
yang banyak menimbulkan perdebatan (discourse) berkepanjangan diantara para ahli.
Hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam menerjemahkan  agama  sebagai
bagian  dari  negara  atau negara merupakan bagian dari dogma agama. Bahkan,
menurut Syafi’i Maarif, Harun Nasution seorang ahli teologi Islam pernah
mengatakan bahwa persoalan yang telah memicu konflik intelektual untuk pertama
kalinya dalam kehidupan umat Islam adalah berkaitan dengan masalah hubungan
agama dengan negara.49
Menurut Deliar Noer, Islam setidaknya meliputi dua aspek pokok yaitu agama
dan masyarakat (politik).50 Akan tetapi untuk mengartikulasikan dua aspek tersebut
dalam  kehidupan nyata  merupakan suatu problem tersendiri. Umat Islam pada
umumnya mempercayai watak holistik Islam.  Dalam persepsi mereka, Islam  sebagai
instrumen  Ilahia>h untuk memahami dunia, seringkali  lebih dari sekedar agama.
48Mattulada, Sejarah-Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, h. 89.
49Ahmad Syafi’i Maarif, “Pengantar” dalam M. Rusli Karim, Negara dan Peminggiran Islam
Politik (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, Cet. Ke-1, 1999), h. ix.
50Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesi 1900-1942 (Cet. XVIII: Jakarta: LP3ES,
1996), h.1.
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Banyak dari mereka malah menyatakan bahwa Islam juga dapat dipandang sebagai
agama dan negara.51
Perdebatan dan diskusi mengenai ini sesungguhnya lebih terletak pada tataran
konseptualisasi dan pola-pola hubungan antara keduanya.52 Perdebatan tersebut
muncul dilatar belakangi oleh teks-teks agama sendiri yang pola  hubungannya
dikotomis. Agama dan negara seringkali dikesankan sebagai dua wilayah yang
berhadapan. Misalnya, hubungan dunia-akhirat atau al-dunya wa al-din. Baik al-
Qur’an maupun hadits banyak menyebut dua hal tersebut. Bahkan sering dijumpai
ungkapan al-Islam huwa al-din wa al-dawlah.53 Kesan berhadap-hadapan seperti
itulah yang kemudian memunculkan kontroversi yang tajam dan keras disekitar
konsep hubungan agama dan negara. Sehingga menurut, Azyumardi Azra,
ketegangan perbedaan hubungan agama dan negara ini diilhami oleh hubungan yang
agak canggung antara Islam sebagai agama (din) dan negara (daulah).54
Keragaman dalam paham tersebut mencuatkan  pula  konsep  dan pemikiran
yang diintrodusir oleh para tokoh pemikir tentang politik Islam. Perbedaan konsep
dan pemikiran ini bertolak dari penafsiran dan pemahaman yang tidak sama terhadap
hubungan agama dan negara yang dikaitkan dengan kedudukan Nabi dan penafsiran
terhadap ajaran Islam dalam kaitannya dengan politik dan pemerintahan.
51Ahmad Syafi’i Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan Studi tentang Percaturan dalam
Konstituante (Cet.I : Jakarta: LP3ES, 1996), h. 15.
52Ahmad Suaedy (ed.), Pergulatan Pesantren Demokrasi (Cet. I: Yogyakarta: LKiS, 2000), h.
88.
53Ahmad Suaedy (ed.), Pergulatan Pesantren Demokrasi, h. 88.
54A. Ubaidillah et.al, Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, HAM dan
Masyarakat Madani, h. 127.
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Tentang hubungan agama dan negara ada terdapat tiga kelompok pemikiran.
Kelompok pertama berpendapat bahwa negara adalah lembaga kegamaan dan
sekaligus  lembaga politik. Kepala negara adalah pemegang kekusaan dan agama.
Kelompok kedua mengatakan bahwa negara adalah lembaga keagamaan tetapi
mempunyai  fungsi  politik. Kepala negara mempunyai kekuasaan   negara   yang
berdimensi   politik. Kelompok  ketiga  menyatakan  bahwa  negara adalah lembaga
politik yang sama sekali terpisah dari agama. Kepala negara, kerenanya, hanya
mempunyai kekuasaan politik atau penguasa duniawi saja.55
Demikian dalam pemahaman dan penafsiran ajaran  Islam mengenai politik
dan pemerintahan terdapat tiga  golongan. Golongan pertama (integralistik)
menyatakan, di dalam Islam terdapat sistem politik dan pemerintahan, karena Islam
adalah agama yang paripurna. Golongan kedua (simbiotik) mengatakan di dalam
Islam  tidak  ada  sistem  politik  dan   pemerintahan,  tetapi  terdapat seperangkat tata
nilai etika bagi kehidupan bernegara,56 mengandung ajaran-ajaran   dasar   tentang
kehidupan  masyarakat  dan bernegara.  Sedangkan golongan ketiga (sekularistik)
berpendapat bahwa Islam sama sekali tidak terkait dengan politik dan pemerintahan.
Ajaran agama hanya berkisar tentang tauhid dan pembinaan akhlaq dan moral
manusia dalam berbagai aspek kehidupan.57 Namun disadari bahwa pada konteks
kerajaan masa lampau, jarang ditemukan aktualisasi dari golongan ketiga yaitu
sekularistik, maka pada pembahasan mengenai tinjauan paradigma ini hanya akan
dibahas dua paradigma saja yaitu integralistik dan simbiotik.
55J. Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran (Cet. II: Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 1995), h. xii.
56Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, h. 2.
57J. Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, h. xii.
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1. Paradigma Integralistik
Paradigma pertama ini mengajukan  konsep  bersatunya  agama dan  negara.
Agama  (Islam)  dan  negara,  dalam  hal  ini  tidak  bisa dipisahkan,  wilayah  agama
juga  meliputi  politik  atau negara. Oleh karenanya, menurut paradigma ini, negara
merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintahan negara
diselenggarakan atas dasar kedaulatan Ilahi (devine sovereignty), karena memang
kedaulatan itu berasal dan berada di tangan Tuhan.58
Jadi, pandangan ini bersifat teokratis.59 Konsekuensi lebih lanjut dari
pandangan ini adalah bahwa aturan kenegaraan harus dijalankan menurut hukum-
hukum Tuhan (syari’ah). Ayat-ayat al-Qur’an yang sering dikumandangkan sebagai





Barang  siapa  yang  tidak  memutuskan  perkara  menurut  apa  yang
diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.60
Bagi kelompok ini, syari’ah selalu dipahami sebagi totalitas yang par exellent
“kaffah kamilah” bagi tatanan kehidupan kemasyarakatan dan kemanusiaan.
Sementara negara berfungsi untuk menjalankan syari’ah. Hal ini disadari karena
58M. Din Syamsudin, Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik
Islam dalam Andito (ed.), Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia (Cet. I: Bandung:
Pustaka Hidayah, 1999), h. 45-46.
59Ahmad Suaedy (ed.), Pergulatan Pesantren Demokrasi (Cet. I: Yogyakarta: LKiS, 2000), h.
89.
60QS. Al-Maidah: 44, Al Qur’an dan Terjemahnya Departemen Agama RI,  Semarang: Karya
Toha Putra, hlm. 215.
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legitimasi politik negara harus berdasarkan syari’ah, maka sistem kenegaraan
menurut sistem ini bersifat teokratis.61
Pandangan  ini  kebanyakan dianut oleh  kelompok  Syi’ah. Paradigma politik
Syi’ah lebih menekankan pada aspek wilayah dan ismah. Dalam konteks inilah,
Syi’ah memandang negara sebagai lembaga yang memiliki fungsi keagamaan. Pada
sisi lain syi’ah memandang wilayah al-faqih yang terdiri atas pemerintah dan
administrasi negara, memahami bahwa hukum Islam tidak bisa dipercayakan kepada
orang lain melainkan kepada pemerintah Islam yang memahami syari’ah dan bersikap
adil. Para imam Syi’ah diyakini memiliki kualitas ini, oleh karenanya wilayah al-
faqih harus diserahkan kepada fuqaha (Imam Syi’ah). Logika ini menempatkan imam
Syi’ah sebagai orang yang paling tepat, dianggap bijak dan adil untuk berada pada
posisi tertinggi.62
Penyatuan agama dan negara, juga menjadi anutan kelompok Islam
fundamentalis63 yang cenderung berorientasi pada nilai-nilai Islam yang dianggap
mendasar dan sangat prinsipil. Paradigma fundamentalisme menekankan totalitas
Islam,  yakni  bahwa  Islam meliputi   seluruh  aspek  kehidupan.64 Tokoh yang
menonjol dari kelompok ini adalah, al-Maududi (1903-1979 M.).  Bagi al-Maududi
syari’ah tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara. Syari’ah adalah skema
61Ahmad Suaedy (ed.), Pergulatan Pesantren Demokrasi, h. 90.
62Bahkan al-Wiayah (kekuasaan-politik) menjadi rukun Islam ke enam Syi’ah. Maka seorang
muslim Syi’ah wajib mengikuti seorang pemimpin karena jika tidak keislaman mereka diragukan.
Dalam Mujar Ibn Syarif dan Khumami Zada, Fiqh Siyasah – Doktrin dan Pemikiran Politik Islam
(Cet. XI: Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), h. 77
63Istilah Fundalisme ini oleh golongan tertentu diberikan kepada orang-orang Islam yang
menginginkan  memperlakukan  semua  ajaran  syari’at  Islam  didalam  perikehidupan.  Mochtar
Effendy, Ensiklopedi Agama dan Filsafat (Cet. I: Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001), h.197.
64Andito (ed.), Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia (Cet. I: Bandung:
Pustaka Hidayah, 1999), h. 90.
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kehidupan yang sempurna dan meliputi seluruh tatanan kemasyarakatan. Sehingga
menurutnya, Islam harus dibangun di atas perundang-undangan syari’ah yang dibawa
Nabi dari Tuhan dan harus diterapkan dalam kondisi apapun.65 Syari’ah inilah yang
mengatur manusia, perilakunya dan hubungan-hubungan  satu  sama lain  didalam
segala aspek, baik bersifat individu, keluarga, masyarakat, serta  hubungannya
dengan negara.
Selanjutnya, menurut al-Maududi, prinsip dasar Islam adalah bahwa umat
manusia,  baik  secara  pribadi  maupun  secara  bersama-sama  harus melepaskan
semua  hak  pertuanan,  pembuatan  undang-undang  dan pelaksanaan  kedaulatan
atas   orang  lain.  Kedaulatan dalam Islam menurut al-Maududi, bukan di tangan
manusia, tetapi di tangan Tuhan.  Sementara kedaulatan Tuhan tersebut mencakup
semua bidang kehidupan.66
Secara teoritis, penguasa dalam paradigma ini tidak memiliki kekuasaan
mutlak, demikian juga parlemen ataupun rakyat, karena kekuasaan mutlak itu hanya
milik Allah semata, dan hukum-Nya harus tetap berkuasa. Memakai istilah kini,
konstitusi Islam hanya mempunyai dua organ penting: eksekutif dan yudikatif. Organ
ketiga yang memungkinkan yaitu, legislatif yang secara konstitusional tidak diberi
batasan, karena undang-undang telah ditetapkan di dalam al- Qur’an oleh Allah.67
Tugas pemerintah adalah untuk melaksanakannya, bukan merubahnya untuk
kepentingan- kepentingannya sendiri.
65Ahmad Suaedy (ed.), Pergulatan Pesantren Demokrasi, h.91.
66Sudirman Tebba, Islam Menuju Era Reformasi (Cet. I: Yogyakarta: PT. Tiara Wacana
Yogya, 2001), h. 6.
67Mumtaz Ahmad (ed.), Masalah-Masalah Teori Politik Islam, h. 91.
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Demikian ragam pemikiran tersebut yang begitu kental dengan otoritas
kedaulatan Tuhan, serta menganggap ajaran Rosulullah sebagai agama yang
komprehensif, maka kemudian muncullah istilah al-Islam ḣuwa al-din  wa  al-
dawlah dalam pelataran politik  Islam. Sebagai komitmen logis dari paradigma
integralistik ini, negara Islam harus ditegakkan demi terlaksananya hukum-hukum
Allah dengan dipimpin seorang imam atau khalifah.
2. Paradigma Simbiotik
Dalam pandangan simbiotik, konsep hubungan agama dan negara terdapat
interaksi timbal balik dan saling membutuhkan. Dalam hal ini, agama memerlukan
negara karena dengan negara agama dapat berkembang.68Agama akan berjalan baik
dengan melalui institusi negara, sementara pada posisi lain negara juga tidak bisa
dibiarkan berjalan sendiri tanpa agama, karena keterpisahan agama dari negara dapat
menimbulkan kekacauan dan amoral.69
Pandangan simbiostik tentang agama dan negara dapat dipahami pada
pemikiran al-Mawardi dalam Al-Ahka>m al-Sultha>niyah wa al-wila>yah al-
diniyah. al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan negara (imamah) merupakan
instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan pengaturan
dunia.70 Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan  dua  jenis aktivitas
yang  berbeda,  namun  berhubungan secara   simbiostik.  Keduanya  merupakan  dua
68M. Arskal Salim G.P., Islam dan Relasi Agama-Negara di Indonesia dalam Abdul Mun’im
D.Z. (ed.), Islam di Tengah Arus Transisi (Cet. I: Jakarta: Kompas, 2000), h. 8.
69Ahmad Suaedy (ed.), Pergulatan Pesantren Demokrasi, h.92.
70Imam al-Mawardi, Al-Ahka>m al-Sultha>niyah wa al-wila>yah al-diniyah, Terj. Abdul
Hayyie dan Kamaluddin Nurdin Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, (Cet.
I: Gema Insani Press, 2000), h. 15.
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dimensi  dari misi kenabian. Paradigma ini memposisikan negara sebagai lembaga
politik dengan sanksi-sanksi keagamaan.71
Menurut al-Mawardi dalam negara tersebut harus ada satu pemimpin tunggal
sebagai penganti nabi untuk menjaga terselenggaranya ajaran agama dan
memegang kendali politik, serta membuat kebijakan yang berdasarkan syari’at
agama.72 Sebagaimana dikutip dalam Ahmad Suaedy bahwa sungguh Tuhan telah
mendelegasikan untu satu komunitas, seorang pemimpin yang diangkat-Nya sebagai
penerus kepemimpinan Nabi. Melaluinya (kepala negara) dia melindungi agama.
Tuhan mempercayakan kepadanya pengaturan pemerintahan (kenegaraan) agar
semua aturan yang diberlakukan sesuai dengan agama dan supaya pendapat dan
pikiran masyarakat mengikuti pandangan yang dipertanggungjawabkan secara
otoritatif.73
Pemikir lain yang senada ialah al-Ghazali (1058-1111 M.). Ia mengisyaratkan
hubungan pararel antara agama dan negara, seperti dicontohkan dalam pararelisme
Nabi dan raja. Menurut al-Ghozali, jika Tuhan telah mengirim  nabi-nabi dan
memberi wahyu pada mereka, maka Dia juga telah mengirim raja-raja dan memberi
mereka ‘kekuatan Ilahi’. Keduanya memiliki tujuan yang sama yakni demi
kemaslahatan kehidupan manusia.74
Perihal tersebut juga dapat ditinjau dalam Q.S al-Nisa 4:59, sebagai berikut:
71Miftah AF. Hubungan Negara dan Agama dalam Perspektif Fiqh Siyasi dalam Al- Ahkam,
Volume XIII Edisi II, 2001, h. 26.
72al-Mawardi, Al-Ahkaamus-sulthaaniyyah wal-wilaayatud-diiniyyah, Terj. Abdul Hayyie dan
Kamaluddin Nurdin Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, h. 14.
73Ahmad Suaedy (ed.), Pergulatan Pesantren Demokrasi, h. 93.






Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan
ulil amri di antara kamu.
Dapat diperhatikan pada ayat tersebut bahwa terdapat paralelisme antara
status nabi dan raja. Raja ditekankan pada kata ulil amri selaku pemimpin politik
rakyat. Dari segi bahasa kata uli adalah bentuk jamak dari wali yang berarti
pemilik atau yang mengurus dan menguasai. Bentuk jamak dari kata tersebut
menunjukkan bahwa mereka plural. Sedangkan kata al-amri adalah perintah atau
urusan. dengan demikian ulil amri adalah orang yang berwewenang mengurus urusan
kaum muslimin, dalam hal ini mengurusi urusan masyarakat.75
Namun perlu dipahami bahwa pararelisme antara Nabi dengan raja
menunjukkan adanya hubungan simbiotik antara keduanya. Seorang raja atau
pemimpin negara mempunyai status yang  tinggi  dalam hubungannya  dengan Nabi.
Hal ini berarti bahwa pemimpin Negara mempunyai kedudukan yang strategis dalam
menciptakan nuansa kegamaan dalam lembaga negara. Pandangan yang dianut oleh
sebagian besar kaum Sunni ini memperlihatkan secara jelas bahwa kekuasaan kepala
negara adalah pemberian dan berasal dari Tuhan. Kekuasaan otoritatif kepala negara
ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan-persoalan agama, melainkan juga urusan
keduniawian yang berdimensi politik.76
75Lihat lebih lanjut dalam M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah, Jilid II (Cet. IX; Jakarta:
Lentera Hati, 2007), h. 484.
76J. Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, h. xii.
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Secara sepintas pernyataan ini tidak berbeda dengan konsep negara
integralistik seperti yang telah dikemukakan di atas. Akan tetapi bacaan secara kritis
atas wacana ini akan menemukan perbedaan yang cukup signifikan. Teori simbiotik
membiarkan tuntutan-tuntutan realitas sosial politik yang berkembang, tetapi agama
kemudian memberikan justifikasinya. Agama tidak harus menjadi dasar negara.
Negara, dalam pandangan ini tetap merupakan  lembaga  politik yang mandiri.
Dengan demikian, paradigma simbiostik di satu pihak bersifat teologis, tetapi pada
sisi lain bersifat pragmatik.
Realitas tersebut, juga muncul dalam pandangan Ibnu Taimiyah. Menurutnya
bahwa agama tidak dapat ditegakkan dengan tidak ada pemerintah. Dalam upaya
memerintah, rakyat hendaknya dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab dan
menjalankan hukum-hukum Allah.77 Maka dalam menentukan dan mengangkat
kepala negara haruslah berdasarkan pilihan rakyat. Hal ini berarti, rakyat memiliki
kedaulatan yang signifikan untuk menentukan sistem politik negara.
Jadi, pandangan simbiostik tetap memberi peluang bagi hak-hak masyarakat,
meskipun dibatasi dengan norma-norma agama. Jelaslah kiranya, bahwa paradigma
ini telah menawarkan formalisasi Islam. Namun didalamnya terdapat nilai-nilai
demokratis. Meskipun syari’at agama harus ditegakkan dalam sebuah negara, tetapi
tidak membatasi secara mutlak kepada masyarakat muslim untuk ikut andil dalam
menentukan kondisi sosial politik negara.
Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa
sesungguhnya tradisi pemikiran politik Islam itu kaya dan beraneka ragam. Sehingga
77Ahmad Shalaby, Studi Komprehensif Tentang Agama Islam (Cet. I: Surbaya: PT. Bina Ilmu,
1988), h. 249.
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konsep tentang negara Islam tidak akan mudah diklaim atas konstruk tertentu. Namun
dalam hal ini perlu disadari terdapat dua paradigma yang relevan terhadap sistem
pemerintahan masa lampau yakni kerajaan, terkhusus kerajaan Islam di Nusantara.
Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam upaya meninjau realitas hubungan Islam
dan Politik dalam kerangka historis terdapat tiga indikator untuk meninjaunya.
Indikator tersebut diantaranya; integrasi Islam dalam sistem pemerintahan kerajaan,
posisi raja setelah islamisasi dan landasan dasar aturan ditinjau melalui implementasi
Islam dalam kehidupan sosial. Indikator tersebut akan ditinjau dalam kontinuitas
peristiwa sejarah pada penelitian ini.




























Pada tahap penyelesaian studi, penulis perlu menjelaskan mengenai jenis
penelitian ini. Perlu dipahami bahwa jenis penelitian ini adalah penelitan deskriptif-
kualitatif. Deskriptif adalah upaya menghasilkan informasi1 dan upaya menyuguhkan
data apa adanya melalui berbagai pendekatan yang digunakan. Sedangkan, kualitatif
adalah penelitian yang bertumpu pada keutuhan (entity) sebuah fenomena2 yang
bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam perilaku atau sikap manusia di tengah
lingkungan sosialnya.
Selanjutnya, penelitian ini adalah penelitian yang mengkonsentrasikan diri
pada sebuah fenomena masyarakat dalam lintas sejarah. Sehingga dapat dipahami
bahwa jenis penelitian ini jika berangkat dari metode yang digunakan merupakan
jenis penelitian sejarah. Perlu diketahui pada dasarnya, penelitian sejarah merupakan
bagian dari jenis penelitian deskriptif-kualitatif.3 Maka berdasarkan penjelasan
tersebut penelitian sejarah tentu memfokuskan diri terhadap fenomena, peristiwa atau
perkembangan yang terjadi pada masa lampau, sebagaimana definisi kualitatif adalah
sebagai penelitian yang bertumpu pada keutuhan fenomena.
1Muhammad Arif  Tiro, Metode Penelitian Sosial-Keagamaan, (Cet. I; Makassar: Andira
Publisher, 2005), h. 20.
2Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Kebudayaan. (Yogyakarta: Gajah Mada
University Press, 2003), h. 16.
3Sebagaimana diketahui dalam penelitian desktif-kualitatif berupaya menggambarkan suatu
setting peristiwa, ciri fisik, perilaku dan tindakan individu dalam sebuah fenomena. Mestika Zed,
Metode Penelitian Kepustakaan, (Cet. II: Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 57.
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Tujuan dari penelitian sejarah ialah mendeskripsikan dan merekonstruksi
fenomena masa lampau secara sistematis, obyektif dan rasional serta meningkatkan
pemahaman dan memperkaya wawasan tentang fenomena di masa lalu dan
bagaimana masa lalu itu menjadi mata rantai hingga masa kini, serta kemungkinan-
kemungkinan penerapannya pada masa yang akan datang.
Mengenai fenomena historis pada masa lampau tentu tidak terlepas dari segala
tindakan yang dilakukan oleh manusia. Maka berangkat dari pemahaman tersebut
maka sesungguhnya penelitian sejarah tidak bisa terlepas dari kajian antropologis.
Sebagaimana diketahui titik tekan dari kajian antropologi terdapat pada masalah
sejarah dan perkembangan manusia dari aspek fisik, bahasa, dan kebudayaannya.4
Berdasarkan penjelasan di atas maka jenis penelitian ini adalah jenis
penelitian deskriptif-kualitatif yang memfokuskan diri pada kajian atau penelitian
historis dan antropologis. Perihal tersebut tentu sangat relevan dengan judul
penelitian ini yakni Hubungan Islam dan Politik di Kerajaan Tanete Abad XVII-XVIII
(Suatu Kajian Historis dan Antropologis).
B. Metode Pengumpulan Data
Dalam upaya mengumpulkan data, penulis beranjak pada basis penelitian ini
yakni penelitian sejarah dan antropologis. Maka setidaknya metode yang digunakan
adalah metode penelitian sejarah yang merupakan seperangkat aturan dan prinsip
sistematis, menilai secara kritis dan mengajukan sintesis secara tertulis5 atau suatu
4Nur Syam, Mazhab-Mazhab Antropologi (Cet. II: Yogyakarta: LKIS Group, 2012), h. 3
5Gilbert J. Garaghan, A Guide to Historical Metode (Newyork: Fordam University Press,
1957), h. 33. dalam Abd. Rahman Hamid dan M. Saleh Madjid, Pengantar Ilmu Sejarah (Cet. I;
Makassar: Rayhan Intermedia, 2008), h. 48.
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prosedur dalam menyusun detail-detail yang telah disimpulkan dari dokumen-
dokumen otentik menjadi suatu kisah yang saling berhubungan.6 Perihal metode
pengumpulan data akan dijabarkan sebagai berikut;
1. Heuristik
Heuristik secara istilah berasal dari kata heurishein yang berarti memperoleh.
Heuristik adalah suatu teknik, suatu seni, bukan sebuah ilmu. Oleh karena itu,
heuristik tidak mempunyai peraturan umum. Heuristik seringkali merupakan suatu
keterampilan dalam menemukan, menangani, dan memperinci bibliografi atau
mengklasifikasi serta merawat catatan.7 Secara sederhana, heuristik adalah metode
awal dari studi sejarah yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengklasifikasi
sumber-sumber sejarah.
Sumber-sumber dan ilmu bantu (auxiliary sciences) yang membantu
sejarawan untuk menemukan mengetahui dan memahami sumber-sumber itu adalah
mutlak perlu.8 Sumber sejarah berdasarkan jenisnya terbagi menjadi dua bagian yaitu
sumber tertulis dan sumber lisan. Sumber tertulis adalah sumber-sumber seperti yang
terdapat pada naskah-naskah, kronik, manuskrip dan sebagainya yang berupa tulisan.
Sedangkan, sumber lisan adalah sumber sejarah yang berasal dari saksi sejarah atau
orang yang saat itu menyaksikan, merekam atau keturunan pelaku sejarah itu sendiri
yang paham dengan sejarah moyangnya.
6Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah (Jakarta: UI Press, 1986), h. 18. diterjemahkan oleh
Nugroho Notosusanto. dalam M. Saleh Madjid dan Abd. Rahman Hamid, Pengantar Ilmu Sejarah, h.
48.
7Dudung Abdurahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit
Ombak, 2011), h. 104.
8Helius Sjamsuddin. Metodologi Sejarah, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), h. 75.
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Adapun sumber-sumber  yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber
primer dan sumber sekunder. Sumber primer berupa lontaraq9, sedangkan sumber
sekunder berupa catatan-catatan sejarah yang datang kemudian. Berikut jenis
lontaraq yang digunakan oleh dalam studi ini:
a. Lontaraq Attoriolong, adalah jenis lontaraq yang sama dengan lontaraq
Pattorioloang yaitu jenis lontaraq Gowa dan Tallo.10 Jenis lontaraq ini
adalah lontaraq sejarah11.  Mengenai penggunaan lontaraq tersebut pada
studi ini, akan digunakan Lontaraq Attoriolong Tanete, lontaraq Tanete
(berisi tentang Attoriolong ri Tanete serta hubungan Tanete dan Gowa)
dan Attoriolong di Barru.
b. Lontaraq Silsilah, lontaraq ini berisi tentang silsilah raja Tanete. Adapun
penggunaan lontaraq yang digunakan dalam studi ini ialah Silsilah Raja
Gowa, Tanete dan Barru (berisi tentang genealogi hubungan Gowa dan
Tanete, Barru serta Bone).
9Istilah Lontara diperoleh dari nama pohon lontar, di Bali dinamakan pohon rontal. Kemudian
orang Bugis, Makassar dan Mandar men-Sulawesi Selatan-kan nama rontal ini dengan membaliknya
serta menambahnya dengan huruf “a” sehingga menjadi “Lontara”. Lontaraq sendiri mengandung
pelajaran human relation yaitu pengetahuan tentang bagaimana sikap seorang pemimpin agar orang
lain taat kepadanya. Ia mengandung cerita-cerita nenek moyang yang sangat perlu dipelajari oleh
setiap generasi Bugis- Makassar. Andi Zainal Abidin Farid, “ Lontaraq Sulawesi Selatan sebagai
Sumber Sejarah”  dalam Andi Rasdiyanah Amir, Ed. Bugis Makassar dalam Peta Islamisasi Indonesia
(Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1982), h. 49-48. Lontaraq sebagaimana halnya historiografi lainnya
mengandung mitos dan legenda. Mitos bisa dijadikan sumber sejarah, sebab mitos dan legenda
merefleksikan kesadaran tertentu dalam masyarakat dan sedikit banyak isinya mencerminkan realitas
masyarakat pada masanya. Lihat dalam Azyumardi Azra, “wawancara” dalam Ahmad M. Sewang,
Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI-XVII), h. 11.
10Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI-XVII), h. 11.
11Lihat selengkapnya dalam Andi Zainal Abidin Farid, “ Lontara Sulawesi Selatan sebagai
Sumber Sejarah” dalam Andi Rasdiyanah Amir, Ed. Bugis Makassar dalam Peta Islamisasi Indonesia
(Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1982), h. 60.
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2. Obsevasi Arkeologis
Berbeda dari penelitian budaya yang menggunakan observasi parstipatif dan
wawancara dalam mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan observasi
arkeologis sebagai pendukung sumber tertulis yang terdapat pada teks-teks sejarah.
Observasi ini bertujuan untuk menguatkan kredibilitas dari teks-teks tersebut.
Sehingga antara teks atau literatur sejarah dengan bukti arkeologis dapat saling
mendukung satu sama lain untuk menguatkan fenomena historis tersebut.12 Bukti
arkelogis dalam hal ini adalah artefak-artefak seperti makam, masjid dan lain-lain
yang turut mendukung eksistensi peristiwa tersebut
C. Metode Pengolahan Data (Kritik Sumber)
Setelah melalui proses pengumpulan data, tahapan berikutnya adalah langkah
dalam pengolahan data. Dalam mengolah data, penulis tetap konsisten pada
penggunaan tahapan metode penelitian sejarah yaitu pada tahapan validasi data atau
verifikasi keabsahan sumber data. Tahapan ini dikenal dengan istilah kritik keabsahan
sumber.13 Semua sumber yang dikumpulkan terlebih dahulu diverifikasi sebelum
digunakan. Melalui tahapan verifikasi inilah, maka sumber yang pada awalnya masih
memiliki status belum jelas akan berubah jadi fakta atau tidak digunakan sama sekali.
Ada dua aspek yang dikritik ialah otentitas sumber (keaslian sumber) dan kredibilitas
12Lihat lebih lanjut mengenai perlunya dukungan bukti-bukti arkeologis dalam penelitian
sejarah dalam Uka Tjandrasasmita, Arkeologi Islam Nusantara (Jakarta: Kepustakaan Populer
Gramedia, 2009), h. x.
13Dudung Abdurahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam, h. 108.
50
(tingkat kebenaran informasi) sejarah.14 Lebih dikenal dengan istilah kritik ekstern
dan kritik intern.
Langkah dalam kritik ekstern ialah dengan menyeleksi segi fisik dari sumber
yang ditemukan. Bila sumber itu merupakan dokumen tertulis maka harus diteliti
kertas, tinta, gaya tulisan, bahasa serta melihat aspek siapa, dimana, kapan, dan bahan
sumber.15 Selanjutnya, dalam kritik intern hal yang perlu diperhatikan adalah isi atau
konten dari sumber. Sehingga perhatian pertama ialah apakah terdapat subjektifitas
dalam sumber tersebut. Berikut masalah waktu dan tempat dari peristiwa dalam
sumber tersebut, apakah sesuai dengan realita yang ada dan sesuai dengan konten-
konten sumber lain yang terpercaya atau telah diverifikasi.
Kritik sumber dapat juga dilakukan dengan cara meng-cross check data satu
sama lain. Sehingga melalui tahapan tersebut dapat dilihat keabsahan dari sumber
sejarah yang ada. Hal ini juga biasa dilakukan oleh para ahli hadis kontemporer
dalam upaya mengkritik matan hadis. Dalam menentukan otentitas hadis, mereka
melakuan studi perbandingan dengan al-Qur’an, sebagai sumber yang lebih tinggi,
perbandingan dengan hadis yang lain mahfuzh, juga dengan kenyataan sejarah.16
Maka dalam upaya memverifikasi data dari sumber sejarah, perlu dilakukan langkah
cross check data, sebagaimana para muhadissin lakukan.
D. Metode Analisis Data
14M. Saleh Madjid dan Abd. Rahman Hamid, Pengantar Ilmu Sejarah, h. 53.
15Dudung Abdurahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam, h. 108-110.
16Bustamin, M. Isa, Metodologi Kritik  Matan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.
61.
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Pada tahapan analisis data diharapkan dapat menyajikan data sebagai bentuk
final dari pelaporan data penelitian. Dalam pelaporan penelitian ini, sekali lagi
menggunakan metode penelitian sejarah secara umum. Namun perlu dijabarkan
dengan model yang terdapat pada perangkat metode penelitian secara umum. Dengan
demikian, selain terdapat metode interpretasi dan historiografi, perlu pula penjabaran
terhadap pendekatan yang digunakan. Sehingga pemahaman akan data sejarah yang
ada menggunakan analisis secara holistik.17 Lebih lanjut, metode analisis data akan
dijabarkan sebagai berikut;
1. Interpretasi
Tahapan ini adalah tahapan yang menuntut kecermatan dan sikap objektif
untuk menilai suatu sumber yang telah diverifikasi menjadi sebuah fakta. Pada
dasarnya metode interpretasi yang digunakan ada dua:
a. Interpretasi monistik, bersifat tunggal atau suatu penafsiran yang hanya
mencatat peristiwa besar dan perbuatan orang terkemuka.18 Beragam
macam interpretasi ini seperti; interpretasi teologis, interpretasi geografis,
interpretasi ekonomis dan interpretasi rasial
b. Interpretasi pluralistik adalah interpretasi yang muncul pada abad XIX
dengan mengemukakan sejarah akan mengikuti perkembangan-
17Meminjam istilah Suwardi Endraswara yakni analisis holistik pada metode penelitian
kebudayaan. Lihat lebih lanjut dalam Suwardi Endraswara, Metodologi Penelitian Kebudayaan, h.
172.
18M. Saleh Madjid dan Abd. Rahman Hamid, Pengantar Ilmu Sejarah, h. 56.
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perkembangan sosial, budaya, politik dan ekonomi yang menunjukkan
pola peradaban yang multi kompleks.19
Pada dasarnya, interpretasi yang digunakan dalam studi ini adalah interpretasi
pluralistik. Interpretasi tersebut dianggap relevan untuk mengungkap pola peradaban
pada Kerajaan Tanete abad XVII. Sehingga studi mengenai hubungan Islam dan
politik dapat dengan jelas digambarkan.
2. Pendekatan
Sebagai upaya menginterpretasi sumber data, langkah ini tentu membutuhkan
pendekatan multidisipliner dalam memahami objek kajian. Pendekatan yang
digunakan sebagai berikut:
a. Pendekatan Sosiologis; Pendekatan ini berupaya memahami kondisi
sosial masyarakat Kerajaan Tanete abad XVII sehubungan dengan Islam
dan politik pada masa tersebut. Hal ini sejalan dengan fokus sosiologi
sebagai ilmu yang menjadikan manusia sebagai objek utamanya, lebih
khusus sebagai ilmu yang mengkaji interaksi manusia dengan manusia
lainnya20. Pada pendekatan ini digunakan teori fungsionalisme struktural.
Dalam pandangan fungsionalisme struktural, kebudayaan dipandang
sebagai proses keterkaitan pengaruh satu subsistem terhadap subsistem
lain. Misalnya, bagaimana religi mempengaruhi kehidupan manusia.
Sehingga dipahami bahwa manusia tidak hidup dalam ruang hampa,
19Dudung Abdurahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam, h. 116.
20Basrowi, Pengantar Ilmu Sosiologi (Cet I, Jakarta; Penerbit  Ghalia Indonesia, 2005), h.11.
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tetapi manusia hidup dalam keseluruhan sistemik yang membentuk
jaringan tak terpisahkan. Begitulah manusia sebagai makhluk sosial yang
hidup dalam corak fungsionalisme antar subsistem, manusia antara
agama, ekonomi, politik dan sebagainya memiliki kaitan fungsionalisme
dengan kehidupan manusia.21 Lebih lanjut, menurut Branislaw
Malinowski (1884-1942 M.) memandang bahwa manusia mempunyai
kebutuhan bersama yang bersifat biologis dan psikologis, sehingga fungsi
kebudayaan adalah untuk memenuhi kebutuhan tersebut.22 Jika dikaitkan
dengan kebutuhan psikologis manusia akan agama, maka berdasarkan
perspektif fungsional, agama dipandang sebagai pembantu manusia dalam
menyesuaikan diri akan karakteristik dasar eksistensi manusia yaitu
ketidakpastian dalam hidup, ketidakberdayaan dan kelangkaan.23
b. Pendekatan Antropologi; Antropologi sebagaimana diketahui merupakan
ilmu yang mempelajari manusia, dalam hal ini antropologi berupaya
mencapai pengertian tentang makhluk manusia secara umum dengan
21Nur Syam, Mazhab-Mazhab Antropologi, h.29-30.
22Nur Syam, Mazhab-Mazhab Antropologi, h. 31.
23Hal ini dijabarkan oleh Musafir Pababbari mengenai karakteristik dasar eksistensi manusia
bahwa pertama manusia hidup dalam kondisi ketidakpastian, hal ini sangat penting bagi keamanan dan
kesejahteraan manusia dan hal ini berada diluar jangkauannya. Dengan kata lain eksistensi manusia
ditandai dengan ketidakpastian. Kedua, kesanggupan manusia untuk mengendalikan dan untuk
mempengaruhi kondisi hidupnya sangat terbatas. Pada titik tertentu, kondisi manusia dalam kaitan
konflik antara keinginan dengan lingkungan ditandai oleh ketidakberdayaan. Ketiga, manusia harus
hidup bermasyarakat, dan sebuah masyarakat merupakan suatu alokasi yang teratur dari berbagai
fungsi, fasilitas dan ganjaran. Disini tercakup pembagian kerja dan produk. Ia membutuhkan kondisi
imperatif yakni suatu tingkat superordinasi dan subordinasi dalam hubungan manusia. Berdasarkan
ketegangan ini masyarakat berada ditengah-tengah kondisi kelangkaan (frustasi dan deprivasi) yang
merupakan ciri khas pokok ketiga dari eksistensi manusia. Lihat dalam Musafir Pababbari, Islam dan
Politik – Pola Hubungan Otoritas Agama dan Politik (Cet. I: Makassar: Alauddin University Press,
2011), h. 26.
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mempelajari keragaman bentuk fisik, masyarakat, serta kebudayaannya24.
Terdapat teori yang menjadi kacamata peneliti dalam meninjau persoalan
antropologis di Kerajaan Tanete Abad XVII-XVIII. Teori tersebut ialah
teori integrasi menurut Parson dan Geertz. Teori Parsons mengenai
principle of integration memandang bahwa suatu kompleks unsur-unsur
asing seluruhnya dapat diterima bila hanya kompleks unsur-unsur tersebut
dapat disesuaikan dengan bentuk serta tingkah laku yang lama dan cocok
dengan sikap-sikap emosional yang sudah ada.25 Sementara Geertz
beranggapan dalam teori Model for Reality, bahwa agama membawa
doktrin atau konsep untuk sebuah realitas. Bentuk transformasinya
dengan menawarkan model pada pranata-pranata yang telah ada.
Sehingga pranata tersebut kemudian direformasi oleh model yang
ditawarkan (doktrin/dogma).26 Maka melalui pendekatan antropologi ini,
diharapkan mampu melihat kondisi manusia sebagai individu dengan
komplesitasnya pada Kerajaan Tanete abad XVII-XVIII sehubungan
dengan Islam dan politik pada masa tersebut.
24Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Cet IX; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), h.
5.
25Ali Shodiqin, Antropologi Al-Quran-Model Dialektika Budaya dan Wahyu, (Cet. I: Jakarta:
Arruzz Media, 2008), h. 28.
26Berangkat dari pendapat tersebut, agama seakan sebagai sebuah dogma. Keberadaan agama
dalam artian islamisasi bergerak secara revolusioner merubah tatanan yang ada. Geertz sendiri
berangkat dari asumsi bahwa agama tidak hanya metafisik belaka. Menurutnya, bagi setiap bangsa,
bentuk, wahana dan objek penyembahan diliputi oleh kesungguhan moral-spiritual dari setiap individu
secara mendalam. Sehingga dari kesungguhan itu, muncul kewajiban intrinsik yang tidak hanya
menimbulkan pembelaan intelektual, namun mampu menimbulkan komitmen emosional. Pada
akhirnya membentuk gaya hidup baru yang betul-betul berbeda dari yang ada sebelumnya. Lihat dalam
Ali Shodiqin, Antropologi Al-Quran-Model Dialektika Budaya dan Wahyu, h. 26-27 dan juga lihat
dalam Clifford Geertz, Kebudayaan dan Agama (Cet.  IX: Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1992), h.
50-55.
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c. Pendekatan Politik; pendekatan ini tentu dibutuhkan, sebagaimana topik
yang diangkat dalam studi ini adalah hubungan Islam dan politik.
Pendekatan ini berupaya memahami perilaku manusia hubungannya
dengan pemerintah dan pemerintahan, elite politik, proses politik,
kebijakan serta pengaruhnya dalam masyarakat. Memang studi politik
diyakini sangat luas, namun peneliti memfokuskan pada pendekatan
institutional pada politik, tapi tidak menafikan power approach27 dalam
memahami kondisi politik. Pendekatan secara institional memahami
politik sebagai penyelidikan terhadap lembaga-lembaga politik, seperti
negara, pemerintah, dewan perwakilan rakyat dan lainnya. Penyelidikan
tersebut meliputi penyelidikan tentang hakekat, asal mula negara dan
atribut-atribut esensial dari negara.28
d. Pendekatan Sejarah; Sejarah yang merupakan rangkaian peristiwa-
peristiwa yang dilalui manusia sebagai objek kajian. Menurut Baqir Shadr
sejarah mempunyai beberapa konotasi, yaitu sejarah yang diriwayatkan
sebagai penuturan mengenai peristiwa masa lampau. Konotasi lainnya
adalah sejarah sebagai kajian peristiwa-peristiwa menyangkut suatu
masyarakat tertentu. Lalu konotasi terakhir, sejarah dalam pandangan
yang lebih luas, terlepas dari batasan waktu dan tempat.29 Berdasarkan
27Kekuasaan dalam pandangan Basrowi mengutip kata Max Weber adalah kesempatan
seseorang untuk menyadarkan masyarakat atas kemauan-kemauannya sendiri dengan sekaligus
menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang atau golongan tertentu. Lebih lanjut
oleh Basrowi, kekuasaan tertinggi adalah kedaulatan (sovereignity), Lihat lebih lanjut dalam Basrowi,
Pengantar Ilmu Sosiologi, h. 230-232.
28F. Ijiswara, Pengantar Ilmu Politik (Cet. IX: Bandung: Putra Abardin, 1999), h. 38.
29Menurut Baqir Shadr pada konotasi ketiga sejarah, serupa dengan gaya Alquran dalam
menyampaikan kisah tanpa menyebutkan waktu dan tempat secara spesifik. Hal ini didasari karena
Alquran hanya ingin mengambil nilai serta manfaat dari peristiwa sejarah dan tidak ingin terperangkap
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pendekatan ini tentu sebagai usaha dalam menelusuri latar belakang
keberadaan Kerajaan Tanete, serta memahami secara utuh proses
islamisasi di kerajaan tersebut. Melalui pendekatan sejarah ini diharapkan
dapat memasuki keadaan yang sebenarnya tentang sebuah peristiwa.30
3. Historiografi
Tahapan terakhir dari penelitian ini adalah historiografi.  Pada tahapan ini,
penulis akan memaparkan hasil penelitian atau lebih tepatnya hasil verifikasi dan
interpretasi fakta sejarah. Menurut GJ. Reiner tahapan ini dinamakan sebagai
serialisasi dalam cerita sejarah. Metode serialisasi dilakukan berdasarkan bacaan ahli
sejarah tentang dunia tempat ia hidup berdasarkan pengalaman dan kepercayaannya.
Menurutnya tidak ada ketentuan khusus yang harus diikuti ahli sejarah. Mereka bebas
menserialisasikan peristiwa-peristiwa sejarah dengan prinsip-prinsip yang
dianutnya.31
Mengenai bentuk tulisan sejarah dalam studi ini, mengambil bentuk tulisan
sejarah analisis. Sebagaimana dalam sejarah analisis, pemaparan sejarawan terhadap
fakta sejarah melihat dalam berbagai sisi, sehingga melahirkan tulisan bebentuk
sintesis.32 Akan tetapi sangat mustahil jika studi ini melewatkan metode penulisan
yang lain seperti narasi, deskriptif bahkan eksplanasi. Hal ini dikarenakan sejarawan
oleh bentuk konvensional manapun. M. Baqir Shadr, Trends of History in Qur’an Terj. M.S Nasrullah
dengan judul Sejarah dalam Perspektif Alquran (Cet. I: Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), h. 13.
30Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h.
48.
31GJ. Reiner, Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah diterjemahkan oleh Muin Umar (Jakarta:
Pustaka Pelajar, 1997), h. 194-204. dalam M. Saleh Madjid dan Abd. Rahman Hamid, Pengantar Ilmu
Sejarah, h. 58.
32Abdullah Renre, Ibn Khaldun: Pemikiran, Metode dan Filsafat Sejarah dalam Muqaddimah
(Cet. I;Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 183.
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terdorong oleh upaya untuk menjelaskan peristiwa sejarah.33 Mengenai studi sejarah
analisis tersebut, telah didukung oleh gagasan Kuntowijoyo tentang prinsip
generalisasi sejarah. Menurut Kuntowijoyo, terdapat dua hal pokok dalam studi
sejarah terkait generalisasi. Pertama, generalisasi sebagai rumusan konseptual atau
simpulan dari data yang ada. Kedua generalisasi sebagai penyimpulan dari hasil
penelitian.34 Oleh karena itu, maka sebaiknya dalam studi sejarah, akan lebih baik
jika disajikan dengan eksplanasi terkait peristiwa yang melibatkan manusia
didalamnya. Sehingga peristiwa tersebut akan sangat menarik untuk diperhatikan
karena mengadung nilai-nilai seputar kehidupan manusia kini dan akan datang.
33Lihat John Tosh didalam  Helius Sjamsuddin, Metodologi Sejarah, h. 158. dalam Abdullah
Renre, Ibn Khaldun: Pemikiran, Metode dan Filsafat Sejarah dalam Muqaddimah, h. 183.
34Abd Rahman Hamid dan M. Saleh Madjid, Pengantar Ilmu Sejarah (Cet. I: Makassar:




A. Kondisi Politik Kerajaan Tanete Pra Islam
Secara historis kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan memiliki situasi yang
unik jika dibandingkan dengan kerajaan lain. Situasi tersebut dapat dilihat pada
kondisi budaya, agama, sosial dan politik di daerah tersebut. Kondisi tersebut
menarik untuk terus diperhatikan karena berpusat pada kegiatan-kegiatan yang
dilakukan oleh manusia. Sebagaimana dipahami, sejarah menjadikan manusia sebagai
subjek sekaligus objek dari kajiannya karena tanpa manusia segala peristiwa sejarah
tidak akan pernah eksis atau ada.
Seputar kondisi unik yang dimiliki di daerah Sulawesi Selatan, terkhusus pada
Komunitas Bugis dapat diperhatikan dari pernyataan Christian Pelras dalam bukunya
berjudul Manusia Bugis sebagai berikut:
Orang Bugis sebenarnya memiliki ciri khas yang menarik. Mereka adalah
contoh yang jarang terdapat di wilayah Nusantara. Mereka mampu
mendirikan kerajaan-kerajaan yang sama sekali tidak mengandung pengaruh
India, dan tanpa mendirikan kota sebagai pusat aktivitas mereka....orang
Bugis memiliki sistem sosial yang sangat kental sehingga mereka memiliki
mobilitas yang tinggi.1
Jika melihat pernyataan Pelras tersebut, dapatlah ditarik dua hal. Pertama,
pernyataan yang mendukung bahwa orang Bugis memiliki ciri khas menarik. Ciri
khas tersebut diungkapkan lebih jauh oleh Pelras bahwa orang Bugis memiliki sistem
sosial yang sangat kental sehingga memiliki mobilitas yang tinggi. Kedua,
masyarakat mampu mendirikan kerajaan yang terlepas dari pengaruh India. Perihal
1Christian Pelras,The Bugis. Terj. Abdul Rahman Abu dk, Manusia Bugis (Cet. I: Jakarta:
Nalar-Jakarta Paris EFEO, 2006), h. 4.
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ini patutlah dipahami, jika melihat kondisi Nusantara saat kerajaan-kerajaan di
Sulawesi Selatan berdiri, dalam hal ini kerajaan-kerajaan Bugis. Pada waktu itu, telah
eksis beberapa kerajaan di Nusantara, seperti Kerajaan Kutai di Kalimatan dan
Tarumanegara di Jawa sekitar abad V dan dua kerajaan besar terakhir bercorak Hindu
dan Budha yaitu Kerajaan Sriwijaya pada abad VII dan Kerajaan Majapahit pada
abad XIII.2 Maka dari dua poin yang dapat ditarik dari pernyataan Perlas menguatkan
bahwa kerajaan-kerajaan Bugis memiliki ciri khas unik yang berbeda dari kerajaan
lain di Nusantara.
Selanjutnya, mengenai kerajaan Bugis dalam literatur-literatur yang ada sering
kali hanya dapat ditemukan beberapa kerajaan yang dianggap lebih superior
dibanding kerajaan Bugis lain. Kecenderungan penelitian tentang kerajaan Bugis
superior tersebut, meski dapat dipahami, namun tetap menampik peran kerajaan
Bugis lainnya dalam menempatkan diri sebagai sebuah kerajaan independen yang
berdaulat. Sebagaimana diketahui kerajaan-kerajaan seperti Bone, Wajo, Soppeng
dan Luwu memang telah menempatkan diri sebagai perwakilan dari etnis mayor
dalam kesatuan Bugis. Sehingga anggapan seperti ini, secara tidak langsung
mengkerdilkan posisi kerajaan Bugis lainnya, seperti Kerajaan Nepo, Sawitto, Barru,
Tanete serta kerajaan-kerajaan Bugis lain.
Salah satu kerajaan yang akan dibahas kali ini adalah Kerajaan Tanete yang
memiliki peran, sekaligus mewakili etnis Bugis Tanete di Barru. Kerajaan Tanete
sebagai sebuah negara telah menempatkan posisi diantara dua kerajaan besar yaitu
Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone. Kerajaan Gowa yang mewakili etnis Makassar
2Lihat lebih lanjut dalam Abu Haif, Sejarah Indonesia Pertengahan (Cet. I: Makassar:
Alauddin University Press, 2014), h. 1-30.
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menganggap Tanete sebagai saudara dekat melalui hubungan billateral dan emosional
yang dibangun antara keduanya. Sementara Kerajaan Bone yang mewakili etnis
Bugis mengganggap Tanete sebagai saudara dekatnya pula, terkhusus setelah
penyelamatan Arung Palakka dari kejaran tentara Gowa pada tahun 1660 M.3
Sehingga dari fakta tersebut, Kerajaan Tanete dipandang layak untuk dikaji lebih
mendalam.
Kajian mengenai Kerajaan Tanete tentu dimulai dengan menelusuri  kondisi
politiknya. Upaya penelusuran kondisi politik sekali lagi berdasar, karena objek
kajian adalah peristiwa sejarah.4 Maka akan dilakukan penelusuran lebih lanjut
mengenai hal tersebut. Kajian kondisi politik sangat bergantung pada pendekatan
yang digunakan. Dalam hal ini, pendekatan institusional (institutional approach) tapi
tidak menutup kemungkinan menggunakan pendekatan kekuasaan (power
approach).5 Pendekatan instituonal bertumpu pada pemahaman bahwa politik adalah
pembahasan negara. Sementara pendekatan kekuasaan bertumpu pada pemahaman
bahwa politik secara hakikat adalah upaya mencapai kekuasaan. Namun akan lebih
baik jika mengelaborasi dua pendekatan tersebut.
Sebagaimana dipahami dalam pendekatan institusional, negara menjadi fokus
kajian. Maka pada tahap ini, kajian mengenai kondisi politik Tanete khususnya pra
Islam akan didasarkan pada asal usul negara serta empat unsur utama pembentuk
3Suriadi Mappangara, et.al, Laporan Kompilasi dan Analisis Data Ensiklopedia Sejarah
Barru-Periode Awal hingga 1905.(Diskominfo Budpar: Barru, 2007), h. 17 dan 81.
4Pada abad XIX, Leopold Van Ranke mempelopori kajian sejarah ilmiah yang didominasi
oleh aspek politik. Hal ini didasari oleh karena penggunaan sumber sejarah didominasi oleh aspek
politik. Hal ini tentu berkaitan dengan peristiwa heroik dan peran orang-orang besar, pergantian
kekuasaan dan sebagainya dominan mewarnai kisah sejarah yang dihasilkan.  M. Saleh Madjid dan
Abd. Rahman Hamid, Pengantar Ilmu Sejarah (Cet. I: Makassar: Rayhan Intermedia, 2008), h. 107.
5Lebih lanjut lihat tanpa nama, “Ilmu Politik”, h. 1-2.
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negara, yaitu wilayah, penduduk, pemerintah dan undang-undang. Kajian mengenai
konsep politik Tanete pra-Islam dilakukan untuk melihat bagaimana kondisi politik
awal sebelum budaya lokal berintegrasi dengan Islam. Selanjutnya, akan dilihat
kondisi politik Tanete melalui pendekatan institusional, sebagai berikut:
1. Asal Usul Kerajaan
Pada dasarnya, penelusuran mengenai asal usul negara menjadi pembahasan
yang sulit untuk dirumuskan. Tentu saja pembahasan ini menjadi sangat penting
karena merupakan usaha untuk mengetahui motivasi dibalik pembentukan sebuah
negara. Mengenai pembentukan sebuah negara berbagai macam teori telah
dikemukan oleh para ahli. Namun teori-teori tersebut dapat ditinjau dalam dua
pengelompokan besar yaitu; teori spekulatif dan teori historis atau evolusionistis.6
Namun sebagian besar inti dari teori tersebut adalah melihat model kepemimpinan
awal dari sebuah negara. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih lanjut asal usul
Kerajaan Tanete perlu meninjau model kepemimpinan awal di Tanete.
Kerajaan Tanete (Agangnionjo) sebagai kerajaan Bugis yang mulai berdiri
sekitar abad XVI, kira-kira pada zaman pemerintahan Raja Gowa X  yakni Manriwa
Daeng Bonto Karaeng Tunipalangga tahun 1547 M dengan Raja pertama yakni Datu
GollaE.7 Namun secara historis berdirinya Kerajaan Tanete tidak lepas dari mitos
tentang To-Manurung.  Pada dasarnya hal ini terjadi hampir disetiap kerajaan yang
ada di Sulawesi Selatan. Umumnya ditandai dengan kehadiran To-Manurung atau
6A. Ubaidilah et.al, Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, HAM dan
Masyarakat Madani (Cet. I: Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), h. 34.
7Syarief Longi, ed., Kerajaan Tanete (Tanete) (Cet. I; Barru: Proyek Pengadaan Sarana
Sekolah Dasar Dinas P dan K, 2001), h. 1.
62
ditandai dengan berbagai mitos-mitos untuk menyatakan keabsahan dari kerajaan
tersebut. Namun perlu diakui bahwasanya sebelum mitos tersebut hadir ditengah
masyarakat, kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan telah ada sebelumnya.
Seperti yang diungkapkan oleh Sahajuddin pada tulisannya yang berjudul To-
Sangiang versus To-Manurung bahwa:
Proses awal keberadaan kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan
pada umumnya selalu diawali dengan mitos-mitos sebagai bentuk
pengesahan dan legalitas kerajaan. Memang diakui sebelum mitos-mitos itu
muncul dan menjadi suatu konsep legalitas kerajaan, sebenarnya kerajaan-
kerajaan itu telah lama ada dan eksis menurut pemikiran kolektif mereka
seperti kerajaan Luwu, Bone, Soppeng, Wajo, Tanete dan kerajaan-kerajaan
lain yang ada di Sulawesi Selatan.8
Dari pernyataan di atas, kesadaran kolektif masyarakat tentang kerajaan
mereka telah ada meskipun belum eksis dalam bentuk yang seutuhnya sebagai sebuah
negara. Hal ini dimotivasi oleh kesatuan kultur masyarakat sekaligus kesatuan
wilayah.
Jika kerajaan lain diawali dengan mitos To-Manurung, maka berbeda dengan
Kerajaan Agangnionjo yang ditandai dengan kehadiran To-Sangiang. Konsepsi
tentang To-Manurung telah dibahas lebih jauh oleh Mattulada dalam buku Latoa-
Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis yang dikutip dari
Riekerk, 1959, bahwa:
Kedatangaan To-Manurung sebagai pangkal terjadinya kerajaan-kerajaan
Bugis Makassar pada zaman dahulu mencerminkan terjadinya eksperimen
baru dengan bentuk kekuasaan yang melompat dari bentuk-bentuk
kekuasaan pada tingkat kaum yang dipimpin oleh Matoa, kebentuk
kekuasaan baru yang lebih tinggi dan lebih dipusatkan dalam tangan satu
orang yaitu To-Manurung, yang dijadikan sebagai raja. Lahirnya suatu
kerajaan dengan kedatangaan To-Manurung, tidak melalui penaklukan atau
8Sahajuddin. “To Manurung  Versus To Sangiang”. Bosara no. 2/VI/2008 (Juni 2008), h. 21-
22.
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paksaan fisik atau dengan penindasan sesuatu golongan atau kelas
masyarakat.9
Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa konsepsi kepemimpinan To-
Manurung dalam masyarakat Bugis Makassar sangat vital pada perkembangan
selanjutnya. Keberadaan To-Manurung telah membentuk sebuah kerajaan sekaligus
tatanan baru dalam masyarakat. Namun patut pula diperhatikan perbedaan dengan
konsepsi kepemimpinan To-Sangiang dalam masyarakat Tanete.
Kemunculan To-Sangiang nampaknya berbeda dengan kemunculan To-
Manurung. To-Sangiang muncul dari ketentraman yang terjalin dalam masyarakat
bukanlah melalui konflik dalam masyarakat. Meskipun mengenai kondisi masyarakat
sebelum kehadiran To-Sangiang tidak diketahui sama sekali. Namun dengan tidak
adanya situasi kacau balau (sianre balei taue) sebagaimana yang tergambar dalam
kronik awal kemunculan To-Manurung, maka penulis berasumsi bahwa kondisi
masyarakat pada waktu itu dikatakan tentram namun hanya kedamaian antar individu.
Hal ini tergambar dalam kronik berikut:
Engka bulu ri ajanna wanuwaE Pangi. Engkana seuwa wettuq, naenreq
renngeng to PangiE ri coppoqna bulu riasengnge jangang-jangangeng.
Manna riyaleqE naengkana naita balubu seddi penno uwaE makkeda nawa-
nawani to Pangie, baraq engka tau komaiye. Nasappani, engka tongenna
nalolongeng tau mallaibini, engka manuq-manuq luttuq ri wawona.
Makkedani to PangiE, magi naengka kumaiye monro ri coppoqna buluE.
Makkedani to duwae kotonasaq rinni naeloreng monroq
dewataE….makkedani to PangiE, pole kegako wanuwammu mengka kumaiye.
Makkedani to duwae deq uwisseng appongekku apaq engka muwa ripolei,
uraiqgi, alaugi, maniyangi, manorangi.10
9Riekerk, Lahirnya Kedatuaan To-Manurung dan Perkembangan Selanjutnya (tp.tt. 1959) h.
3.,dalam Mattulada, Latoa-Suatu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis (Cet. II:
Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995), h. 415
10Lontara Attoriolong ri Tanete, manuskrip, transliterasi dan terj. Shaifuddin Bahrum
(Makassar: Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Sulawesi-Selatan, Rol 31 No. 18: disimpan oleh
Badan Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan), h. 1.
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Artinya:
Terdapat sebuah gunung disebalah barat kampung Pangi. Pada suatu waktu
orang Pangi pergi berburu, naik ke puncak gunung yang bernama “Jangang-
Jangangaeng”. Meski di dalam hutan akan tetapi ditemukannya sebuah balubu
yang penuh dengan air. Maka berkatalah dalam hati orang Pangi tersebut,
barangkali ada orang yang menetap diwilayah ini, maka dicarilah, dan betul
juga didapatinya sepasang suami istri. Di atasnya terdapat seekor burung yang
terbang. Berkatalah orang Pangi, mengapa anda tinggal/ menetap dipuncak
gunung ini berkatalah keduanya, disinilah saya diizinkan menetap oleh Sang
Dewata….Berkatalah orang Pangi, berasal dari kampung mana sehingga
kalian menetap disini? Berkata lagi kedua orang tersebut, saya tidak
mengetahui asal usulku, sebab tiba-tiba saja berada di sini. Apakah berasal
dari barat, timur, selatan, ataukah utara, dan itulah saya tidak tahu dari mana
gerangan asalku.
Dari kronik tersebut dapat dilihat tidak ada situasi sianre balei taue atau chaos
sebagaimana pada kondisi masyarakat pada awal kemunculan To-Manurung di
berbagai daerah. Maka penulis berasumsi, bahwa situasi masyarakat dalam kondisi
yang damai. Sebagaimana yang tergambar bahwa Arung Pangi atau Orang Pangi
pergi ke atas gunung untuk berburu dan melihat kedua pasangan tersebut yang pada
akhirnya dikatakan sebagai To-Sangiang. Kondisi kedamaian tersebut digambarkan
oleh Locke bahwa keadaan manusia sebelum negara ada, hidup dengan bebas dan
sederajat serta rukun dan tentram seusai dengan hukum akal (law of reason). Namun
keadaan ini berpotensi menimbulkan anarki karena setiap manusia hidup sederajat
dan penyelenggaraan kekuasaan berdasarkan ketentuan individu masing-masing.
Sehingga setiap individu adalah hakim bagi diri sendiri.11 Maka menurut Locke setiap
individu tersebut membentuk sebuah transaksi antara rakyat dan pemerintahan yang
ditunjuk oleh rakyat yang berisi tentang pelepasan hak-hak yang sesuai dengan porsi
11F Ijiswara, Pengantar Ilmu Politik (Cet. IX: Putra Bardin, t.tp, 1999), h. 144-145.
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untuk menjamin kepentingan umum.12 Hal ini berarti dapat dikatakan bahwa tidak
selamanya awal kemunculan sebuah konsep kepemimpinan diawali dengan keadaan
chaos sabagaimana yang Hobbes13 gambarkan.
Memang yang digambarkan dalam berbagai penelitian sebelumnya mengenai
Kerajaan Agangnionjo (Tanete) bahwa terdapat sejumlah kelompok-kelompok
kesatuan masyarkat pada waktu itu. Namun yang terkenal dan sekaligus tercantum
pada awal kronik Tanete hanyalah Arung Pangi dan Arung Alekale, sebagai arung
yang terkenal.14 Hal ini dapat dilihat dari kronik lontara tentang informasi yang
disampaikan Arung Pangi kepada arung-arung lain. Namun yang tercantum hanyalah
Arung Alekale. Sebagai berikut:
Naiyaro Arung Pangi maeloqnasi menreq ri bulueE Napadang manenni
padanna arung silaong seyajinna iyamaneng, makkedai engka tau manorang
ri buluE tenrisseng napoleiye duwa mallaibine. Pada meloqni menreq....//
//Makkedani Arung Alekale, iyanae uwerekeng riko uwelorekko no ri
wanuwakku, muwakku monro, tasiala soreq-soreq, tapada lolongeng deceng
tapontennuwe, nosossossoreng to rimunritta, tapada tuwo, tapada mate nakko
nadapini passuketta ri dewataE.15
Artinya
Sementara disisi lain Arung Pangi ingin lagi naik ke puncak gunung,
disampaikanlah kepada sesamanya Arung serta seluruh keluarganya sambil
berkata, bahwa ada “To-Manurung” dipuncak gunung tersebut yang tidak
diketahui asal-usulnya dua suami istri. Maka semua ingin ikut berangkat....//
//berkata Arung Alekale, inilah pengharapan kami kepada engkau, saya
mengharapkan kalian mau turun ke kampung kami dan disitulah menetap,
12Ali Abdul Mu’ti Muhammad, Filsafat Politik Antara Barat dan Islam, (Cet. I: Bandung: CV
Pustaka Setia, 2010), h. 128.129.
13Hobbes berpandangan bahwa negara terbentuk dari suatu kekacauan chaos antara manusia.
Sehingga manusia kemudia berkumpul dan bersepakat untuk menyerahkan kekuasaan kepada satu
orang yang memiliki hak.  Dalam  Ali Abdul Mu’ti Muhammad, Filsafat Politik Antara Barat dan
Islam, h. 120.
14 Lihat di Sahajuddin, To-Sangiang vs To Manurung”, h. 38 dan Suriadi Mappangara, et.al,
Laporan Kompilasi dan Analisis Data Ensiklopedia Sejarah Barru-Periode Awal hingga 1905, h. 41.
15Lontara Attoriolong ri Tanete, manuskrip, transliterasi dan terj. Shaifuddin Bahrum, h. 2
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sama-sama mengambil surat, kita akan sama-sama menemukan kebaikan yang
diharapkan, yang akan diwarisi oleh keturunan kita, sama-sama hidup, sama-
sama mati jika memang sudah sampai ukuran kita kepada Dewata.
Dalam kutipan kronik tersebut hanya dua arung yang dapat diidentifikasi
namanya (daerahnya) Pangi dan Alekale. Namun arung yang lain hanya disebutkan
dalam redaksi napadang manenni padanna arung yang berarti disampaikanlah
kepada sesamanya arung. Hal ini berarti ada arung lain selain arung Pangi dan
Alekale yang disebutkan. Adapun hal menarik lainnya ialah terdapat istilah tau
manorang, jika diterjemahkan bisa bermakna orang sebelah utara atau orang turun
yang dimaksud. Namun seandainya kata manorang digunakan setelah bulue mungkin
arti “gunung di sebelah utara” lebih tepat digunakan.
Selanjutnya, jika diperhatikan secara bahasa, To-Manurung dan To-Sangiang
sangatlah berbeda. To- Manurung bermakna sebagai orang yang turun, sementara To-
Sangiang dalam Kamus Bahasa Bugis Indonesia karya M. Ide Said berasal dari kata
Sangiang yang berarti dewa yang menumbuhkan atau menyuburkan padi.16
Menariknya kata tersebut telah terungkap dalam episode pertanian dikalangan
masyarakat petani yang dikenal dengan kisah Meong Palo Karellae.  Sebagaimana
diungkap oleh Mattulada pada buku Sejarah, Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi
Selatan bahwa dalam epos tersebut diceritakan We Oddang Riuq yang merupakan
anak dari Batara Guru dan We Nyiliq Timo yang meninggal dalam usia tujuh hari
setelah terserang penyakit perut. Setelah tiga hari dimakamkan, Batara Guru lalu
mengunjungi makam puterinya. Ternyata yang didapatinya hanyalah padi yang
menguning, itulah yang disebut Sangiasserri. Lebih lanjut Sang Hyang Seri dalam
mitologi orang Jawa dikenal juga sebagai Dewi Pertanian utamanya pada zaman
16M. Ide Said DM. Kamus Bahasa Bugis Indonesia (Cet. I:Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa Depdikbud, 1977), h. 176.
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Hindu Jawa pada abad XIV M.17 Melalui pembahasan mengenai Sangiasserri serta
To-Sangiang tidak dapat dipungkiri ada kaitan mengenai keduanya. Kaitan antara dua
konsep ini, rupanya muncul dalam epos tentang pertanian masyarakat Bugis.
Berdasarkan hal tersebut, jika berupaya menganalisis kapan munculnya istilah To-
Sangiang, tampaknya istilah tersebut muncul setelah upaya To-Sangiang dalam
membuka lahan-lahan pertanian (sawah).
Selanjutnya, mengenai kondisi To-Sangiang setelah menyetujui untuk turun
dari gunung Jangang-Jangangeng diungkapkan Lontaraq Attoriolong ri Tanete. To-
Sangiang mencari tempat untuk dirinya dan keluarganya yang bernama
Mattampawalie dan membuat sawah diberi nama La-Ponrang. Mengenai episode
kejadian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:
Siareni ittana puranna botting anaqna, lokkani magguling namarang nadapi
bola-bola nipare riasenqnge ri Mattapawali, nakkunaro punna onrong. Siarei
ittana monro kuaro pinruna galung nasenni La-Ponrang ri Yajanna
MallawaE.18
Artinya:
Tidak lama setelah anaknya menikah, maka pergilah ia berkeliling dan
akhirnya sampai pada suatu tempat yang bernama (ri)MattampawaliE dan
disitulah terdapat rumah kecil dan disitulah ia membuat tempat tinggal. Tidak
lama setelah itu, mulailah ia membuat sawah dan diberi nama La Ponrang di
sebelah barat Mallawae.
Dapat dilihat dari kutipan lontara di atas bahwa To-Sangiang setelah turun
gunung dan menikahkan anaknya, memang telah berniat untuk membuat sawah.
Namun perlu diketahui lebih lanjut bahwa dalam perkembangannya, To-Sangiang
tidak hanya menetap pada satu tempat setelah turun dari gunung Jangang-
17Mattulada, Sejarah, Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan (Cet. I : Ujung Pandang:
Hasanuddin University Press, 1998), h. 10-11.
18Lontara Attoriolong ri Tanete, manuskrip, transliterasi dan terj. Shaifuddin Bahrum, h. 4.
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Jangangeng. Sebagaimana diungkapkan lebih jauh dalam Lontara Attoriolong
Tanete19 sebagai berikut:
Temmaittato monro koro nassasana anaqna iya macowaE anrinna iya
tenngaE. Nassurona lao manorang ri wanuwaE ri Soga maka bekka bulu.
Pada koni ri empenna buluE. Temmaittai monrona koro nalliweng musi
kakaqna nasolang-solangi parewa tedonna. Makkedani duwa mallaibini ri
anaqna poqmaloloE, pusani nawa-nawakku ri kakaqmu iyaduwa
teppajannamuasa massasa. Makkedai anaqna maloloE, kumui ridi tanngae
puwang. Aga naiyasi rinawa-nawa meloe lele sappa onrong. Aga makkedai
atinna ucallai iyyaq muto masolang. Lokkamuni majjai renngeng bawi nalao
orai, nadapini tonronge mattironi ri tasiqE ri aja naitani onrong natanraE
nappani mannawa-nawa, reweqni ri Mattampawali. Makkedani ri bainena
engkana onrong madeceng. Narapini tanrangessoe nalelena sibawa anaqna
macowaE. Anaqna maloloe kumui ri Pocci sibawa anaqna yaduwa. Anaqna
tenngana kui ri Lempu monro, ritellani ri anaqna ye duwae Puwange To-
Sangiang, maka bekkani galung puwange To-Sangiang nasenni La Mapadde.
maka bekkani anqna maloloE ri Samang. Anaqna macowaE maka bekka
galung ri maniyanna La Mangade. Anaq tenngana maka bekka ri ujunge.
Siyarei ittana monro ri batu leppanae ri Pocci nasenni ri Yapanionjo, pada
mabbija-bijani anaqna. Pada riwerenni dalle ri dewataE, sapuni nala galung
ri attassalo, nakkuna ri Lamangade maddepungeng. Sianre ittana massasasi
mappadaorowane meloq tongessisa siuno. Masero wegang sarana puwangE
To-Sangiang mitai pangkaukanna anaqna, nadeqtona ri  atinnamaeloq
sapppa onrong langiE. Engkana naengkalinga arung ri Segeri anaurena
Karaenge ri Gowa anaqdaranna Tunipalangga. Iyana nassiturusi Puwannge
To-Sangiang mallaibine menreqE ri Arunge ri Segeri, powadai apusanna ri
pangkaukanna anaqna//
Artinya:
Tidak lama setelah menetap disitu berkelahilah anaknya yang pertama dengan
adiknya yang ditengah. Maka disuruhnya ke utara ke kampung yang bernama
Soga untuk mengolah gunung. Maka tinggallah di emperan gunung. Tidak
lama setelah menetap disana, menyeberang lagi kakaknya merusak-merusak
peralatan kerbaunya. Berkatalah kedua suami isteri  tersebut kepada anaknya
yang bungsu, saya sudah pusing memikirkan kedua kakakmu yang tiada henti-
hentinya berkelahi. Berkatalah anak bungsunya, pada dasarnya tergantung
kepada bapaklah keputusannya. Maka terpikirkan lagi untuk mencari tempat
tinggal, sebab berkata dalam hatinya jika saya memukulnya maka saya sendiri
yang rusak. Maka dia  berpura-pura pergi berburu babi lalu menuju ke barat
19Lontara Attoriolong ri Tanete, manuskrip, transliterasi dan terj. Shaifuddin Bahrum, h. 5.
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sampai pada TonrongE memandang ke lautan ke sebelah barat lalu dilihatnya
tempat yang diincar untuk ditempatinya. Ia pun kembali ke Mattampawali,
lalu berkata kepada istrinya bahwa sudah ada tempat yang baik. Setelah tiba
pada hari yang ditetapkan maka pindahlah bersama anak pertamanya,
sedangkan anak bungsunya serta yang kedua tetap menetap di Pocci,
sedangkan anak yang ditengah menetap di Lempa, maka digelarilah oleh
kedua anaknya Puang To-Sangiang. Anaknya yang bungsu juga membuat
sawah di Samang. Anak pertamanya membuat sawah di sebelah selatan La
Mangade. Sedangkan anaknya yang ditengah membuat sawah di Ujunge.
Tidak lama setelah menetap di Batu LeppanaE di Pocci, disebutnya
Apanionjo, anaknya pun sudah memiliki keturunan dan mereka pun masing-
masing diberi rejeki oleh Dewata, dan semua disebelah selatan sungai sudah
habis dijadikan sawah, dan di La Mangadelah mereka berkumpul. Tidak lama
kemudia berkelahi lagi bersaudara bahkan hampir saling membunuh. Maka
sangat resahlah hati To-Sangiang memikirkan perilaku anaknya, dan sudah
tidak ada lagi niatnya untuk pindah lagi. Didengarnya kalau di Segeri ada
seorang Arung kemenakan dari Karaeng di Gowa, anak dari saudara
perempuan Tunipallangga. Maka disepakatilah oleh suami istri  tersebut untuk
datang ke Arung Sigeri untuk menyampaikan keresahan atas perilaku
anaknya. Pergilah To-Sangiang./
Dari kutipan lontara di atas dapat dilihat bahwa telah terjadi pertengkaran
antara anak-anak To-Sangiang, sehingga menyebabkan To-Sangiang harus
berpindah-pindah tempat dari sebuah daerah yang dinamai RitampawaliE atau
MattampawaliE dengan sawah yang diberi nama Laponrang hingga pada
pertengkaran kesekian kali yang membuat To-Sangiang harus pindah ke  tempat baru
bernama Ponci atau Laponcing dengan menamai tempatnya BatuleppanaE. Pada
daerah tersebut To-Sangiang membuka sawah dengan menamainya La-Mangade.
Putra yang bungsu membuka sawah di Samang, putra sulung membuka sawah dekat
La Mangade dan putra yang lain membuka sawah di UjungE. Setelah berdiam
beberapa waktu di Laponcing, To-Sangiang memberi nama Apanionjo
(Agangnionjo.20 Namun menurut Sahajuddin dalam To-Sangiang vs To-Manurung
20Ulasan ini juga terdapat dalam Suriadi Mappangara, et.al, Laporan Kompilasi dan Analisis
Data Ensiklopedia Sejarah Barru-Periode Awal hingga 1905, h. 43-44.
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mengatakan bahwa keseluruhan lahan itu selanjutnya bernama Arung Nionjo yang
kemudian berubah menjadi Agangnionjo.21
Banyak hal menarik dari kutipan tontara tersebut. Beberapa dari hal menarik
tersebut ialah penggambaran secara tersirat tentang status To-Sangiang¸ lalu
pertengkaran anak-anaknya serta perpindahan tempat dan sawah. Pertama, jika
membandingkan dengan konsep kepemimpinan To-Manurung secara umum di
Sulawesi Selatan maka seharusnya To-Sangiang telah didaulat menjadi seorang raja.
Jika diperhatikan kisahnya, setelah anak perempuan To-Sangiang dinikahi oleh anak
Arung Alekale, To-Sangiang berjanji untuk turun gunung dengan mengatakan
kepada Arung Pangi dan Arung Alekale bahwa:
Makeddani iya duwa mallaibine, makkuto nae mao iyyaq deqto maeloq liweng
tasiq nasangadinnasa naelorengngi dewataE monro ri wanuwaE lawange
tasiq, uwobbiko sawekko mudeatuiyaq tanra adanna arung akkebureng
wanuwa bandili sibawa panisi.22
Artinya:
Berkatalah kedua suami-istri tersebut (To-Sangiang) kami pun tidak akan
tinggal di seberang lautan. Kecuali jika Dewata yang menunjukkan kalu kami
harus tinggal di seberang lautan, jika kami memanggilmu datanglah sebagai
tanda dibuatnya kampung “bandili” bersama “panisi”.
Dari perkataan tersebut dapat dikatakan bahwa To-Sangiang memiliki posisi
kuat untuk memerintah kedua arung tadi untuk datang ketika “kampung bandili
bersama panisi”23 telah ada atau sedia. Maksud tersebut mengisyaratkan bahwa To-
Sangiang pada posisi ini adalah pemimpin terhadap keduanya. Namun perlu
21Sahajuddin, “To-Sangiang vs To Manurung”, h. 31.
22Lontara Attoriolong ri Tanete, manuskrip, transliterasi dan terj. Shaifuddin Bahrum, h.4.
23Dalam uraian Basrah Gissing berdasarkan hasil terjemahan  dari Geschiedenis van Tanete
karya G.K Nieman yang diterbitkan di Belanda pada tahun 1883, mengungkapkan bahwa wanua
bandili sibawa panisi bermakna pembuatan ramuan kayu untuk membuat gagang bedil (sarung keris)
sementara panisi bermakna pembuatan perahu. Lihat lebih lanjut dalam Basrah Gissing, Sejarah
Kerajaan Tanete (Barru: Pemkab Barru, 2006), h. 5.
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diperhatikan dalam sejarah Kerajaan Tanete bukanlah To-Sangiang yang menjadi raja
pertama, tetapi Datu GollaE-lah selaku Raja Tanete pertama yang awalnya adalah
seorang Arung di Segeri sekaligus kemenakan dari Raja Gowa X, I Manriwa Daeng
Bonto Karaeng Lakiung Tunipallangga24 Ulaweng (1546-1565). 25 Hal ini berarti
semakin menguatkan bahwa To-Sangiang bukanlah pemimpin sebuah kerajaan. Lalu
apa posisi To-Sangiang ? Dalam hal ini To-Sangiang dapat dikatakan sebagai pihak
ketiga atau tokoh dibalik layar terbentuknya kerajaan serta dipilihnya Datu GollaE.
Pada posisi ini, To-Sangiang berarti memiliki posisi yang sama dengan Matoa Ulu-
Anang26.
Namun konsepsi kepemimpinan To-Sangiang lebih melangit ketimbang
konsep kepemimpinan Matoa atau Paccalayya di Gowa. Hal ini didasari karena
keberadaan Matoa atau Paccallayya dipilih dari kaum mereka sendiri atau dari orang
luar yang memenuhi syarat. Tentu saja ini berbeda dengan kemunculan To-Sangiang
dengan segala keunikannya untuk melegitimasi posisi sekaligus memberi kharisma
tersendiri tentang dirinya. To-Sangiang hadir ditengah-tengah para arung dari wanua-
24Tunipalangga adalah Raja Gowa yang berhasil menyatukan kembali dua kerajaan kembar
yaitu Kerajaan Gowa dan Tallo. Kedua kerajaan tersebut pecah, setelah adik Batara Gowa yang
bernama Karaeng Loe ri Sero mendirikan kerajaan baru bernama Kerajaan Tallo. Namun setelah
kerajaan Tallo mengalami kekalahan, maka pada masa Tunipallangga dua kerajaan tersebut disatukan
dengan kesepakatan Rua Karaeng se’re ata (Dua Raja, tetapi seorang hamba). Program politik
ekspansi menjadi program utama Tunipalangga dengan mangkubuminya Nappakata’tana Daeng
Padulung (Raja Tallo).  Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI sampai Abad XVII,
(Cet. II: Jakarta: Yayasan Obor, 2005), h. 21-23.
25Sahajuddin, “To-Sangiang vs To-Manurung”, h. 31.
26Matoa Ulu Anang atau Paccallayya dalam konsep kepemimpinan pra To-Manurung
seringkali ditemukan sebagai pemimpin kepala suku dari beberapa kelompok anang. Jika
memperhatikan konsep kepemimpinan di Tana Wajo, dalam kronik mereka para pemimpin kaum tidak
berusaha menciptakan konsepsi To-Manurung. Namun mereka bersama-sama mencari seorang ketua,
baik dari mereka sendiri atau dari luar, asal memenuhi syarat kepemimpinan yang mereka  tentukan
terlebih dahulu.  Lebih lanjut dalam Mattulada, Latoa-Satu Lukisan Analitis mengenai Antropologi
Politik Orang Bugis, h. 406.
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wanua, yang ditandai dengan adanya ciri-ciri berupa air dari balubu yang selalu
penuh air dan ikan yang banyak, sewaktu-waktu dibawakan oleh burung-burung yang
mengabdi padanya di Gunung Pangi (Jangang-Janganngeng).27 Dengan keunikan dari
To-Sangiang, terciptalah sebuah tatanan sosial baru sehingga dari tatanan sosial baru
tersebut, berupaya diciptakan sistem yang mengatur hubungan antara individu-
individu di Tanete.
Kedua, pertengkaran antara anak-anak To-Sangiang adalah hal menarik untuk
diperhatikan. Dalam konsep kepemimpinan pra To-Manurung, keadaan kacau balau –
sianre baleni taue- adalah sebuah keadaan yang tidak dapat ditolak. Keadaan yang
meliputi rasa takut dan cemas itulah yang menciptakan konsep To-Manurung.
Konsep tersebut seolah menjadi kunci bagi penyatuan kaum menuju tatanan baru.
Namun periode sebelum era To-Sangiang seperti telah dibahas sebelumnya, tidak
memiliki keadaan kacau balau. Nampaknya, keadaan kacau balau ini hadir setelah
To-Sangiang muncul. Pertanyaan kemudian mengemuka, kenapa keadaan kacau
balau tersebut harus muncul saat To-Sangiang telah hadir diantara masyarakat serta
para arung dari kaum anang?.
Sebenarnya jika diperhatikan dalam konsep politik diberbagai daerah, bahkan
negara lain, chaos adalah hal yang dibutuhkan. Kata tersebut memiliki kesan yang
kasar namun sejatinya hal ini tidak dapat dipungkiri untuk memunculkan sebuah
tatanan baru dalam masyarakat. Coba perhatikan negara dengan sistem demokrasi,
mereka mengagungkan sistem tersebut sebagai sistem terbaik dalam penyelenggaraan
kekuasaan. Namun jika diperhatikan secara historis, sistem tersebut selalu diawali
dengan reformasi, anarki, revolusi mental atau fisik. Tampaknya ini menjadi kata
27Sahajuddin, To-Sangiang vs To-Manurung”, h. 26.
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kunci untuk menunjukkan bahwa disetiap peradaban berkelas selalu diawali dengan
kekacauan dan pengalaman yang penuh dengan pengorbanan. Selanjutnya,
persaingan, dan kemungkinan untuk saling menyerang, menumbuhkan hukum atau
tata-tertib kehidupan dalam kelompok.28 Hal ini berarti bahwa sianre baleni taue atau
chaos atau perkelahian antara anak To-Sangiang adalah upaya untuk menciptakan
keteraturan yang sesungguhnya. Perihal ini juga dikuatkan oleh argumen Ibnu
Khaldun dalam Muqaddimah, sebagai berikut:
Solidaritas sosial dapat mengalahkan dan menaklukkan solidaritas sosial yang
lain keduanya akan bercampur dengan akrabnya, yang kalah akan memberi
dukungan tenaga kepada yang menang, dan kemudian secara bersama-sama
menuntut tujuan yang lebih tinggi dari kedaualatan dan dominasi yang
dimilikinya sebelum itu.29
Pernyataan Ibnu Khaldun tersebut dapat ditinjau aktualisasinya dalam kondisi
yang terjadi antara anak-anak To-Sangiang bahwa keadaan itu justru memperkuat
ikatan solidaritas sosial antara mereka dan pengikut-pengikut mereka karena tujuan
akhir dari solidaritas sosial adalah kedaulatan30 serta ditambahkan lagi oleh Ibnu
Khaldun bahwa Kerajaan atau dinasti (negara) hanya bisa ditegakkan atas dukungan
dari solidaritas sosial.31
Hal menarik ketiga adalah perpindahan tempat dan sawah. Kedua hal ini
memang menjadi pembahasan menarik ketika meninjau kembali akibat dari
pertengkaran anak-anak To-Sangiang. Pertengkaran tersebut menyebabkan To-
Sangiang meninjau ulang sekaligus mencari tempat baru hingga berkali-kali. Upaya
28Mattulada, Sejarah, Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, h. 102-105.
29Ibnu Khaldun, Muqaddimah Terj. Ahmadie Thoha (Cet. V: Jakarta: Penerbit Pustaka
Firdaus, 2005), h. 167.
30Ibnu Khaldun, Muqaddimah Terj. Ahmadie Thoha, h. 166.
31Ibnu Khaldun, Muqaddimah Terj. Ahmadie Thoha, h. 187.
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ini nampaknya -sebagaimana telah dibahas sebelumnya- bahwa To-Sangiang pada
posisi selayaknya Matoa Ulu Anang berupaya membuka lahan sekaligus menetapkan
tempat (wilayah) yang layak bagi cikal bakal tumbuhnya kerajaan. Perpindahan dari
RitampawaliE atau MatampawaliE hingga ke Laponcing dengan membangun istana
bernama BatuleppanaE serta membuka sawah dengan diberi nama La Mangade
merupakan upaya-upaya politis dalam upaya membangun kerajaan.
Perpindahan tempat yang dilakukan oleh To-Sangiang dapat dimaknai sebagai
gerak kaum nomaden dalam memenuhi kebutuhan hidup. Mengenai kaum nomaden
telah dibahas lebih jauh oleh Ibnu Khaldun dengan pertanyaannya bahwa kaum
nomad adalah basis dari pada peradaban.32 Pernyataan ini tentu berdasar karena kaum
nomad adalah kelompok yang selalu bertujuan memenuhi kebutuhan hidup sebagai
kebutuhan primer mereka. Ini berarti mereka tidak akan memenuhi kebutuhan
sekunder sebelum kebutuhan primer tersebut telah dipenuhi.33
Oleh karena itu, maka tidak salah jika mengatakan upaya awal To-Sangiang
mirip dengan kehidupan kaum nomad dalam memenuhi kebutuhan hidup. Namun
yang menarik adalah pemenuhan kebutuhan hidup tersebut dengan jalan membuka
sawah atau lahan pertanian. Jika diperhatikan upaya pembukaan lahan pertanian
tersebut untuk memastikan status sosial serta kepemilikan tanah yang ujungnya pada
pengendalian hak hidup seseorang. Hal ini tentu berdasar, jika merujuk ke pendapat
Heddy Shri Ahimsa dalam bukunya Minawang – Hubungan Patron Klien di Sulawesi
Selatan bahwa dalam mengukur atau mengklasifikasi lapisan kekayaan pada orang-
32Ali Abdul Mu’ti Muhammad, Filsafat Politik Antara Barat dan Islam, h. 415
33Telah dijelaskan dalam Ibnu Khaldun bahwa perbedaan hal-ihwal penduduk adalah akibat
dari perbedaan cara mereka memperoleh penghidupan. Lebih lanjut lagi bahwa penduduk tidak akan
memenuhi kebetuhuan hidup yang tinggi sebelum memenuhi kebutuhan dasar mereka. Lihat dalam
Ibnu Khaldun, Muqaddimah Terj. Ahmadie Thoha, h. 141.
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orang Sulawesi Selatan (dahulu) lebih tepat jika mengukur berapa banyak jumlah
tanah yang dimiliki. Apalagi jika tanah tersebut tergolong tanah produktif, dalam hal
ini tanah yang dapat diolah seperti sawah, kebun dan lain-lain.34 Selanjutnya, jika
pengendalian terhadap tanah yang tergolong produktif dalam hal ini sawah sudah
maksimal, maka penguasan atau pengendalian hak hidup orang akan lebih mudah
dilakukan. Mungkin disinilah yang dimaksud dengan patron itu sendiri.35
Jika dianalisis lebih jauh, maka dapat dikatakan pada dasarnya sawah-sawah
To-Sangiang itu berupa Arajang. Pada dasarnya Gaukeng atau Arajang adalah
sebuah alat legitimasi untuk mendapatkan jaminan kekuasaan dan dianggap sebagai
restu dari penguasa alam bagi orang yang memiliki atribut atau ornamen tersebut.
Dalam perkembangannya, penemu Gaukeng atau Arajang tersebut dimana benda itu
ditemukan dipandang sebagai pusat bumi (Possi Tana).36 Sehingga dengan
kepemilikan terhadap sawah sebagai bagian dari kebutuhan hidup seseorang dan pada
akhirnya menjadi Gaukeng atau Arajang menjadikan To-Sangiang memastikan
posisinya dalam kelas tertentu di tengah masyarakat Agangnionjo (Tanete).
Berangkat dari penjelasan sebelumnya mengenai asal-usul kerajaan Tanete.
Maka dapat dikatakan bahwa Kerajaan Tanete pada awal kemunculannya, dalam hal
ini mengenai konsepsi kepemimpinan To-Sangiang jelas berbeda dari konsepsi
34Lihat lebih lanjut dalam Heddy Shri Ahimsa Putra, Minawang – Hubungan Patron Klien di
Sulawesi Selatan (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1988), h. 124-125.
35Menurut  Scott  (1977)  hubungan patronase mengandung dua unsur utama, (1) apa yang
diberikan satu pihak adalah sesuatu yang berharga bagi pihak lain, entah itu berupa barang atau jasa.
Dengan pemberian  itu, maka si penerima merasa berkewajiban untuk membalasnya. (2) adanya unsur
timbal balik yang membedakan dengan hubungan bersifat memaksa atau adanya wewenang formal.
Lihat lebih lanjut dalam Musafir Pabbabari¸Islam dan Politik Lokal – Pola Hubungan Otoritas Agama
dan Politik (Cet. I: Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 38.
36Suriadi Mappangara, “Konsep Kekuasaan Orang Bugis Makassar di Sulawesi Selatan”.
Bosara No. 01/I/2005., h. 162-164.
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kepemimpinan To-Manurung. Sehingga awal terbentuknya Kerajaan Tanete lebih
merujuk kepada raja pertama yaitu Arung Sigeri yang digelari Datu GollaE
memimpin sekitar tahun 1547 M.37 Sebagaimana permintaan To-Sangiang kepada
Arung Sigeri (Datu GollaE) sebagai berikut:
Naiya purannana maddirakkiyang ase sitinroni mallaibini To-Sangiang
menreq ri Segeri. Lettuqni ri olona ArungE makkedani To Sangiang ri
ArungE “iyanae uwakkattai ridiq maelokkaq tamaseyang uwalani mallaibini
lao mano ri Apanionjo silaong Matowae” Kadoni ArungE, aga nalao manona
mallaibini riyala Arung ri Apaniono sialong Matowae. Kuni monro ri bolana
To-Sangiyang ri Batu LeppanaE, nae engkato anaqna To-Sangiyang
mallakkaiye ri Alekkaleq, iyamani deq anaqna Monroe ri Lempa lao sita ri
ArungE. Makkedani To-Sangiang ri ArungE “engkanaq maranaq mallaibini
masseyajing, engkaeweq maeloq tapaddupa pakkatuong pammase,
temmappettung musapparang deceng padatosa To-Segeri”. Aga najajina
ArungE ri Segeri Arung ri Apanionjo, mappatettonni salassa ri
pallawasengenna batu leppanaE ponci silatteq nakkumasi tudang To-
Sangiang engkatoni Arung Alekaleq masseyajing, engkamanenni bali
wanuwae pada pawa liseq alanna, engkato akkabureng wanuwa melli
nawawa sibawa pinisiq, sabaq engka ewangenna engkato lopinna. Makkedani
ArungE “’marennuwegangngaq sabaq tekkusuromu muwawanngaq”. Pada
makkedani “tanrang rennumuwa ikkeng siliseq engkatta muwanneng
kumaiye.38
Artinya:
Setelah padi dinaikkan ke atas lumbung, maka To-Sangiang bersama istrinya
beriringan berangkat ke Segeri. Setelah tiba di hadapan ArungE, berkatalah
To-Sangiang kepada ArungE bahwa kedatangan kami ke sini adalah
memohon belas kasih tuan agar mau datang ke Agangnionjo bersama
MatowaE. ArungE pun setuju, kemudian bersama istri Arunge berangkat ke
Agangnionjo. Mereka tinggal dirumah To-Sangiang di BatuleppanaE. Datang
pula anak To-Sangiang yang bersuami di Alekale yang tidak hanya anaknya
yang tinggal di Lempa untuk menghadap ke ArungE. Berkata To-Sangiang
kepada ArungE “Saya bersama anak dan istri serta sekeluarga sudah hadir,
hadir dengan harapan diperlihatkan belas kasih kehidupan tiada hentinya,
engkau carikan kebaikan sebagaimana halnya dengan orang Segeri. Maka
jadilah Arung Segeri menjadi Arung Agangnionjo. Didirikanlah istana di
37Syarief Longi, ed., Kerajaan Tanete (Tanete) (Cet. I; Barru: Proyek Pengadaan Sarana
Sekolah Dasar Dinas P dan K, 2001), h. 1.
38Lontara Attoriolong ri Tanete, manuskrip, transliterasi dan terj. Shaifuddin Bahrum, h. 9.
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antara BatuleppanaE dengan Ponci Sillateq dan datang pula To Sangiang.
Datang pula Arung Alekale sekeluarga, datang pula tetangga kampung
membawa hasil buminya, ada pula yang membawa “akkabureng wanuwa”
serta “panisi”39, sebab dilihatnya kalau ada alat perang serta perahu. Berkata
ArungE, saya sangat bahagia sebab tanpa saya minta kalian membawakannya.
Berkatalah semuanya tanda kebahagiaan kami sekalian karena kehadiran tuan
di sini.
Berdasarkan percakapan antara To-Sangiang, Arung Segeri (Datu GollaE) dan
para Arung. Maka layaklah dikatakan percakapan tersebut sebagai awal dari Kerajaan
Agangnionjo (Tanete) muncul ditengah-tengah kerajaan-kerajaan lainnya di Sulawesi
Selatan pada pertengahan abad XVI. Maka dapat dikatakan bahwa Kerajaan
Agangnionjo (Tanete) muncul setelah melalui pergolakan atau lebih tepatnya sianre
balei taue antara anak-anak To-Sangiang selaku patron atau pemilik sumber
produksi. Hal ini sejalan dengan teori Hobbes tentang asal mula negara melalui
kontrak sosial yang dibangun. Hobbes berpandangan bahwa negara terbentuk dari
suatu kekacauan chaos antara manusia. Sehingga manusia kemudian berkumpul dan
bersepakat untuk menyerahkan kekuasaan kepada satu orang yang memiliki hak.40
Perjanjian tersebut bagi Hobbes disebut dengan pactum subjectionis. Hobbes
menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang egois dan kegiatannya dituntun oleh
hasrat dan nafsu. Hobbes menyebut situasi sebelum negara ada sebagai status
naturalis atau state of nature.41 Oleh karena itu, sekali lagi tidak salah jika
mengatakan bahwa motivasi dibalik kemunculan kerajaan-kerajaan yang ada di
Sulawesi Selatan, dalam hal ini Kerajaan Agangnionjo (Tanete) diawali dari
39Sekali lagi dijelaskan menurut Basrah Gissing bahwa wanua bandili sibawa panisi
bermakna pembuatan sarung kayu untuk membuat gagang bedil (sarung keris) dan panisi adalah
pembuatan perahu.  Lihat lebih lanjut dalam Basrah Gissing, Sejarah Kerajaan Tanete , h.12.
40Ali Abdul Mu’ti Muhammad, Filsafat Politik Antara Barat dan Islam (Cet. I: Bandung: CV
Pustaka Setia, 2010), h. 120.
41F Ijiswara, Pengantar Ilmu Politik, h. 142-144.
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kekacauan, sehingga menyebabkan para pemimpin kaum serta To-Sangiang
berkeinginan menyerahkan kekuasaan kepada satu orang yang berhak dan layak.
2. Unsur-Unsur Pembentuk Kerajaan
Membahas mengenai konsep politik, utamanya dengan menggunakan
pendekatan institusional, maka perlu meninjau unsur-unsur pembentuk negara
tersebut. Pada dasarnya pembahasan mengenai hal tersebut telah disinggung
sebelumnya dalam pembahasan mengenai asal usul Kerajaan Agangnionjo. Namun
masih dirasa perlu untuk mengulas lebih jauh mengenai pengetahuan tentang kondisi
politik Kerajaan Agangnionjo (Tanete) dalam perspektif sejarah.
Mengenai unsur-unsur negara, kesepakatan umum dalam Konvensi
Montevideo pada tahun 1933 bahwa sebuah negara harus didasarkan oleh empat
unsur konstitutif yaitu penduduk, wilayah, pemerintahan dan kesanggupan
berhubungan dengan negara lain. Namun apabila yang dipenuhi hanya tiga unsur saja
yaitu penduduk, wilayah dan pemerintah, maka negara tetap dinyatakan eksis karena
telah memenuhi unsur konstutif minimal. Sekali lagi negara bukan hanya penduduk,
negara tidak hanya wilayah dan pemerintah, namun gabungan antara ketiganya.42
Berdasarkan hal tersebut, perlu meninjau Kerajaan Agangnionjo (Tanete) pra-
Islam dari empat unsur konsititutifnya. Namun disadari bahwa penelitian ini
merupakan kajian historis, maka peneliti berusaha berangkat dari fakta historis yang
terdapat dalam lontaraq dan literatur mengenai Tanete. Jika meninjau unsur-unsur
negara berdasarkan literatur klasik yang sifatnya terbatas, maka upaya peninjauan
tersebut dibatasi dalam construct historis pula. Seperti, upaya peninjauan penduduk
42F Ijiswara, Pengantar Ilmu Politik, h. 98.
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dan wilayah akan digabung dalam satu pembahasan karena disadari dalam literatur
klasik, umumnya berisi tentang raja dan perkembangan kerajaan. Sehingga
pembahasan mengenai penduduk hanya dapat ditinjau dari wilayah yang menjadi
bagian dari kerajaan tersebut. Selanjutnya, pembahasan mengenai pemerintah,
undang-undang (aturan) serta hubungan dengan kerajaan lain akan disatukan pula
dalam pembahasan struktur pemerintahan. Hal ini didasari sebagai upaya efektifitas
terhadap pembahasan konsep politik Tanete karena ditakutkan pembahasan tersebut
akan terulang pada sub pembahasan yang serupa. Oleh karena sub pembahasan
mengenai unsur negara hanya terdapat dua saja, sebagai berikut:
a. Penduduk dan Wilayah Tanete
Telah dijelaskan sebelumnya, jika berbicara mengenai penduduk Agangnionjo
(Tanete), tidak dapat terlepas dari wilayah Agangnionjo (Tanete). Hal ini disadari
karena dalam literatur klasik penjelasan tentang penduduk hanya dapat diketahui dari
wilayah yang dikuasai oleh sebuah kerajaan. Maka sebelum mengetahui lebih jauh
berapa jumlah penduduk Agangnionjo (Tanete) atau hal lainnya. Penulis merasa perlu
membahas cakupan wilayah Kerajaan Agangnionjo (Tanete). Hal ini dianggap
sebagai pra syarat eksistensi sebuah negara.
Wilayah administratif Kerajaan Agangnionjo (Tanete) pertama kali
dipatenkan  dalam lontaraq atau muncul pada masa Tomaburuq Limanna. Adapun
wilayah kerajaan pada masanya mmeliputi: Alekale, Punranga, Tinco, Pangi, Beruru,
Lemo, Belleyanging, Reya, Mameke, ampiri, Balenrang, Salomoni, Boli dan
Canekko. Sementara itu ada juga daerah yang telah digabungkan sebelumnya seperti
Lipukassi, Lalolang, Paopao, Palluda, Laponcing dan Lembang. Namun perlu
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diketahui perkembangan pada masa Tomaburuq Limanna adalah warisan dari raja-
raja sebelumnya seperti La-Tinulu Daeng Ngaseng dan Raja Daeng Sanjai.43
Sebagaimana diungkapkan dalam Lontaraq Attoriolongeng Tanete sebagai berikut:
Iyatonae arung ri Tanete nalae palili passeyajingeng Pancana. Naiya palilina
Tanete alekaleq, punranga, tancong, attang bulu, dengeng-dengeng,
Gettaraeng, Baraq, Salo puru, wanuwanna, pange, pangi, beruru, lemo,
balengengai, mammeja, ampari, balareq boli cineko. Naiya tunrungnge
rakkalana riyasennge emmeqi Lipukasi lalollang pao-aoi Palluda ponci
paleppung. Naiya turunge rakkalani ri Pancana baraq masse.44
Artinya:
Dia juga berkuasa di Tanete yang mengangkat saudaranya yang ada di
Pancana sebagai palili’ (anak kerajaan) Tanete, sehingga yang menjadi anak
kerajaan Tanete adalah Alekale, Punranga, Tinco, Ajang Bulu’, Denge’-
Denge’, Gattareng, Barang, Salompuru, Wanua waru, Pange, Pangi, Beruru,
Lemo, Balleyanging, Reya, Mameke, Ampiri, Balenrang, Salomoni, Boli dan
Cinekko. Sedangkan tunrungnge rakkalana (yang mengikut) kepada
Akkajengnge sebanyak enam, yaitu: Lipukasi, Lalolang, Pao-pao, Palluda.
Laponcing dan Lempang. Dan yang mengikut pada Pancana hanyalah
Baramase.45
Perlu diketahui pada masa To-Maburuq Limanna ada hal menarik lain yang
terjadi, yakni perubahan nama Agangnionjo menjadi Tanete. Perubahan nama ini
tentu dipahami sebagai perubahan perihal administratif dalam sebuah wilayah.
Perubahan ini terjadi tidak lepas dari campur tangan Kerajaan Gowa yang menjadi
pihak penengah. Pergantian nama berawal dari kunjungan Arung Agangnionjo
(Tanete) di Kerajaan Gowa untuk mempererat hubungan di antara kedua belah pihak.
Pada sisi lain, Opu Tanete (Selayar) datang ke Gowa untuk menyampaikan dan
membawa peti mayat (dunni) yang berisi jenazah putera Raja Luwu yang bernama
LasoE. Sehingga berkatalah Karaeng Gowa pada waktu itu:
43Suriadi Mappangara, et.al, Laporan Kompilasi dan Analisis Data Ensiklopedia Sejarah
Barru-Periode Awal hingga 1905, h. 144-145.
44Lontara Attoriolong ri Tanete, manuskrip, transliterasi dan terj. Shaifuddin Bahrum, h. 34.
45Basrah Gissing, Sejarah Kerajaan Tanete, h. 47.
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Madecenno soro apaq iko uweloreng massuro silaongenngi to Tanete tiwiq i
duniE lokka ri Luwuq.46
Artinya:
Sebaiknya engkau kembali dulu, sebab engkaulah saya harapkan menemani
orang Tanete (Selayar) membawa peti mati tersebut ke Luwu.47
Melalui perintah inilah, maka Arung Agangnionjo bersama-sama dengan Opu
Tanete (Selayar) membawa peti mati itu ke Luwu. Sepulang dari daerah tersebut, atas
saran dari Karaeng Gowa maka dirubahlah nama Agangniojo menjadi Tanete untuk
mempersaudarakan orang Agangnionjo dan Tanete (Selayar). Sebagaimana diungkap
dalam Basrah Gissing sebagai berikut:
Bertepatan pada saat ini pula nama Agangnionjo berubah menjadi Tanete,
sebagai monumental bersatunya tanah dan orang yang ada di Tanete (Selayar)
dengan rakyat Agangniojo. Jika orang Agangnionjo bepergian ke Tanete,
maka ia menjadi orang Tanete, dan sebaliknya. Jika raja dari kedua negeri
saling melewati negeri maka tidak bisa tidak harus singgah sebentar,
sekalipun meereka dalam keadaan terburu-buru.48
Berdasarkan hal tersebut, maka sejak saat itu nama Agangnionjo berubah
menjadi Tanete. Bahkan jika dipahami hal ini juga mempengaruhi persoalan ikatan
antar dua negeri. Sehingga hubungan bilateral diantara keduanya terbangun dengan
baik.
Mengenai wilayah kekuasaan yang bermunculan, tentu tidak hanya pada masa
Tomaburuq Limanna saja. Bahkan jika ditelusuri lebih jauh, perkembangan ini tentu
berawal sejak masa To-Sangiang hingga Raja pertama Tanete yakni Datu GollaE.
Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa, perpindahan-perpindahan To-
Sangiang dari wilayah satu ke wilayah lain adalah upaya perluasan wilayah. Dari
upaya ini, tentu To-Sangiang sebagai pemilik lahan atau pembuka lahan akan diikuti
46Lontara Attoriolong ri Tanete, manuskrip, transliterasi dan terj. Shaifuddin Bahrum, h. 32.
47Basrah Gissing, Sejarah Kerajaan Tanete, h. 45.
48Basrah Gissing, Sejarah Kerajaan Tanete, h. 45.
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oleh banyak orang. Selain itu wilayah seperti Alekale dan Pangi dapat dikatakan
sebagai wilayah awal dan klasik dari kerajaan ini. Hal ini tentu dipahami karena
Arung Alekale dan Pangi-lah yang mengajak To-Sangiang untuk turun dari Gunung
Jangang-Janganngeng dan menjadi patron mereka.
Sehingga setelah berbicara mengenai wilayah tentu dapat dipahami bahwa
secara otomatis penduduk pada wilayah tersebut akan turut serta menjadi warga
negara kerajaan. Mengenai persoalan warga negara, menurut Hukum Internasional
kini setiap warga negara berhak untuk menetapkan sendiri siapa yang akan menjadi
warganegaranya. Dalam hal ini ada tiga azas yang menjadi dasar penentuan warga
negara yaitu azas ius soli berarti menetukan warga negara berdasarkan tempat
tinggal, azas ius sanguistis yang berarti menentukan warga negara berdasarkan
pertalian darah dan naturalisasi yang berarti pemberian kewarganegaraan kepada
seseorang berdasarkan ketentuan negara.49 Sehingga jika memperhatikan tiga azas
dasar ini, maka sudah dapat diketahui pihak mana yang berhak menjadi warga negara.
Terkait dengan azas ius soli, jika menilik wilayah Tanete, maka dapat
diasumsikan bahwa tentu pada wilayah-wilayah tersebut ada penduduk yang tinggal.
Sehingga dengan asumsi ini maka dapat dikatakan penduduk yang tinggal pada
wilayah tersebut adalah warga negara kerajaan Tanete. Hal ini tentu berlaku serupa
dengan azas sanguistis karena penentuan warga ditentukan atas pertalian darahnya.
Maka keturunan dari tiap-tiap wilayah adalah warga negara kerajaan. Lain halnya
dengan naturalisasi, pemberian kewarganegaraan kepada seseorang terlepas dari
ketentuan wilayah dan pertalian darah, ternyata secara historis terjadi di Kerajaan
49A. Ubaidilah et.al, Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, HAM dan
Masyarakat Madani h. 60-61.
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Tanete. Peristiwa-peristiwa tersebut seringkali ditemukan secara tertulis dalam
lontaraq. Hal ini menjadi dasar bahwa naturalisasi pada masa lampau pun telah
terjadi. Peristiwa itu terjadi pada masa Daeng Ngasseng dalam kutipan lontaraq
berikut:
Naengka manurung bate riaseng Lasarewong. Naiyatona arung naengka tau
mallakai nariwawana coppo monro.50
Artinya:
Setelah itu muncullah manurung bate51, yang bernama Lasarewong. Dia
pulalah yang menjadi raja di Agang nionjo, ada orang Malaka yang tinggal di
Coppo’
Berdasarkan kutipan di atas, dapat dipahami ada orang Malaka yang tinggal
menetap di Coppoq. Bahkan dalam literatur lain bahwa ada pula orang Jawa
Minangkabau yang tinggal di Balenrang dan Jawa Semarang yang tinggal di
Patimang.52 Sehingga dapat dikatakan bahwa pada masa pra Islam di Kerajaan Tanete
telah mengenal upaya pe-warga negara-an bagi individu yang sebelumnya tidak
berada pada wilayah Tanete atau tidak memiliki ikatan darah. Pada akhirnya orang
pendatang itulah yang memberi budaya berbeda kepada orang setempat, bahkan
penetrasi pada aspek kepercayaan.
Mengenai jumlah penduduk pada masa lampau, agaknya sulit untuk diketahui.
Hal ini disadari bahwa dalam berbagai literatur sejarah klasik tidak secara spesifik
menyebut berapa jumlah penduduk. Pada sisi lain, peristiwa sejarah pada masa
lampau atau lebih tepatnya dalam lontaraq lebih menonjolkan peristiwa kronologis
50Lontara Attoriolong ri Tanete, manuskrip, transliterasi dan terj. Shaifuddin Bahrum, h. 23.
51Manurung bate dalam terjemahan Basrah Gissing melalui buku Geschiedenis Van Tanete
dianggap sebagai Bendera Kerajaan yang muncul dengan sendirinya. Hal ini dianggap karena
penggunaan kata manurung, meski pun berbeda dengan kata To-Manurung tapi tetap berarti sesuatu
yang sakral sehingga diberi nama Lasarewong. Basrah Gissing, Sejarah Kerajaan Tanete, h. 31.
52Basrah Gissing, Sejarah Kerajaan Tanete, h. 31-32.
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tentang raja dan kerajaannya. Sehingga upaya menemukan penduduk secara
kuantitatif akan sangat sulit.
Meski demikian, dalam buku Heddy Shri Ahimsa berjudul Minawang-
Hubungan Patron Klien di Sulawesi Selatan terdapat pembahasan mengenai
kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan, salah satunya Kerajaan Tanete.
Menurut Heddy Shri Ahimsa, di daerah Sulawesi Selatan pada masa pemerintahan
Belanda –hal ini berarti setelah Perjanjian Bongaya53- suatu kampung merupakan
kumpulan dari 5 hingga 20 rumah atau paling banyak 40 rumah. Dalam rumah
tersebut terdapat sekitar 10 hingga 15 orang yang tinggal bersama-sama.54 Ini berarti
jika dalam satu kampung terdapat minimal 20 rumah dengan jumlah penghuni tiap
rumah minimal 10 orang, maka dalam satu kampung berjumlah 200 orang. Oleh
karena itu, jika dalam kerajaan terdapat 24 kampung maka total penduduk
berdasarkan asumsi dasar berjumlah 4800 penduduk. Hal ini nampaknya sejalan
dalam sebuah peristiwa peperangan antara Kerajaan Sawitto yang dipimpin langsung
oleh Addatuang Sawitto melawan Kerajaan Tanete yang dipimpin oleh Raja Tanete
IV bernama Daeng Ngaseng, sebagai berikut:
Nasipepeqna to Apanionjo, pepeq maneppo nawatakku tona siaq siallamengi
lettuq ri Lempa lalo alau ri Tiriwali. Makkasesempanuwamani nasigajang
anregurunna, nassoqrona to SawittoE ri Bentenna pura mammusu. Naiyaro
wettue lima ratu bola ri Panionjo, lima sebbu orowane nalae sulara elei pada
puppusi bakkena nalemmeqi.55
Artinya:
53Perjanjian Bongaya atau Het Bongaais Verdrag ditanda tangani secara terpaksa oleh Sultan
Hasanuddin pada tanggal 18 November 1667. Hal ini terjadi setelah ia menerima kekalahan oleh VOC
dan sekutu Bugisnya dalam Perang Makassar yang terjadi pada Desember 1666. Dalam Ahmad M.
Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI sampai Abad XVII, h. 68-69.
54Heddy Shri Ahimsa, Minawang-Hubungan Patron Klien di Sulawesi Selatan, h. 57-58.
55Lontara Attoriolong ri Tanete, manuskrip, transliterasi dan terj. Shaifuddin Bahrum, h. 18.
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Pasukan Agangnionjo kemudian dipukul mundul hingga di Lempang,
kemudian ke arah timur terus ke Corawali. Tidak lama kemudian, pasukan
Sawitto memilih mundur masuk ke dalam bentengnya. Pada saat itu ada
sekitar lima ratus rumah di Agangnionjo yang terbakar, ditambah dengan
sekitar lima ribu laki–laki nalae sulara (yang akil baliq) yang meninggal.
Dari peristiwa di atas, dapat diperhatikan bahwa ada sebanyak 5000 pria yang
meninggal akibat perang. Berdasarkan jumlah tersebut, maka sangat memungkinkan
bahwa penelitian Heddy tentang jumlah penduduk secara umum di tiap kampung
mendekati jumlah sebenarnya pada masa lampau karena ini dikuatkan oleh peristiwa
kematian 5000 pria dalam perang antara Sawitto dan Agangnionjo. Hal ini juga
dikuatkan oleh pernyataan Mattulada dalam Latoa mengenai jumlah kepala keluarga
di desa pallaonruma (desa petani) bahwa desa tersebut biasa terdiri dari 100 hingga
500 kepala keluarga.56 Artinya, jika dalam satu keluarga berjumlah minimal 5 -10
orang maka satu desa bisa sebanyak 1.000-10.000 orang. Hal ini karena di daerah
Tanete didominasi oleh petani, tentu ini juga dikuatkan oleh kebiasaan To-Sangiang
dalam bertani serta keahlian Datu GollaE selaku Raja Tanete I dalam mengolah tanah
pertanian. Meski tidak jarang kita melihat para pelaut. Kehidupan melaut hanya pada
daerah daerah pesisir pantai di Tanete.
b. Struktur Pemerintahan
Salah satu hal penting yang perlu dibahas dalam penelitian ini adalah
persoalan mengenai struktur pemeritahan. Persoalan tersebut muncul melalui
pendekatan institusional dalam memahami Kerajaan Tanete pra-Islam secara utuh.
Sehingga ketika dibahas mengenai struktur pemerintahan, diharapkan telah dibahas
pula aturan serta hubungan dengan kerajaan lain didalamnya. Pada sistem
56Mattulada, Latoa-Satu Lukisan Analitis mengenai Antropologi Politik Orang Bugis, h. 59.
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pemerintahan yang ada di Kerajaan Tanete pada umumnya sama dengan apa yang
terjadi pada kerajaan-kerajaan lainnya di daerah Bugis-Makassar masa lampau.
Sistem pemerintahan tersebut menempatkan raja/arung/datu sebagai penguasa
tertinggi. Raja/Arung/Datu mengendalikan pemerintahan dalam negeri yang bersifat
absolut monarki. Jadi terlihat jelas bahwa kedudukan raja/arung/datu seolah dia-lah
yang menguasai hidup dan maut serta hak milik rakyatnya. Pengangkatan atau
pergantian seorang raja pada masa lampau dipegang langsung melalui mekanisme
hereditis pada otoritas politik tertinggi.57 Jadi kedudukan tersebut diperoleh
berdasarkan hak waris yang turun temurun, biasa pula pergantian berlangsung ketika
raja sedang melaksanakan pemerintahan meninggal dunia, usia lanjut, mengundurkan
diri bahkan dimakzulkan.
Namun perlu dipertegas terlebih dahulu bahwa ada delapan kali pergantian
raja sebelum periode Islam pada Raja IX di Kerajaan Tanete. Delapan kali pergantian
raja ini berlangsung sejak era Datu GollaE (1547 M.) hingga Tomaburuq Limanna
(akhir abad XVI) sebagai Raja Tanete VIII58. Jika Islam masuk pada masa Petta
SugiE tahun 1605 M., maka durasi pemerintahan sejak Kerajaan Tanete terbentuk
ialah 58 tahun.
Selanjutnya, mengenai perkembangan pemerintahan Kerajaan Tanete pra
Islam, dalam hal ini pergantian raja akan dijelaskan lebih lanjut, sebagai berikut:
57Darwas Rayid, Sejarah Perjuangan Kemerdekaan di Daerah TK. II Kabupaten Barru
(Ujung Pandang: Balai Kajian dan Nilai Tradisional, 1990), h. 75-78.
58Basrah Gissing, Sejarah Kerajaan Tanete, h. 213 dan lihat juga Silsilah MaqGau Raja Tallo
Makassar XIX I Paricu Daeng Manaba Karaeng Tanete. manuskrip (disalin dari lontara keturunan
Raja Gowa-Tallo dan Agangniojo Tanete serta Syekh Yusuf al-Makassari, 2002)
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1) Raja Agangnionjo (Tanete) I ialah Datu GollaE yang memipin sejak tahun
1547 M. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya Datu GollaE merupakan
kemenakan dari Raja Gowa ke X, Tunipallangga yang memerintah sejak
tahun 1546-1565.59 Nama aslinya ialah I Mapeqdaka Tomakebo Dg.
Matena.60 Eksistensi Datu GollaE selaku Raja Agangnionjo (Tanete) I karena
permintaan To-Sangiang untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di
Agangnionjo. Datu GollaE yang saat itu merupakan Karaeng Segeri
menyetujui permintaan tersebut setelah mengolah lahan pertanian rakyatnya.61
Setelah selesai panen, Karaeng Segeri datang ke Agangnionjo dan
menyelesaikan perselisihan tersebut. Atas keberhasilannya, ia diminta tinggal
sekaligus menjadi Raja Agangnionjo oleh To-Sangiang beserta para warga.
Dalam rangkaian pelantikan itu pula To-Sangiang menyampaikan
permohonan atas nama masyarakat Agangnionjo bahwa : “kami sekeluarga
dan kerabat memohon diberkati, dikasihani, dan tidak putusnya dilindungi
oleh paduka raja tuanku, seperti halnya dengan orang-orang Segeri”. To-
59Lihat lebih lanjut Ahmad M.  Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI sampai Abad
XVIII), h. 23
60Silsilah MaqGau Raja Tallo Makassar XIX I Paricu Daeng Manaba Karaeng Tanete.
manuskrip.
61Kebiasaan ini merupakan tradisi masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya dan
masyarakat Segeri dan Tanete pada khususnya bahwa keberhasilan suatu hasil pertanian maupun
perikanan ditentukan oleh perilaku politik pemimpin dan aparat pemerintahanya. Jika penguasa dan
aparat pemerintahannya berprilaku yang baik dan mengayomi rakyat nya maka pasti hasil pertanian
dan perikanan akan melimpah, dan jika sebaliknya maka kegagalan yang akan dicapai. Hal ini juga
mengisyaratkan bahwa kepatuhan dan loyalitas rakyat ditentukan baik tidaknya perilaku raja. Edward
L. Poelinggomang, Sejarah Tanete dari Agangniojo Hingga ke Kabupaten Barru, (Pemkab Barru,
2005), h. 20-23.
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Sangiang kemudian melantik Karaeng Segeri menjadi Arung Agangnionjo I
dengan diberi gelar Datu GollaE.62
2) Raja Agangnionjo (Tanete) II ialah Puang Lolo yang merupakan anak dari To-
Sangiang. Sebelum Datu GollaE pergi kembali ke Segeri melakukan beberapa
hal dan ternyata meninggal disana, ia menitipkan pesan kepada seluruh rakyat
Tanete bahwa anak laki-laki To-Sangiang yang paling tualah yang dilantik
menjadi Puang Lolo (Putra Mahkota), serta beliau berhak memimpin dan
memerintah63. Sehingga dengan daulat tersebut, maka setelah Datu GollaE
dan To-Sangiang meninggal, Puang Lolo yang sedang mappangara
wampangE (memerintah) melantik dirinya sendiri menjadi Raja Agangnionjo.
Setelah satu tahun berkuasa, keadaan di Tanete yang pada masa Datu GollaE
subur dan kaya akan hasil laut berbanding pada masa Puang Lolo. Segalanya
menjadi kering dan masyarakat menderita kelaparan. Oleh karena keadaan ini,
maka Puang Lolo dengan hati besar mengundurkan diri dari jabatan raja serta
mengasingkan diri ke Bulu Parekkosseng.64
3) Raja Agangnionjo (Tanete) III adalah MatinroE ri Bokojuruqna. Tidak
diketahui namanya secara pasti dalam lontaraq, namun dalam silsilah
Kerajaan Tanete ia bernama I Mappakattana Daeng Pandulung Tumenanga ri
Makkoajang.65 Jadi setelah Puang Lolo mengundurkan diri, rakyat Tanete
62Sahajuddin, To-Sangiang versus To-Manurung, h.  29-33.
63Dalam  lontara bunyi teksnya sebagai berikut : makkedai Arunge, engkalinngai adakku iko
maneng anaqna To-Sangiang orowane macowaE monro ri Ponci iyatu uweloreng Puwang Lolo
mappangara wappang ri tanaE. Dalam Lontara Attoriolong ri Tanete, manuskrip, transliterasi dan
terj. Shaifuddin Bahrum, h. 11.
64Basrah Gissing, Sejarah Kerajaan Tanete, h. 15-17.
65Silsilah MaqGau Raja Tallo Makassar XIX I Paricu Daeng Manaba Karaeng Tanete.
manuskrip.
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kembali ke Sigeri dan meminta raja baru. Raja tersebut memiliki kebiasaan
yang sama dengan pendahulunya yaitu bertani, menjala dan menjaring ikan.66
Mengenai raja ini, tidak dijelaskan secara spesifik mengenai kondisi rakyat
dan cara memerintahnya.
4) Raja Agangnionjo (Tanete) IV adalah Daeng Ngasseng dengan nama asli I
Sambo Dg. Ngasseng La Tinulu.67 Mengenai lamanya memimpin tidak
diketahui secara pasti. Namun ada beberapa hal yang menarik dari
kemimpinan Daeng Ngasseng yaitu pada masanya ia mulai mengangkat
seorang Pabbicara68 dan pada masanya terjadi pertempuran antara
Agangnionjo dan Sawitto yang berniat menyerang Gowa. Melalui hal inilah,
hubungan billateral antara Kerajaan Agangnionjo dan Gowa dapat berjalan
semakin baik. Sejak saat itu pula Daeng Ngaseng mulai membangun istana
kerajaannya dengan sangat mewah dan dilengkapi perlengkapan struktur
birokrasi yang memadai.69 Berikutnya, kunjungan Bontolempangang salah
seorang penasehat penting Raja Gowa Tumpaqrisi Kalonna, untuk
mengadakan pemeriksaan setempat yang disertai dengan pemasangan bata
66Basrah Gissing, Sejarah Kerajaan Tanete, h. 17-18.
67Silsilah MaqGau Raja Tallo Makassar XIX I Paricu Daeng Manaba Karaeng Tanete.
manuskrip.
68Pabbicara atau yang biasa dikenal dengan istilah To-Mabbicara adalah seorang pejabat
negeri hal-hal peradilan dalam arti luas, yang meliputi seluruh segi pelaksanaan pangaderreng.
Jabatan To-Mabbicara itu dapat disamakan dengan Menteri Utama. Dalam perkembangannya, To-
Mabbicara menjadi pejabat tertinggi sesudah raja. Mattulada, Latoa-Suatu Lukisan Analitis terhadap
Antropologi Politik Orang Bugis, h. 434.
69Suriadi Mappangara, et.al, Laporan Kompilasi dan Analisis Data Ensiklopedia Sejarah
Barru-Periode Awal hingga 1905, h. 19.
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sebagai batas wilayah. Perkembangan terakhir pada masa Daeng Ngaseng
mulai berdatangan orang Minangkabau, Jawa dan lainnya di Tanete.70
5) Raja Agangnionjo (Tanete) V adalah Daeng Majanna, tidak banyak diketahui
mengenai raja yang satu ini.71 Menariknya, dalam Lontara Silsilah Kerajaan
Tanete, tidak ditemukan nama raja ini, seperti halnya Raja Agangnionjo
(Tanete) II Puang Lolo. Namun Puang Lolo patut dipahami karena garis
keturunannya berasal dari To-Sangiang berbeda dengan Daeng Majanna yang
memang tidak banyak diketahui tentang dirinya. Mengenai Daeng Majanna
sendiri dalam Lontara Attoriolong Tanete di ketahui sebagai raja yang disukai
oleh rakyatnya. Hal ini diketahui dari ungkapan dalam lontara bahwa Naiya
Daeng Majanna naelori ritau tebbeqE.72 Pada masa Daeng Majanna mulai
ditetapkan izin serta pajak melaut. Setiap PaggaE (orang membawa pukat =
gae) akan memberikan pabbisiq (upeti) kurang lebih satu uteq (satu ikat dari
setiap perahu) yang merupakan tanggung jawab bagi seorang Punggawa
(juragan). Jika tidak ia akan dikutuk.73 Pada masanya pula tambah banyak
berdatangan suku bangsa ke Tanete, mungkin dapat dijadikan semacam
petunjuk akan adanya kegiatan ekonomi yang meningkat pada waktu itu.74
70Hasan  Walinono, “Tanete-Suatu Studi Sosiologi Politik, Disertasi (Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin, 1979, h. 33.
71Suriadi Mappangara, et.al, Laporan Kompilasi dan Analisis Data Ensiklopedia Sejarah
Barru-Periode Awal hingga 1905, h. 8.
72Lontara Attoriolong ri Tanete, manuskrip, transliterasi dan terj. Shaifuddin Bahrum, h. 23.
73Basrah Gissing, Sejarah Kerajaan Tanete, h. 32.
74Hasan  Walinono, “Tanete-Suatu Studi Sosiologi Politik, Disertasi (Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin, 1979, h. 33.
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6) Raja Agangnionjo (Tanete) VI adalah Torijallo ri Adenna (1589-1593).
Namun apa yang dilakukan Daeng Ngaseng dalam membangun kerajaannya
tidak diteruskan oleh Torijallo ri Adenna. Raja ini dikenal sebagai orang yang
hobi menyabung ayam. Kegiatannya lebih banyak pada kunjungan ke
kerajaan-kerajaan tetangga dalam pesta sabung ayam. Sementara urusan
kenegaraan dipercayakan kepada Pabbicara, Puang Lolo Ujung dan Puang
Lolo Maneng. Jika diperhatikan pengembaraan raja ini justru membangun
hubungan dengan kerajaan lainnya. Lebih lanjut diketahui bahwa raja ini
memiliki istri dan anak di beberapa kerajaan, antara lain: Mandar, Sawitto,
Barru, Soppeng, Labakkang, Rappocini, Jipa dan Bulo-Bulo. Perkawinan
tersebut memiliki arti politik  untuk menjalin hubungan kekuasaan dan
persekutuan.75 Pada masa Torijallo, terjadi juga peperangan antara
Agangnionjo dan Wajo yang bermarkas di Lisu akibat perbuatannya yang
pergi-pulang ke tana lain. Peperangan tersebut berakhir dengan kekalahan
Wajo, sehingga orang Wajo yang menjadi tawanan harus membayar sepuluh
kati76 emas sebagai jaminan.77
75Suriadi Mappangara, et.al, Laporan Kompilasi dan Analisis Data Ensiklopedia Sejarah
Barru-Periode Awal hingga 1905, h. 8.
76Mengenai sikati dijelaskan oleh Basrah Gissing bahwa sikati atau satu kati senilai dengan 88
real + 8 yang (8 dubbeltjes) + 8 doewi (duiten). Jika diperhatikan sudah terdapat pengaruh Arab dan
Belanda dalam mata uang daerah. Lihat penjelasan dalam Basrah Gissing, Sejarah Kerajaan Tanete, h.
22.
77Dikisahkan dalam lontara sebagai berikut; Naiyana napogauq lao silaong pole ri tana ugi
laongenngi saung agare nagoro gauqna nassisalangi nasossona to WajoE// Iyamani narewe to WajoE
ri wanuwanna, purapi nappattarima soronai seppulo katinna ulaweng. Dalam Lontara Attoriolong ri
Tanete, manuskrip, transliterasi dan terj. Shaifuddin Bahrum, h. 25.
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7) Raja Agangniojo Tanete VII adalah Daeng Sanjai. Dalam silsilah Kerajaan
Tanete ia bernama Tuan Peqka Daeng Sanjai.78 Raja ini naik tahta setelah
menggantikan Torijallo ri Adenna dan memerintah selama empat tahun  dari
1593 sampai 1597. Ia dikenal sebagai raja yang memperhatikan rakyatnya.
Segala kebijakan selalu diperundingkan dengan  pembesar kerajaan.79 Hal ini
dapat dimaknai sebagai implementasi nilai-nilai demokrasi dalam
pemerintahan Agangnionjo.
8) Raja Agangniojo Tanete VIII adalah Tomaqburu Limanna. Tampaknya dalam
silsilah Kerajaan Tanete ia bernama I Daeng Memang, karena pada silsilah
tersebut dijelaskan pada masanya nama kerajaan dirubah dari Agangniojo ke
Tanete.80 Hal ini sejalan dengan lontara Attoriolong Tanete yang
menyebutkan bahwa setelah Agangniojo turut membantu Arung Tanete
(Selayar) membawa jenazah putra Datu Luwu kembali ke tana-nya.81
Sehingga dengan peristiwa tersebut, atas usul Raja Gowa, nama kerajaan
Agangnionjo dirubah menjadi Kerajaan Tanete.82 Pada masa Tomaqburu
Limanna sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, wilayah administratif
78Silsilah MaqGau Raja Tallo Makassar XIX I Paricu Daeng Manaba Karaeng Tanete.
manuskrip.
79Suriadi Mappangara, et.al, Laporan Kompilasi dan Analisis Data Ensiklopedia Sejarah
Barru-Periode Awal hingga 1905, h. 10.
80Silsilah MaqGau Raja Tallo Makassar XIX I Paricu Daeng Manaba Karaeng Tanete.
manuskrip.
81Dalam  lontara dikatakan Makkedai Karaenge ri Gowa ri Arung Apaniojo, madecenno soro
apaq iko uwelorong massuro silaongenngi to Tanete tiwi’i dunie lokka ri Luwu. Lihat lebih lanjut
Lontara Attoriolong ri Tanete, manuskrip, transliterasi dan terj. Shaifuddin Bahrum, h. 32.
82Suriadi Mappangara, et.al, Laporan Kompilasi dan Analisis Data Ensiklopedia Sejarah
Barru-Periode Awal hingga 1905, h. 87.
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Kerajaan Tanete diperjelas.83 Setelah masa raja ini, Islam mulai melembaga di
Kerajaan Tanete.
Setelah membahas mengenai perkembangan pemerintahan Kerajaan Tanete,
dalam hal pergantian raja berturut-turut hingga raja sebelum era Islam. Maka
pembahasan berikutnya membahas struktur pemerintahan lain dalam Kerajaan
Tanete. Sebagaimana diketahui bahwa dalam kepemimpinan kerajaan-kerajaan yang
ada dalam kerajaan, raja membentuk sistem untuk memudahkan menjalankan roda
pemerintahannya. Pada kerajaan Tanete, raja membentuk beberapa jabatan untuk
membantunya yakni pabbicara. Jabatan pabbicara mulai muncul pada masa Daeng
Ngaseng yang digelari dengan pabbicara tomappammula.84 Pada Kerajaan Tanete
pejabat yang bergelar Pabbicara terdiri atas dua yaitu Pabbicara Macoa dan
Pabbicara Malolo. Tugas Pabbicara Macoa adalah sebagai menteri keuangan
kerajaan. Pemimpin inilah yang mengetahui seluruh kas kerajaan. Sedangkan tugas
Pabbicara Malolo adalah sebagai orang yang mengurusi pembangunan dan pekerjaan
umum.85
Jabatan lain di Kerajaan Tanete ialah Ponggawa. Peranan Ponggawa sangat
dibutuhkan, utamanya bagi kerajaan-kerajaan besar yang sering melakukan ekspansi
keluar wilayah, kini mungkin disebut sebagai Panglima Perang atau Menteri
Pertahanan. Tugas Ponggawa selain sebagai pemimpin ekspansi, juga sebagai
83Telah dibahas pada bab ini di halaman 79-80, dikutip dari Basrah Gissing, Sejarah Kerajaan
Tanete,h. 47.
84Sebagaimana dikisahkan dalam lontara sebagai berikut iyatona arung mala taro
tomabbicara, naritella tonasa PabbicaraE tomappammula. Lihat lebih lanjut Lontara Attoriolong ri
Tanete, manuskrip. transliterasi dan terj. Shaifuddin Bahrum, h. 13.
85Darwas Rayid, Sejarah Perjuangan Kemerdekaan di Daerah TK.II Kabupaten Barru, h. 80-
81.
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pemimpin laskar dalam sebuah peperangan.86 Hal ini dapat dilihat pada peperangan
yang terjadi di Kerajaan Agangniojo (Tanete) antara Kerajaan Sawitto (pada masa
Daeng Ngasseng), Kerajaan Wajo (pada masa Torijallo ri Adenna) dan Kerajaan
Barru (pada masa Daeng Sanjai).87
Selanjutnya terdapat pula jabatan PattampaqE yang diberikan kepada Arung
Pangi untuk mengorganisir rakyat dalam kegiatan-kegiatan kerajaan dan
mendampingi raja dalam mengantar kasuwiyang kepada Kerajaan Gowa.88 Mengenai
kasuwiyang89 sendiri adalah kebiasaan Raja Tanete dalam hal membangun hubungan
dengan Kerajaan Gowa. Namun jangan disalah pahami bahwa Tanete adalah palili90
dari Gowa, karena Gowa sendiri telah menyatakan dalam ekspansi wilayah
Tumapa’risi Kallonna bahwa Tanete adalah kerajaan independen bukan sebagai
bawahan dari Kerajaan Gowa.
Pada dasarnya kegiatan Makkasuwiyang muncul pertama kali sejak Kerajaan
Tanete resmi terbentuk dengan Raja pertama yakni Datu GollaE. Raja mengatakan
dalam lontara kepada pattampaqE bahwa “iyanaro upowadakko pattampaq
86Darwas Rayid, Sejarah Perjuangan Kemerdekaan di Daerah TK.II Kabupaten Barru, h. 81.
87Lihat lebih lanjut pada Lontara Attoriolong ri Tanete, manuskrip dan Basrah Gissing,
Sejarah Kerajaan Tanete, h. 18, 34 & 39.
88Suriadi Mappangara, et.al, Laporan Kompilasi dan Analisis Data Ensiklopedia Sejarah
Barru-Periode Awal hingga 1905, h. 126.
89Kasuwiyang dalam Kamus Bahasa Bugis berarti memperhambakan diri: laci
makkasuwiyang ri ArungE. Ia pergi memperhambakan diri ke raja. Lebih lanjut dikatakan
memperhambakan diri bisa juga berarti bekerja keras terhadap orang tersebut. M. Ide Said DM. Kamus
Bahasa Bugis Indonesia, h.  99.
90Palili berarti kerajaan bawahan dari sebuah kerajaan besar. Namun perlu diketahui bahwa
palili atau lili dibedakan jadi dua macam yakni sepenuhnya merupakan taklukan dari kerajaan besar
dan yang dipandang sebagai saudara a tau masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kerajaan
penakluk. Palili kedua ini disebut dengan palili paseajingaeng atau paseajingaeng saja. dalam Heddy
Shri Ahimsa, Minawang-Hubungan Patron Klien di Sulawesi Selatan, h. 33.
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kuwatokkotu menreq ri Gowa, ajaqna naengka muala ampena kure ajaq musedding
tekko” yang berarti “yang ingin kusampaikan kepada engkau Pattampa bahwa nanti
saya akan membawa mu ke Gowa. Akan tetapi, jangan sampai kelak kalian memberi
alasan, bahwa kalian capek”. Terdapat pula dalam peristiwa lain di Lontara bahwa
kebiasaan raja raja di Tanete yang menghadap kepada Raja Gowa. Salah satunya
ialah iyasi makkarung to rijallo, pada mui gauqna iyaduwa naolaiE gauqna arungE
natolae. Naelorimuto menreq makkasiwiyang ri Gowa yang artinya Turijallolah yang
menjadi Arung. Tingkah lakunya sama saja dengan arung yang digantikannya.
Senang pula pergi makkasuwiyang di Gowa. 91 Maka melalui hal ini dapat dilihat
hubungan yang erat antara Kerajaan Gowa dan Kerajaan Agangniojo atau Tanete.
Jabatan berikutnya ialah Matoa Bissu, Ata Ribola dan Syahbandar. Fungsi
dari Matoa Bissu adalah bertugas menangani berbagai ritual keagamaan yang
diselenggarakan oleh kerajaan sekaligus sebagai penasehati spiritual raja. Sedangkan
Ata Ribola (abdi dalam) adalah jabatan bagi rakyat Laworong untuk mengatur
urursan rumah tangga kerajaan, melayani kehidupan keluarga istana dan para tamu
kerajaan. Adapun Syahbandar bertugas mengatur dan mengawasi kegiatan ekspor-
impor  pelabugan dan perdagangan.92
Akhirnya telah dijelaskan di atas, beberapa hal mengenai kondisi politik
Kerajaan Tanete pra-Islam. Pembahasan tersebut bermaksud untuk mengantar dalam
memahamai proses islamisasi serta memahami hubungan Islam dan politik di
Kerajaan Tanete setelah proses islamisasi.
91Lihat lebih lanjut dalam Lontara Attoriolong ri Tanete, manuskrip, transliterasi dan terj.
Shaifuddin Bahrum, h. 25.
92Suriadi Mappangara, et.al, Laporan Kompilasi dan Analisis Data Ensiklopedia Sejarah
Barru-Periode Awal hingga 1905, h. 126-127.
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B. Proses Islamisasi Kerajaan Tanete
Islamisasi merupakan proses yang tidak bisa dilepaskan dari pembahasan
mengenai kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan pada umumnya, dan di Kerajan
Tanete khususnya. Pembahasan ini adalah upaya untuk mengantar dalam memahami
hubungan Islam dan politik di Kerajaan Tanete. Dalam upaya membahas proses
islamisasi, ada dua hal yang menjadi fokus dalam upaya mengeksplorasi proses
tersebut. Upaya pertama ialah meninjau saluran masuknya Islam ke Kerajaan Tanete.
Lalu upaya berikutnya, meninjau waktu serta pembawa islam di Tanete. Sehingga
dengan mengetahui hal tersebut, maka proses islamisasi di Tanete akan dipahami
secara utuh.
1. Kontak Awal Islam (Pedagang)
Pelembagaan Islam sebagai agama kerajaan di Tanete merupakan proses yang
panjang. Sebelum Islam menjadi agama resmi kerajaan, sama halnya dengan
kerajaan-kerajaan lain yang ada di Sulawesi Selatan. Sebagaimana yang terjadi di
Makassar, ditemukan oleh Antonio de Payva93 yang datang di Sulawesi Selatan pada
tahun 1542, ia mendapati aktifitas perdagangan orang-orang Melayu di Makassar
dengan bukti bermukimnya orang Melayu (Pahan, Patani, Campa, Minangkabau dan
Johor) untuk melakukan aktivitas perdagangan. Pembuktian bahwa daerah Melayu
93Antonio de Payva adalah seorang pedagang dan missionaris Portugis yang tiba di Suppa
(Pare-Pare) pada tahun 1543. Pada daerah tersebut ia berhasil bertukar pikiran dengan datu (raja)
Suppa yang bernama La MakkaraiE dan mengajaknya memeluk agama Kristen. Setelah dari Suppa ia
menuju ke Siang (Pangkep) dan berhasil melancarkan kristenisasi terhadap raja-raja di daerah tersebut.
Sebagaimana diketahui bahwa daerah Siang memiliki hubungan darah dengan raja-raja yang ada di
Gowa.  Suriadi Mappangara, et.al, Laporan Kompilasi dan Analisis Data Ensiklopedia Sejarah Barru-
Periode Awal hingga 1905, h. 2-3.
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telah menerima Islam terlebih dahulu dapat dilihat dari fakta sejarah bahwa daerah-
daerah itu telah melembagakan Islam di kerajaan-kerajaannya masing-masing. Fakta
ini sepertinya sulit dibantah karena pada abad ke X Selat Malaka merupakan jalur laut
yang terpenting di Asia Tenggara. Sehingga pelayaran dan hubungan perdagangan
yang dilakukan orang Islam yang melewati Selat Malaka lambat laun menjadi rami
sehingga pada awal abad ke XIII terbentuklah sebuah perkampungan bagi sejumlah
orang Islam, terkhusus di daerah Samudra Pasai.94 Sehingga dengan superioritas
Kerajaan Samudera Pasai mampu mengembangkan Islam di daerah-daerah lainnya di
Sumatera, terkhusus pada daerah Minangkabau.
Hal ini serupa yang terjadi Tanete, telah ada pendatang serta pedagang yang
berkunjung dan menetap di daearh tersebut. Upaya tersebut tampaknya menjadi awal
bagi Islam untuk mengenalkan diri kepada masyarakat Tanete. Sebagai bukti, dalam
Lontara Attoriolong Tanete telah diutarakan bahwa raja-raja sebelum Islamisasi
secara resmi di Kerajaan Tanete telah menerima pendatang dari daerah Minangkabau
dan Jawa, bahkan Malaka95 yang secara historis telah menerima Islam terlebih
dahulu. Sebagaimana diketahui bahwa daerah Minangkabau merupakan sub-etnis dari
Melayu.
94Ahmad M. Sewang, Peranan Orang Melayu dalam Perkembangan Islam di Sulawesi
Selatan (Cet. I: Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.2.
95Telah dibahas sebelumnya, bahwa dalam lontara pada masa Daeng Ngasseng selaku Raja
Tanete III telah ada pendatang dari daerah lain. Khususnya dari daerah yang telah memeluk Islam
sebelumnya. Sebagaimana diungkapkan yaitu Naengka manurung bate riaseng Lasarewong.
Naiyatona arung naengka tau mallakai nariwawana coppoq monro. yang berarti “setelah itu
muncullah manurung bate, yang bernama Lasarewong. Dia pulalah yang menjadi raja di Agang nionjo,
ada orang Malaka yang tinggal di Coppoq”. Bahkan dalam literatur lain bahwa ada pula orang Jawa
Minangkabau yang tinggal di Balenrang dan Jawa Semarang yang tinggal di Patimang. Lihat lebih
lanjut pada Lontara Attoriolong ri Tanete, manuskrip, transliterasi dan terj. Shaifuddin Bahrum, h. 23.
dan Basrah Gissing, Sejarah Kerajaan Tanete, h. 31-32.
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Semakin diperkuat pula dengan argumen Sahajuddin dalam esai-nya bahwa
pada periode sebelum Petta Pallase-laseE menjadi raja sekitar abad XVI , telah
menetap sejumlah pedagang dari luar Sulawesi Selatanm antara lain pedagang Jawa,
Portugis, Minangkabau dan Johor (Melayu). Para pedagang itu diberi pelindungan
dan diawasi oleh raja serta pembesar kerajaan untuk memeberikan pelayanan
keamanan dan kenyamanan. Sementara urusan kegiatan perdagangan berada dalam
kewenangan pabbicara yang mengorganisasikan kegiatan syahbandar.96 Maka
berdasarkan fakta mengenai kegiatan perdagangan tersebut, banyak pedagang muslim
yang berdatangan di wilayah Kerajaan Tanete. Sebagaiamana terlihat bahwa salah
satu hal yang mendorong kegiatan perdagangan semakin pesat karena sistem
pelayanan dari Kerajaan Tanete terhadap para pedagang yang berlabuh di pelabuhan
perdagangan Pancana97 pada masa itu sebagai salah satu daya tarik sendiri.
Berdasarkan pemaparan mengenai jalur awal Islam masuk ke Tanete. Maka
dapat diketahui hal ini tidak lepas dari kontribusi pedagang yang membawa Islam ke
daerah tersebut. Seperti halnya ketika Islam pertama kali masuk ke Nusantara salah
satu saluran islamisasi yang berperan di Nusantara ialah saluran perdagangan. Namun
saluran islamisasi pada aspek perdagangan berlangsung pada periode awal perkenalan
Islam sekitar permulaan abad XIII di Sumetera dan abad XVI di Jawa dan Nusantara
bagian Timur.98
96Sahajuddin. “Proses Islamisasi di Kerajaan Tanete Barru pada Abad XVII”. Walasuji no 1
(Juni 2010), h. 102.
97Pancana merupakan ibu kota Kerajaan Tanete sebelum  mengalami masa disitegrasi pada
abad XIX. Namun sebelum Pancana  menjadi ibu kota kerajaan, Lalabata-lah ibu kota dari Kerajaan
Tanete. Lihat lebih lanjut dalam Hasan Walinono, Tanete-Suatu Studi Sosiologi Politik, h. 22-23.
98Sartono Kartoddirjo, et. al, Sejarah Nasional Indonesia Jilid 3 (Jakarta: Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, 1975), h.  120.
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Menurut Aminuddin Raja dalam esainya tentang Raja, Pedagang, Tradisi dan
Ulama dalam Sejarah Perkembangan Islam di Sulawesi Selatan beranggapan bahwa
memang pada awal masuknya Islam di Sulawesi Selatan ditandai dengan kontak
pedagang muslim dengan masyarakat setempat. Pada kontak awal ini saudagar-
saudagar muslim tidak memperlihatkan usaha-usaha penyebaran Islam secara
demonstratif kepada penduduk tetapi lebih banyak ke upaya penyebaran Islam
melalui sikap dan tindakan sebagai pribadi muslim tanpa mempengaruhi orang lain.99
Sikap tersebut tampaknya timbul dari posisi mereka sebagai muslim. Selain itu
sebagai orang asing yang berusaha menjaga tindakan dan perbuatan mereka agar
tidak menimbulkan sikap anti dari penguasa dan rakyat. Serta timbul sebagai akibat
dari orientasi mereka sebagai pedagang yang lebih terkosentrasi terhadap pencapaian
ekonomi dibanding kesuksesan dakwah. Namun tidak berarti hal ini menihilkan
peranan para saudagar/pedagang, karena berkat kontribusi mereka telah tercipta suatu
kondisi persiapan yang mantap untuk penerimaan dan pengembangan Islam
selanjutnya dikalangan masyarakat.
2. Kontak Kedua Islam (Penguasa)
Pada kontak kedua Islam dengan masyarakat Sulawesi Selatan, terkhusus
Kerajaan Tanete. Telah terjadi proses pelembagaan Islam di struktur kerajaan. Terjadi
perbedaan antara islamisasi pada proses pertama dan kedua. Pada proses pertama
islamisasi dilakukan oleh orang-orang yang dapat dikatakan kurang memiliki
99Aminuddin Raja, “Raja, Pedagang, Tradisi dan Ulama dalam Sejarah Perkembangan Islam
di Sulawesi Selatan (Studi Abad XVI-XVII)” (Makalah yang disajikan Seminar Sejarah Masyarakat
Sejarawan Indonesia di Sul Sel Kerja sama dengan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung
Pandang, 11-12 Desember 1993), h. 4-5.
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pengalaman dalam mengembangkan agama Islam. Sedangkan pada proses kedua
penyalur Islam dilakukan oleh orang-orang yang dapat dikatakan profesional pada
bidangnya, dalam hal ini ulama.100 Hal ini terlihat dari proses islamisasi di Kerajaan
Gowa yang merupakan akar atau landasan utama dalam proses pelembagaan Islam di
Sulawesi Selatan. Proses tersebut diketahui dilakukan oleh tiga ulama yang terkenal
dalam membawa Islam di Sulawesi Selatan, dan berhasil mengislamkan dua kerajaan
besar di Sulawesi Selatan sebagai berikut:
1. Syekh Abdul Makmur Khatib Tunggal yang kemudian dikenal dengan gelar
Datu Ri Bandang.
2. Syekh Abdul Khatib Sulung yang kemudian dikenal dengan gelar Datu
Patimang.
3. Syekh Abdul Jawa Khatib Bungsu yang kemudian dikenal dengan gelar
Datu Ri Tiro.101
Dalam historiografi tradisional sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad M.
Sewang bahwa ketiga muballig dari Minangkabau tersebut memiliki sasaran/tujuan
dan metode berbeda dalam upaya islamisasi di Sulawesi Selatan. Datuk ri Bandang
fokus pada penekanan syariat Islam sebagai pokok ajarannya di Kerajaan Gowa.
Sementara, Datuk Patimang fokus pada penekanan tauhid karena ia melihat bahwa
wilayah sasaran islamisasi-nya yakni Luwu sangat berpegang pada ajaran lama
mereka dalam Sure La-Galigo tentang Dewata102 SeuwaE103. Sedangkan Datuk ri
100Aminuddin Raja, “Raja, Pedagang, Tradisi dan Ulama dalam Sejarah Perkembangan Islam
di Sulawesi Selatan (Studi Abad XVI-XVII)”, h. 7-8.
101Mattulada, “Islam di Sulawesi Selatan”  dalam Taufik Abdullah (ed)., Agama, h. 231 telah
dikutip oleh Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa – Abad XVI sampai Abad XVII, h. 89-90.
102Menarik untuk diperhatikan, pada dasarnya jika melihat kata dewata tidak lepas dari kata
adeq sendiri dalam konsepsi pangaderreng. Kata adeq muncul dari mitologi orang Bugis mengenai
Dewata yang bermakna deatang atau deqwatang. Makna deqwatang berati tak wujud, maka disebut
101
Tiro fokus pada aspek tasawuf di daerah Bulukumba yang saat itu sangat kental
dengan mistisme-nya.104
Namun menarik diperhatikan bahwa dalam sumber lain ketiga datuk itu
adalah utusan Kerajaan Aceh. Mereka diutus atas permintaan Karaeng Matoaya, Raja
Tallo. Mengingat bahwa dalam Anthony Reid dikutip oleh Ahmad M. Sewang bahwa
saat itu Kerajaan Gowa nyaris menjadi kerajaan Kristen karena disaat bersamaan
Karaeng Matoaya mengirim utusan ke pemerintah Portugis di Malaka agar
dikirimkan Imam Katolik. Namun yang lebih dahulu datang adalah ulama Islam atas
persetujuan Kerajaan Aceh. Sehingga dengan konsistensi Karaeng Matoayya Islam
diterima dibanding kristen, maka gagallah proses kristenisasi105 di daerah Sulawesi
Selatan.106
juga deqE. Hal-hal yang berhubungan dengan perihal deq (tak ada) itu disebut dengan adeqE (hal-hal
dari yang tak wujud). Melalui hukum metatis dan tanggal tengah, maka ia diucapkan adeqE (hal adeq
itu). Hal ini berarti adeq adalah tata tertib yang berasal dari maha pencipta sesuatu yang tak berwujud.
Lihat lebih lanjut penjelasan Mattulada, Latoa-Suatu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik
Orang Bugis, h. 344-345.
103Sistem kepercayaan tradisional yang sebagian besar masyarakat Sulawesi Selatan
memeluknya yaitu kepercayaan kepada yang maha tunggal (Dewata SeuwaE) yang menguasai dunia
atas (toporekesso atau botting langi), dunia tengah (lino), dunia bawah (todang anging atau paratiwi)
dan hari kemudian (ri maje). Selain itu ada juga kepercayaan kepada kekuatan abstrak yakni
SumangaE yang dapat membantu atau mencelakakan kehidupan manusia bila menghendakinya. Lihat
Edward L. Poelinggomang, Sejarah Sulawesi Selatan, Jilid. II (Makassar: Balitbangda, 2004),  h. 48.
104Ahmad M. Sewang, Peranan Orang Melayu dalam Perkembangan Islam di Sulawesi
Selatan, h. 89-90.
105Pengertian Kristenisasi oleh Umar Hasyim ialah suatu mentalitas abad pertengahan yang
berpangkal pada dua dasar pemikiran dan anggapan bahwa hanya agama Kristen yang benar, maka
semua manusia selain yang beagama Kristen adalah sesat dan celaka, dan hanya dengan Kristen orang
Islam dapat selamat. Umar Hasyim, Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam sebagai
Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1979), h. 274. Dalam
Samiang Katu, Peta Islamisasi dan Kristenisasi di Sulawesi Selatan (Cet. I: Makassar: Alauddin
University Press, 2012), h. 47-48.
106Anthony Reid, “A Great Seventeen Century Indonesian Family: Matoaya and
Pattingalloang”, Masyarakat Indonesia. No. 1/VIII, 1981, h. 14. Dalam Ahmad M. Sewang, Islamisasi
Kerajaan Gowa – Abad XVI sampai Abad XVII, h. 90.
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Memang jika diperhatikan dari awal proses masuknya Islam ke Tanete tidak
terlepas dari kontribusi serta hubungan erat dari Kerajaan Gowa. Hal ini dapat
dipahami karena Kerajaan Tanete memiliki hubungan emosional serta hubungan
bilateral yang terjalin sangat baik dengan Kerajaan Gowa. Maka setidaknya dapat
dipahami pula bahwa Kerajaan Tanete adalah kerajaan ketiga yang memproklamirkan
Islam sebagai agama kerajaan setelah Kerajaan Luwu dan Gowa.
Sepanjang sejarah Tanete, setelah Tomaburuq Limanna wafat, maka
diangkatlah Petta Pallase-laseE (1603-1625) sebagai raja IX dari Kerajaan Tanete.107
Raja ini juga dikenal dengan gelaran Petta to SugiE yang kemungkinan besar adalah
raja yang paling kaya diantara raja-raja sebelumnya yang pernah berkuasa di
Kerajaan Tanete pada masa kekuasaan Petta Pallase-LaseE, Kerajaan Tanete
mengalami kemajuan pesat.108 Pada masanya pula, Islam mulai dipeluk di Kerajaan
Tanete. Hal tersebut senada dengan hasil wawancara penelitian kepada Abdullah
Ahmad selaku penjaga makam Petta Pallase LaseE, bahwa Petta Pallase LaseE atau
Petta to SugiE merupakan Raja ke VIII Tanete yang memeluk Islam pertama kali.109
Pendapat tersebut sejalan dengan yang terdapat dalam Lontara Attoriolong Tanete
sebagai berikut:
SugiEsi makkarung ri Tanete, padamui pangkaukenna nusulleie. Naelori
menreqE makkasuwiyang ri Gowa...Temmaittana muttamaqna arung ri
Tanete naengkana  riyaseng Datoq Bandang tiwi rokoq asellengeng ri
Karaeng ri Gowa, maccinrolani KaraengE, naeloreng manenngi muttamaq
selleng, jaji mancaji selleng MangkasaE. Naeloreng manenngi muttamaq
107St Nasrah, Mahasiswa dan Pembaharuan di Tanete (Cet I, Yogyakarta; Grha Guru, 2004),
h. 25.
108Sahajuddin. “Proses Islamisasi di Kerajaan Tanete Barru pada Abad XVII”. Walasuji no 1
(Juni 2010), h. 103.
109Abdullah Hamid,  Penjaga Makam Petta Pallase-LaseE “wawancara” Tanete Rilau  26 Mei
2013.
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selleng. Mammusu tauwE, engkatoi arungE ri Tanete, menreq ri Gowa
maggurui asellengnnge.110
Artinya:
SugiE lah yang berkuasa di Tanete. Perilakunya masih sama dengan raja yang
digantikannya: rajin naik makkasuwiyang di Gowa...Belum lama juga setelah
ArungE ri Tanete ini bertahta, datang pula seorang bernama Datuk Ri
Bandang, yang membawa ajaran syariat Islam kepada Karaeng Gowa, yang
kemudian menerima baik ajaran tersebut, dan mengingingkan semua orang
Makassar masuk Islam. Bahkan beliau menganjurkan agar orang yang tidak
mau masuk Islam harus dianiaya. Itulah sebabnya, sehingga pada waktu itu
terjadi Perang Islam. Namun ArungE ri Tanete ketika itu datang juga ke Gowa
dan belajar tentang Islam.111
Hal yang menarik diperhatikan dari proses tersebut adalah SugiE memeluk
Islam karena perilaku makkasuwiyang Arung Tanete tersebut raja-raja Gowa.
Sebagaimana telah dibahas sebelumnya  bahwa perilaku makkasuwiyang adalah
upaya penghormatan Arung Tanete selaku Raja Tanete dalam membangun hubungan
emosional serta kekeluargaan dengan Kerajaan Gowa.112 Lalu mengenai sejak kapan
Petta SugiE memeluk Islam, telah diungkapkan dalam penelitian Edward L.
Peolinggomang bahwa setelah memerintah selama lima tahun Arunge ri Tanete
datang ke Kerajaan Gowa untuk memenuhi panggilan memeluk dan mempelajari
Islam.113
Pada sisi lain sebagaimana disebutkan di atas, memang telah ada anjuran dari
Raja Gowa untuk memeluk Islam. Dalam Sejarah Kerajaan Gowa memang telah
diketahui Setelah Datu Ri Bandang berhasil meng-Islam-kan Raja Tallo, I
Malingkang Daeng Manyonri dan Raja Gowa, I Mangarengi Daeng Manrabia yang
110Lontara Attoriolong ri Tanete, manuskrip, transliterasi dan terj. Shaifuddin Bahrum, h. 34.
111Terjemahan oleh Basrah Gissing, Sejarah Kerajaan Tanete, h. 47-48.
112Lihat pada bab ini h. 90-91.
113Edward L. Poelinggomang, “Sejarah Tanete dari Agangnionjo Hingga Kabupaten Barru”
Laporan Hasil Penelitian, (Barru: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pemerintah Kabupaten Barru),
h. 50 dalam Sahujuddin, “Proses Islamisasi di Kerajaan Tanete Barru pada Abad XVII”, h. 106.
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masing-masing digelari Sultan Abdullah Awwalul Islam dan Sultan Alauddin pada
malam jum’at, 22 September 1605 M.114
Dua tahun kemudian Kerajaan Gowa Tallo secara resmi memeluk Islam.
Peresmian ini ditandai dengan upacara shalat jum’at di Masjid Tallo pada 9
November 1607 M. Mulai saat itulah Kerajaan Gowa-Tallo memproklamirkan Islam
sebagai agama resmi kerajaan. Shalat jum’at itu memiliki arti penting dalam
Islamisasi di Sulawesi Selatan, karena setelah itu, Sultan Alauddin mendekritkan
dihadapan jamaah bahwa Kerajaan Gowa sebagai kerajaan Islam dan menjadikan
kerajaannya sebagai pusat islamisasi di Sulawesi-Selatan. Dekrit itu menandai tahap
islamisasi yang telah sampai pada tingkat masyarakat, yakni keyakinan keagamaan
raja sama dengan keyakinan keagamaan rakyatnya.115
Selain itu terlihat dari keterangan dalam lontara tersebut, bahwa ada dorongan
yang dilakukan oleh Kerajaan Gowa untuk menyebarkan Islam. Dorongan tersebut
berdasarkan kesepakatan yang telah dibangun antara kerajaan-kerajaan lainnya di
Sulawaesi-Selatan, isi perjanjian tersebut, sebagai berikut:
Bahwa barang siapa yang menemukan jalan yang lebih baik, maka ia berjanji
akan memberitahukan tentang jalan yang baik itu kepada raja-raja
sekutunya.116
Perjanjian tersebut menjadi dasar bagi Kerajaan Gowa-Tallo yang
memandang wajib menyerukan agama Islam kepada para raja-raja sekutunya agar
memeluk agama Islam yang dipandang baik dan mulia.  Hal tersebut juga dikuatkan
dalam Q.S al-Imran/3:19 yakni:
114Ahmad. M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa – Abad XVI sampai Abad XVII, h. 106.
115Ahmad. M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa – Abad XVI sampai Abad XVII, h. 111.





Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam.117
Lebih lanjut, mengenai masuknya Petta SugiE sebagai penganut dan
penganjur agama Islam setelah memenuhi panggilan Kerajaan Gowa diperkirakan
oleh Sahajuddin terjadi pada tahun 1608118, berarti setahun setelah Islam resmi
sebagai agama kerajaan di Gowa. Setelah Petta SugiE menerima dan mempelajari
Agama Islam, maka ia berangkat kembali ke Kerajaan Tanete untuk mengajarkan
Islam di daerahnya. Bahkan Petta SugiE menganjurkan kepada Raja Gowa untuk
meng-Islam-kan Arung Nepo selaku sanak saudaranya. Perihal ini diungkapkan
dalam percakapan antara Raja Gowa dan Tanete sebagai berikut:
Makkedai ArungE ri Tanete engkatoro mano siyajikku Arung Nepo engkai ri
Tanete// Makkedai ArungE ri Gowa ikotonasa paggurui sadaq// Aga purani
nreweqni lao mano ArungE ri Tanete, napagurui sadaq Arung Nepo.119
Artinya:
Berkata Arung Tanete, ada juga sanak saudaraku di Tanete bernama Arung
Nepo// Berkata pula Raja Gowa, kamu saja yang mengajarinya mengucapkan
dua kalimat syahadat// Maka kembalilah turun Arung Tanete, dan
mengajarkan syahadat ke Arung Nepo.
Perlu diperhatikan pilihan Kerajaan Tanete untuk meng-Islam-kan Raja Nepo
bukan hanya karena ikatan kekeluargaan. Namun hal tersebut didasari oleh posisi
Kerajaan Nepo selaku pemegang supremasi dan pengaruh kekuasaan terhadap
kelompok Konfederasi Mallusetasi (Soreang, Bacokiki, Bojo, Palanro dan Nepo)
117Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya (Cet. I; Jakarta: PT. Cicero Indonesia,
2009), h.52.
118Sahajuddin, “Proses Islamisasi di Kerajaan Tanete Barru pada Abad XVII”, h. 106.
119Lontara Attoriolong ri Tanete, manuskrip, transliterasi dan terj. Shaifuddin Bahrum, h. 34-
35.
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serta Konfederasi Ajatappareng (Sidenreng, Rappang, Suppa, Sawitto dan Alita).
Pada sisi lain diketahui pula bahwa ikatan kekeluargaan Kerajaan Nepo tidak hanya
pada Kerajaan Tanete, tetapi terdapat pula pada Kerajaan Soppeng.120 Maka dapat
dikatakan bahwa upaya Kerajaan Tanete dalam meng-Islam-kan Kerajaan Nepo
berimplikasi terhadap Islamnya daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan. Hal ini
didasari pada kenyataan bahwa dua kerajaan tersebut menjadi pusat studi Islam selain
Kerajaan Gowa.
Selanjutnya, upaya lain dari proses islamisasi oleh Petta Sugie dengan
menunjuk guru agama, atau lebih tepatnya ulama untuk membantunya dalam syiar
Islam. Dalam penunjukkan tersebut diketahui guru agamanya bernama Daeng
Matepu. Sebagaimana dalam lontaraq disebutkan Naiyaro ArungE ri Tanete nasuroni
Daeng Mattepu mappaqguru sadaq121 yang artinya raja itulah yang memerintahkan
Daeng Mattepu mengajarkan syahadat.
Tampaknya cara pengenalan Islam kepada masyarakat tidak dengan paksaan
agar masyarakat meninggalkan tatanan kultural lamanya. Atas kenyataan tersebut,
Islam barulah resmi menjadi agama Kerajaan Tanete pada tahun 1610.122 Proses ini
dapat dipahami sebagai kesadaran Raja Tanete untuk memperkenalkan dan
mengajarkan Islam pada masyarakatnya dengan metode persuasif.
Berdasarkan hal itu, memang wajar jika mengatakan peran raja sangat sentral
dalam melakukan syiar Islam di tengah masyarakat.123 Melalui peranan raja maka
120Suriadi Mappangara, et.al, Laporan Kompilasi dan Analisis Data Ensiklopedia Sejarah
Barru-Periode Awal hingga 1905, h. 132.
121Lontara Attoriolong ri Tanete, manuskrip, transliterasi dan terj. Shaifuddin Bahrum, h. 35.
122Sahajuddin, “Proses Islamisasi di Kerajaan Tanete Barru pada Abad XVII”, h. 107.
123Lihat lebih lanjut dalam Aminuddin Raja, “Raja, Pedagang, Tradisi dan Ulama dalam
Sejarah Perkembangan Islam di Sulawesi Selatan (Studi Abad XVI-XVII)”, h. 1.
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dapat dikatakan pola islamisasi di Tanete pada kontak kedua sesuai dengan teori yang
disebut top down. Teori ini mengatakan bahwa Islam  diterima langsung oleh
kalangan elit penguasa kerajaan, kemudian disosialisasikan kepada masyarakat
kalangan bawah.124
Selanjutnya upaya syiar Islam yang dilakukan oleh ArungE ri Tanete, Petta
SugiE yakni perkawinan. Petta SugiE diketahui mempersunting seorang putri dari
Johor.125 Secara historis hal ini diawali dengan kedatangan putri dari Johor pada masa
Tomaburuq Limanna. Putri tersebut datang dan berkediaman di daerah Pancana,
sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Tanete. Kedatangan putri ini dianggap penting,
karena ialah sumber darah Melayu pada banyak bangsawan di Tanete.126 Hal ini
diperkuat oleh pendapat Sartono Kartodirjo dkk dalam Sejarah Nasional Indonesia127
bahwa upaya syiar Islam melalui jalur perkawinan memang sangat efektif karena
melibatkan ikatan kekeluargaan yang cukup kuat, dalam hal ikatan darah. Ikatan
kekeluargaan inilah yang membentuk inti masyarakat muslim. Selain itu, lebih
menguntungkan karena jika perkawinan dilakukan oleh elit penguasa maka ini
melibatkan status sosial-ekonomi, sehingga mempercepat upaya islamisasi.
124Selain itu terdapat pula pola bottom up yang bermaksud bahwa Islam diterima dahulu oleh
masyarakt kalangan bawah, kemudian berkembang dan diterima oleh masyarakat lapisan atas atau elit
kerajaaan. Lihat lebih lanjut dalam Ahmad. M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa – Abad XVI
sampai Abad XVII, h. 86. Menarik untuk diperhatikan  lebih jauh mengenai konsep bottom up ini
karena kenyataan didaerah Sulawesi -dengan kultur yang menolak egalitarian (kesamarataan status)-,
tampaknya ditolak oleh penguasa yang memang berlawanan dengan strata sosial yang telah dibangun
sejak era To-Manurung. Christian Pelras, Manusia Bugis Terj. Abdul Rahman Abu, h. 154.
125Basrah Gissing, Sejarah Kerajaan Tanete, h. 49. disebutkan  pula dalam  lontara naiya
muttamaqna selleng napowawineni JohoroE. Lihat lebih lanjut dalam Lontara Attoriolong ri Tanete,
manuskrip.
126Hasan Walinono, “Tanete-Suatu Studi Sosiologi Politik” Disertasi, h. 35.
127Sartono Kartodirjo et.al, Sejarah Nasional Indonesia Jilid 3, h. 122.
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Melalui pemaparan mengenai proses masuknya Islam serta islamisasi di
Tanete, dalam artian pelembagaan Islam dapat tergambar proses historis yang
panjang mengenai hal tersebut. Tentu saja, proses ini sama dengan peristiwa-
peristiwa islamisasi yang terjadi secara umum di wilayah Sulawesi Selatan, namun
terdapat beberapa perbedaan. Apalagi, fakta membuktikan bahwa Kerajaan Tanete
menjadi pusat studi Islam setelah menerima Petta SugiE menerima panggilan oleh
Kerajaan Gowa.  Maka  wajar jika mengatakan bahwa Tanete adalah kerajaan ketiga
di Sulawesi Selatan yang berupaya melembagakan Islam di wilayahnya, setelah
Kerajaan Luwu dan Kerajaan Gowa.
C. Tinjauan Hubungan Islam dan Politik pada Kerajaan Tanete
Sebagaimana diketahui paradigma hubungan Islam dan politik adalah sebuah
perbedaan cara pandang mengenai agama sebagai bagian dari negara atau negara
merupakan bagian dari dogma agama. Paradigma ini berawal dari sebuah perdebatan
panjang tentang status negara dalam sudut pandang agama serta upaya menyelaraskan
konsep dan kultur masyarkat muslim. Melalui wacana ini, secara sistematis
paradigma tersebut terbagi menjadi tiga yaitu intergralistik, simbiotik dan
sekularistik.128 Namun untuk memudahkan melihat paradigma tersebut dalam kajian
historis, maka sebaiknya tinjauan ini didasarkan pada beberapa aspek yang menjadi
indikator paradigma itu secara utuh. Beberapa aspek atau indikator dari paradigma
ialah tinjauan integrasi Islam dalam kerajaan sehingga dapat akhirnya dapat melihat
sistem pemerintahan setelah Islam, lalu meninjau posisi raja dan Islam, dan terakhir
128Lihat lebih lanjut dalam Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Fiqh Siyasah-Doktrin dan
Pemikiran Politik Islam (Cet. I: Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), h.  76-91
109
menelaah implementasi Islam dalam kehidupan sosial. Tentu tinjauan tersebut
berlangsung pada Kerajaan Tanete dalam rentan waktu, sekitar abad XVII-XVIII.
1. Integrasi Islam dalam Kerajaan Tanete
Integrasi Islam dalam Kerajaan Tanete perlu diketahui berlangsung secara
berangsur-angsur. Setelah Islam diterima oleh Petta SugiE pada tahun 1608 M.
melalui panggilan Raja Gowa129, meskipun Kerajaan Gowa telah meresmikan Islam
sebagai agama kerajaan satu tahun sebelumnya, pada 9 November 1607 M.130
Kerajaan Tanete sendiri meresmikan Islam sebagai agama kerajaan dua tahun setelah
Islam diterima oleh raja, yakni pada tahun 1610 M.131 Hal ini didasari oleh
pertimbangan Petta SugiE selaku Raja Tanete untuk menyebarkan Islam secara
persuasif ditengah masyarakat. Penyebaran Islam secara persuasif oleh Raja Tanete
pada waktu itu dengan menunjuk Daeng Matepu sebagai guru agama dan wakil syiar
Islam.132 Melalui proses ini maka dapat dilihat inilah awal dari integrasi Islam di
Kerajaan.
Namun ketika berbicara mengenai kerajaan tentu membahas tentang struktur
kerajaan serta perubahan dalam konsep pangaderreng dalam tanah Bugis, khususnya
Kerajaan Tanete. Lebih lanjut mengenai perubahan dalam struktur tersebut diketahui
setelah penunjukkan Daeng Matepu sebagai guru agama dan wakil syiar Islam di
Kerajaan Tanete.
129Lihat  Sahajuddin. “Proses Islamisasi di Kerajaan Tanete Barru pada Abad XVII”, h. 106.
130Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa-Abad XVI sampai XVII, h. 106.
131Lihat  Sahajuddin. “Proses Islamisasi di Kerajaan Tanete Barru pada Abad XVII”, h. 107.
132Sahajuddin. “Proses Islamisasi di Kerajaan Tanete Barru pada Abad XVII”, h. 107.
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Sebelum Islam melembaga di Kerajaan Tanete, pemimpin yang mengurusi
masalah keagamaan dijabat oleh Matoa Bissu. Pejabat ini diketahui sebagai penjaga
arajang kerajaan sekaligus mengurusi ritus-ritus keagamaan di kerajaan, berdasarkan
kepercayaan lokal terhadap Dewata SeuwaE.133 Namun setelah Islam melembaga
terjadi perubahan besar-besaran dalam struktur kerajaan. Raja membentuk sebuah
lembaga keagaman yang disebut saraq yang dibawahi oleh seorang dalam jabatan
kalie (kadhi).134
Pada masa inilah unsur saraq mendapati posisi penting pada masa
pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut, dikenal kemudian hari dua pemimpin utama,
yaitu pertama parewa adeq dan kedua parewa saraq. Sistem kepemimpinannya
mempunyai hirarki yang sama dan pejabat-pejabat dari kedua kelompook tersebut
mempunyai kedudukan protokoler yang diatur sedemikian rupa, baik dalam upacara
formal maupun informal.135
Lebih lanjut kadhi atau kalie terutama berfungsi untuk mendampingi Datu
dalam melaksanakan peradilan adat, sebagai penasehat dalam persoalan-persoalan
yang berkaitan dengan atau menyangkut pelaksanaan hukum Islam. Selain sebagai
pendamping dan penasehat, kadhi juga melaksanakan fungsi sebagai ketua majelis
syariah (saraq) atau pengadilan agama yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara yang harus diadili menurut aturan-aturan Islam, seperti masalah warisan.136
133Suriadi Mappangara, et.al, Laporan Kompilasi dan Analisis Data Ensiklopedia Sejarah
Barru-Periode Awal hingga 1905, h. 127.
134Darwas Rayid, Sejarah Perjuangan Kemerdekaan di Daerah TK II Kabupaen Barru, h. 82.
135Suriadi Mappangara, et.al, Laporan Kompilasi dan Analisis Data Ensiklopedia Sejarah
Barru-Periode Awal hingga 1905, h. 74.
136Hasan Walinono, “Tanete-Suatu Studi Sosiologi Politik” Disertasi, h. 103
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Jabatan KaliE dalam Silsilah Kerajaan Tanete telah dijabat oleh beberapa
orang, jika ditinjau pada abad XVII sampai abad XVIII. Nama-nama pemangku
jabatan dalam Silsilah Kerajaan Tanete137, sebagai berikut:
a. Syekh Ali (Aliyah) Puang Rijoleng dengan gelaran Kali mammulangE ri
Tanete, 1625-1637. KaliE I
b. Musa bin Syekh Aliyah, 1637. KaliE II
c. I Yusufu Sultan Yusuf. KaliE III
d. Muh Saleh Petta Janggo, KaliE IV
e. Dau P...138 Ri Botto Linro, KaliE V
Dari nama-nama di atas, diterangkan dalam Silsilah Kerajaan Tanete bahwa
KaliE III adalah sempat menjadi Arung Tanete, namun melepaskan jabatannya dan
memilih sebagai pemuka agama. Hal ini didasari setelah intervensi VOC Belanda
terhadap anak cucu Syekh Yusuf al-Makassar139. Dalam silsilah tersebut, ia juga
diketahui sebagai cucu Syekh Yusuf al-Makassar, setelah anak Syekh Yusuf bernama
Kae Sangging dinikahi oleh Arung Tanete XII bernama La Sulo Daeng Matajang.140
137Silsilah MaqGau Raja Tallo Makassar XIX I Paricu Daeng Manaba Karaeng Tanete.
manuskrip.
138Tidak terlihat dengan jelas, buram.
139Syekh Yusuf al-Makassar (1627-1699) diketahui sebagai perintis ketiga pembaharuan
Islam di Nusantara setelah Nur al-Din al-Raniri (w. 1658) dan Abd. Rauf al-Sinkili (1615-1693).
Syekh Yusuf juga diketahui sebagai pembaharu Islam di tiga daerah yaitu Sulawesi Selatan, Jawa
Barat dan Afrika Selatan. Konsep utama dari ajaran Syekh Yusuf adalah pemurnian kepercayaan pada
keesaan Tuhan. Ini berarti merupakan usaha untuk menjelaskan tentanng transendensi Tuhan atas
ciptaan-Nya. Meski berpegang teguh pada transendensi Tuhan, Syekh Yusuf percaya Tuhan itu
mencakup segalanya (al-ahaathah) dan ada dimana-mana (al-ma’iyah) atas ciptaan-Nya. Namun ia
bersikap bahwa pemahamannya bukan doktrin panteisme. Hal ini berarti “ungkapan” Tuhan dalam
ciptaan-ciptaan-Nya bukanlah kehadiran “fisik” Tuhan dalam diri mereka. Lihat lebih lanjut dalam
Azyumardi Azra, Jaringan Ulama-Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII (Cet. I:
Jakarta: Penerbit Kencana, 2008), h.270-301.
140Silsilah Maqgau Raja Tallo Makassar XIX I Paricu Daeng Manaba Karaeng Tanete.
manuskrip.
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Terdapat perbedaan antara silisilah kerajaan dan fakta dalam litertur lain mengenai
istri Daeng Matajang, diketahui dalam literatur lain bahwa Daeng Matajang menikahi
Datu dari Kerajaan Mario ri Wawo.141 Akan tetapi, fakta membuktikan bahwa
sepanjang sejarah, dari kerajaan manapun, raja-raja bahkan elite bangsawan dan
agama biasa menikahi wanita lebih dari satu. Jadi sangat memungkinkan ketika
Daeng Matajang memiliki istri selain Daru Mario ri Wawo, yaitu Kare Sanging binti
Syekh Yusuf al-Makassary.
Hal menarik lainnya dalam silsilah tersebut, kali pertama bukanlah dijabat
oleh Daeng Matepu selaku wakil syiar Islam yang ditunjuk oleh Petta SugiE. Namun
kali pertama dijabat oleh Syekh Ali (Aliyah) Puang Rijoleng. Memang dalam literatur
berbeda Daeng Matepu atau dikenal dengan nama Lawaru Daeng Matepu diketahui
sebagai Arung Tanete yang melepas jabatannya karena keinginannya untuk
melanjutkan syiar Agama Islam.142 Akan tetapi jika meninjau dalam Basrah Gissing
memang ada seorang raja yang mengundurkan diri dari jabatannya bernama Daeng
Matulung karena tidak menyukai kebiasaan makkasuwiyang. Perlu diketahui Daeng
Matujung adalah raja yang menjabat sebelum masa pemerintahan Daeng Matajang
atau Lasulo Daeng Matajang yang merupakan saudara Daeng Matepu.143 Namun
nama Daeng Matulung selaku raja tidak terdapat dalam lontara. Maka bisa jadi yang
141Naiya maitta-ittana Daeng Matajang makkarung ri Tanete, naiya Arumpone napassialani
anaq darana sinasiyamanna, iyana Datu Mario ri Wawo. Lihat dalam Lontara Attoriolong ri Tanete,
manuskrip, transliterasi dan terj. Shaifuddin Bahrum, h. 39. dan Basrah Gissing, Sejarah Kerajaan
Tanete, h. 58-59.
142Darwas Rayid, Sejarah Perjuangan Kemerdekaan di Daerah TK II Kabupaen Barru, h. 84,
dan juga dalam Suriadi Mappangara, et.al, Laporan Kompilasi dan Analisis Data Ensiklopedia Sejarah
Barru-Periode Awal hingga 1905, h. 76. Serta St. Muhaeminah, “Islam di Tanete, Skripsi (Fakultas
Adab dan Humaniora, UIN Alauddin, 197.), h. 61.
143Basrah Gissing, Sejarah Kerajaan Tanete, h. 54-55.
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dimaksud Daeng Matulung adalah Daeng Matepu selaku wakil syiar Islam Petta
Sugie.
Selanjutnya, dalam sistem kepemimpinan kalie atau kadhi, utamanya dalam
menjalankan tugasnya ia dibantu oleh beberapa orang yaitu iman, khatib, bilal dan
Doja.144 Tugas dari para pembantu kalie akan diuraikan sebagai berikut:
a. Iman bertugas membantu khadi dalam tugas sehari-hari dan acara resmi
maupun tidak resmi, bahkan mengganti khadi jika berhalangan,
membimbing masyarakat dan menjadi imam masjid serta mengkoordinasi
penasehat tingkat distrik atau kampung. Selain itu empat orang imam
sebagai anggota ledeng (dari bahasa Belanda leiding yang berarti
kepemimpinan atau pemimpin) masing-masing imam Pancana, imam
Lalolong, imam Lipukasi, imam Lompo Tengnga. Mereka berfungsi dalam
mendampingi Kadhi menjalankan fungsi peradilan145
b. Khatib bertugas membantu Khadi dan Imam dalam pelaksanaan tugas
sehari-hari serta mewakili Imam jika berhalangan dalam proses
pembimbingan masyarakat. Dalam literatur lain diketahui yang bertindak
sebagai panitera tetap adalah khatib. Lalu sebagaimana Kadhi, seorang
khatib diangkat oleh raja berdasarkan kecakapan (pengetahuan agama) dan
keturunan. Biasanya kadhi dan khatib diangkat dari keluarga yang secara
turun temurun menjabat jabatan itu.146
144Lihat dalam Darwas Rayid,  Darwas Rayid, Sejarah Perjuangan Kemerdekaan di Daerah
TK II Kabupaen Barru, h. 83-82, dan juga dalam Suriadi Mappangara, et.al, Laporan Kompilasi dan
Analisis Data Ensiklopedia Sejarah Barru-Periode Awal hingga 1905, h. 75-76.
145Hasan Walinono, “Tanete-Suatu Studi Sosiologi Politik” Disertasi, h. 103
146Hasan Walinono, “Tanete-Suatu Studi Sosiologi Politik” Disertasi, h. 103
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c. Bilal bertugas membantu imam dan khatib serta bertugas sebagai muadzin
dan memelihara kebersihan masjid bersama doja.
d. Doja bertugas memelihara masjid, meladeni hajat masyarakat serta menjadi
pengawal kadhi. Umumnya doja dari golongan yang kurang mampu dan
kurang pengetahuan agamanya.
Hal yang nampak, integrasi Islam dalam struktur kerajaan adalah suatu hal
yang perlu dalam upaya mengembangkan Islam. Menurut Syarifuddin Jurdi, proses
integrasi Islam dengan kekuasaan merupakan kebutuhan mendesak untuk terus-
menerus melanjutkan proses reformasi Islam, merekonsiliasi komitmen Muslim
dengan kebutuhan-kebutuhan praktis masyarakat, melalui keterlibatan agen-agen
intelektual dalam struktur negara.147 Keterlibatan mereka diharapkan tidak hanya
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tapi pengontrol watak negara terkait dengan
kebijakan-kebijakan yang diluncurkan pemerintah. Pada akhirnnya, sebagaimana
diharapkan muncullah penetrasi baru dalam konsep pangaderreng yakni saraq
sebagai konsekuensi logis dari keberadaan parewa saraq
Saraq secara bahasa berasal dari kata syariat, dalam hal ini syariat Islam.148
Eksistensi saraq memperkaya makna pangadderreng menjadi lebih bernuansa
religius sambil mengoreksi hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Berarti
segala ketentuan dalam pangaderreng harus memiliki nafas ke-Islam-an.149 Namun
perlu diketahui sepanjang perjalanannya, saraq tidak perlu terlalu sulit menyuntikkan
147Syarifuddin Jurdi, Islamisasi dan Penataan Ulang Identitas Masyarkat Bima (Cet.  I:
Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 9.
148Mattulada, Latoa-Satu Lukisan Analitis mengenai Antropologi Politik Orang Bugis, h. 382.
149Nurman Said, Membumikan Islam di Tanah Bugis (Cet. I: Makassar: Alauddin University
Press, 2011), h. 97.
115
nilai Islam karena dalam pangaderreng telah ada nilai-nilai utama yang menjadi
prinsip dasar perilaku manusia yaitu lempuq (kejujuran), acca (kecendekiaan),
asitinajang (kepatutan), getteng (keteguhan) dan siriq (rasa malu) sebagai nilai yang
menjadi kunci dari keempat nilai sebelumnya.150 Nilai-nilai tersebut telah eksis
sebelum Islam hadir ditengah-tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan yang
tercantum dalam lontaraq mengenai perbincangan antara Bonto Lempangan dam
Karaeng Gowa tentang Kerajaang Agangnionjo (Tanete) tentang tentang wilayah dan
orang-orang yang berada didalamnya.
Nakko purani matu ripatoppoki sappo batu tellui temmakkulle deq ri lalenna
wanuwaE to malempuE, to maccaE, to waraniE. Tenrumpaq wanua
sangaddinna rumpaqi alena narekko tenriasenni malempuiE to maccaE,
tenriasenni warani to waraniE, tenriasenni macca to maccaE. Nakko situppu
mopi langie natanaE, ajaq nauttamaiwi mananngae karaeng nasekkoe lalo.151
Artinya:
Jika kelak negeri ini sudah dipasangi batu, maka ada tiga hal yang tidak
mungkin tidak ada di dalamnya. Orang jujur, orang pintar dan orang
pemberani. Oleh karena itu, tidak akan tumbang negeri tersebut, kecuali
mereka sendiri yang menumbangkannya. Jika kelak tidak dianggap jujur lagi
bagi orang jujur, dianggap tidak berani lagi orang berani dan tidak dianggap
pintar lagi orang pintar. Maka selamat bumi masih berkolom langit, maka
janganlah paduka tuanku ikut terlibat didalamnya.152
Berdasarkan pemaparan di atas tentang intergrasi Islam di Kerajaan Tanete.
Maka dapat terlihat beberapa perubahan secara struktural dalam pemerintahan
Tanete. Perubahan secara struktural ini membuktikan bahwa Islam dan politik dapat
hidup berdampingan. Sebagaimana dalam pandangan simbiostik bahwa agama akan
berjalan baik dengan melalui institusi negara, sementara pada posisi lain negara juga
150Lihat lebih lanjut dalam A. Rahman Rahim, Nilai-Nilai Utama Kebudayan Bugis (Cet. I:
Makassar: Lembaga Penerbitan Unhas, 1985), h. 144-168.
151Lontara Attoriolong ri Tanete, manuskrip, transliterasi dan terj. Shaifuddin Bahrum, h. 22.
152Basrah Gissing, Sejarah Kerajaan Tanete, h. 30-31.
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tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri tanpa agama, karena keterpisahan agama dari
negara dapat menimbulkan kekacauan dan amoral.153
Hal ini didukung oleh al-Mawardi dalam Al-Ahka>m al-Sultha>niyah wa al-
wila>yah al-dini>ah bahwa pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan
dua  jenis aktivitas  yang  berbeda, namun berhubungan secara simbiostik. Keduanya
merupakan dua dimensi dari misi kenabian. Paradigma ini memposisikan negara
sebagai lembaga  politik dengan sanksi-sanksi keagamaan.154
Maka berdasarkan tinjauan terhadap integrasi Islam dalam struktur Kerajaan
Tanete, dapat dipahami bahwa paradigma simbiostik lah yang teraktualisasi dalam
pemerintahan kerajaan tersebut.
2. Posisi Raja Setelah Islamisasi
Pada subpembahasan ini akan dibahas tentang posisi raja dalam struktur
kerajaan setelah penetrasi Islam. Dapat dilihat dari upaya meninjau perkembangan
Tanete sejak abad XVII-XVIII setelah Islam melembaga. Peninjauan tersebut
bertujuan untuk melihat posisi atau status raja setelah Islam diterima sebagai agama
kerajaan. Lebih lanjut, peninjauan tersebut berdasarkan posisi, status atau peran
terkait Islam dan perkembangannya.
Penerimaan Islam di kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan sangat
bergantung oleh peran seorang raja. Posisi raja sangatlah vital dalam proses
islamisasi. Hal ini berangkat dari konsepsi tentang raja sebagai wakil Tuhan di bumi
yang diterima secara umum dalam masyarkat Nusantara saat itu. Konsepsi itu
153Ahmad Suaedy (ed.), Pergulatan Pesantren Demokrasi, h.92.
154Miftah AF. Hubungan Negara dan Agama dalam Perspektif Fiqh Siyasi dalam Al- Ahkam,
Volume XIII Edisi II, 2001, h. 26.
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diperjelas oleh Ibn Taimiyah bahwa inna sultha>na dzallu llahi fi al-ardh yang
artinya sesungguhnya, sultan adalah bayangan Allah di bumi. Lebih lanjut,
ditambahakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa lianna al-mulku fi al-ardh naibu al-lla>hi
fi al-‘a>lamin yang artinya sesungguhnya raja di bumi adalah pengganti Tuhan di
alam ini. Konsepsi tersebut berasal tradisi raja-raja Babilonia, yang merupakan tradisi
pra-Islam.155 Melalui paham pra Islam ini, menguatkan peran raja dalam proses
islamisasi.
Pada Kerajaan Tanete, proses islamisasi diketahui dimulai oleh Raja Tanete
IX, Petta Sugie. Dalam perkembangannya, beberapa raja telah berupaya menjadi
patron dalam penyebar Islam di daerah tersebut. Nampaknya gejala patronase tidak
hanya terjadi pada ranah sosial-ekonomi. Patronase menurut Musafir Pabbabari
adalah sebuah hubungan kontraktual serta timbal-balik antara orang-orang yang tidak
memiliki status sosial yang sama. Hubungan tersebut dibangun atas penguasaan
kebutuhan oleh patron dan klien memberi dukungan politik dan penghormatan
simbolis terhadap patron.156 Lebih lanjut dikatakan bahwa hubungan antara
masyarakat dengan tokoh spiritual dibangun atas kebutuhan masyarakat terhadap
kekuatan spiritual sekaligus teladan.157 Keberadaan paham akan raja sebagai
bayangan Tuhan ditambah sebagai teladan spiritual semakin membantu dalam proses
islamisasi yang ada di Sulawesi Selatan, terkhusus Kerajaan Tanete.
155Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan-Abad XVI sampai Abad XVII , h. 158-160.
156Lihat dalam Musafir Pabbari, Islam dan Politik  Lokal- Pola Hubungan Otoritas Agama
dan Politik, h. 38-40
157Lihat lebih lanjut gejala patronase dalam aspek agama, Musafir Pabbari, Islam dan Politik
Lokal- Pola Hubungan Otoritas Agama dan Politik, h. 46-49.
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Proses syiar Islam di Kerajaan Tanete dilanjutkan oleh raja-raja setelah Petta
SugiE. Salah satu Raja Tanete setelahnya ialah Lasulo Daeng Matepu atau dalam
lontaraq disebutkan sebagai Daeng Matulung diketahui melepas jabatannya.158 Hal
ini dimotivasi oleh keinginan untuk fokus dalam menyebarkan Islam.159 Pada sisi
lain, didasari atas ketidaksukaan terhadap perilaku makkasuwiyang terhadap Raja
Bone. Perlu diketahui saat itu pada masa MatinroE ri Bulianna (Raja Tanete X), Raja
Bone atau Arumpone-lah yang sangat superior terhadap kerajaan-kerajaan lain di
Sulawesi Selatan.160 Melalui hal ini dapat tergambar bahwa  seorang raja sangat
konsen terhadap Islam. Namun raja dalam hal ini, bukanlah seseorang dengan dua
status atau posisi, selaku raja dan kadhi. Sehingga raja di Kerajaan Tanete hanyalah
seorang raja yang menguasai negara dan pengontrol agama di jabat oleh seorang
kadhi.
Pada perkembangan selanjutnya, terkhusus sejak Islam melembaga hingga
abad XVIII tidak ditemukan lagi dalam literatur peran raja yang signifikan dalam
pengembangan Islam. Namun hubungan serta komunikasi intensif raja dengan khadi
biasa terlihat dari beberapa diantaranya:
158Dalam Darwas Rayid, Sejarah Perjuangan Kemerdekaan di Daerah TK II Kabupaen
Barru, h. 84, dan juga dalam Suriadi Mappangara, et.al, Laporan Kompilasi dan Analisis Data
Ensiklopedia Sejarah Barru-Periode Awal hingga 1905, h. 76. Serta St. Muhaeminah, “Islam di
Tanete, Skripsi (Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Alauddin, 197.), h. 61.
159Suriadi Mappangara, et.al, Laporan Kompilasi dan Analisis Data Ensiklopedia Sejarah
Barru-Periode Awal hingga 1905, h. 76.
160Dalam lontara diungkapkan, Naiya arunge iyae kumaneni ri Arumpone makkasuwiyang
artinya sedangkan aruunge semuanya makkasuwiyang kepada Arumpone. Hal ini dipahami karena
setelah kekalahan Kerajaan Gowa dalam Perang Makkassar dan dengan adanya Perjanjian Bongayya,
menyebabkan Gowa kehilangan pengaruh  di Sulawesi Selatan. Lihat dalam Lontara Attoriolong ri
Tanete, manuskrip, transliterasi dan terj. Shaifuddin Bahrum, h. 38.
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a. Pada masa Daeng Mattiring, Raja Tanete ke XIV (1733-1744), sebelum
mengunjungi Jendral Belanda di LonjiqE (benteng), raja tersebut terlebih
dahulu mengunjungi guru-gurunya bernama Syekh Abdul Syukur, Syekh
Umar, Syekh Muchsin.161
b. Pada masa We Tenri Leleyang, Raja Tanete XV (1744-1750). Suatu
waktu Tenri Leleyang menyampaikan wasiatnya kepada Arumpone bahwa
anaknya yang bernama La Maddussila yang akan menggantikan ia sebagai
Raja Tanete setelah ia wafat.  Setelah menyampaikan hal tersebut kepada
Arumpone, ia pun mengunjugi KaliE yang merupakan anak dari Syekh
Buhari di Bontoala (tidak diketahui namanya) untuk berkomunikasi
mengenai hal tersebut kepada gurunya.162
Dari dua peristiwa di atas tentu dapat dipahami sebagai hubungan serta
komunikasi intensif antara penguasa dan tokoh agama, sebelum mengambil
kebijakan. Namun bukan berarti hanya dua peristiwa itu saja yang memperlihatkan
komunikasi intensif kepada tokoh agama. Akan tetapi jika ditinjau lebih jauh, tentu
saja tradisi atau hubungan intensif tersebut telah dibangun sebelum masa Daeng
Mantiring selaku Raja Tanete ke XIV (1733-1744) dan setelah masa We Tenri
Leleyang, Raja Tanete XV (1744-1750). Perlu diketahui raja-raja sebelum masa
Daeng Mantiring adalah Daeng Tennisaga163 (Raja Tanete XIII, 1690-1733), Daeng
161Dalam lontara diungkapkan bahwa narang narapi tanra essona nasitana anregurunna
riasengngE Saiye Manessa, apagisa rilainnae nainappana sita ri lopiqE komisarisi artinya ketika tiba
hari yang ditetapkan bertemulah anregurunya yang bernama Syekh Malisu demikan juga yang lainnya,
bertemu komisaris di LojiqE. Lontara Attoriolong ri Tanete, manuskrip, transliterasi dan terj.
Shaifuddin Bahrum, h. 33. dan lihat juga dalam  Basrah Gissing, Sejarah Kerajaan Tanete h. 75
162Basrah Gissing, Sejarah Kerajaan Tanete h. 93.
163Keistimewaan dari La Patteke Tana Daeng Tennisaga adalah ia sebagai pemegang tampuk
kekuasaan di tiga kerajaan yaitu Tanete, Luwu dan Mario. Itulah sebabnya ia digelari Arung Tellu
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Matajang (Raja Tanete XII), Daeng Matulung atau Matepu (Raja Tanete XI) dan
MatinroE ri Bulianna (Raja Tanete X).164
Selain hal di atas, salah satu peran raja khususnya Raja Tanete IX, Petta Sugie
sebagai raja pertama yang menerima Islam. Telah dibahas sebelumnya, raja ini
mengambil langkah penting dengan menikahi wanita dari Johor. Selain berperan
dalam proses pembentukan nucleus komunitas-komunitas Islam,165 melalui
pernikahan ini berdatanganlah orang-orang Muslim lain dari berbagai daerah.
Faktanya, pada tahun 1619, salah seorang guru tarekat dari Johor datang ke Tanete
dan menetap di Kampung Coppoq (sebelah utara istana Kerajaan Tanete).
Kedatangannya membawa perubahan, disamping berdagang, ia juga menyebarkan
ajaran tarekatnya kepada penduduk. Ternyata permaisuri dari Johor yang
mengundang guru tarekat tersebut.166 Maka setelah penetrasi tambahan dari tarekat
tersebut, sistem baru yang berorientasi dalam Islam yakni saraq semakin jelas
kedudukannya dalam pemerintahan. Melalui tarekat tersebut semakin menambah
identitas keislaman masyarakat.
Salassana (Raja yang memiliki tiga singasana). Keistimewaan tersebut diperoleh dari orang tuanya
yaitu Daeng Matajang selaku Raja Tanete dan ibunya merupakan Datu Mario ri Wawo dari Kerajaan
Mario ri Wawo. Setelah menjabat ia dipinang oleh Raja Luwu ketika itu. Sehingga sangat wajar jika ia
dikatakan sebagai pemegang supremasi di tiga kerajaan. Lihat Suriadi Mappangara, et.al, Laporan
Kompilasi dan Analisis Data Ensiklopedia Sejarah Barru-Periode Awal hingga 1905, h. 3-4 dan
Basrah Gissing, Sejarah Kerajaan Tanete h. 58-59.
164Lihat Silsilah Kerajaan Tanete di Basrah Gissing, Sejarah Kerajaan Tanete h. 213 dan
Silsilah MaqGau Raja Tallo Makassar XIX I Paricu Daeng Manaba Karaeng Tanete. manuskrip.
165Azyumardi Azra, Jaringan Ulama-Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-
XVIII, h. 12.
166Tarekat Sattariyah adalah salah satu aliaran kebatinan yang berasaskan Islam. Titik pusat
ajaran ini pada persoalan pemahaman diri sebagai cerminan untuk memahami eksistensi Allah swt.
Menurut ajaran ini, barang siapa memahami dirinya niscaya ia dapat mengenal dan  memahami Allah
swt. Lihat lebih lanjut dalam  Suriadi Mappangara, et.al, Laporan Kompilasi dan Analisis Data
Ensiklopedia Sejarah Barru-Periode Awal hingga 1905, h. 3-4
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Melalui pembahasan ini dapat dilihat peranan raja dalam pembangunan Islam.
Meski pada posisi ini raja bukanlah pemimpin agama, namun dapat diperhatikan
bahwa raja membangun komunikasi intensif dengan tokoh agama. Hal ini berarti raja
dalam paradigma hubungan Islam dan politik mempunyai kedudukan yang strategis
dalam menciptakan nuansa keagamaan di sebuah negara.167 Lebih lanjut dikatakan
oleh al-Ghazali (1058-1111 M.) ada isyarat akan hubungan pararel antara agama dan
negara, seperti dicontohkan dalam pararelism Nabi dan raja.  Menurut al-Ghazali,
Jika Tuhan telah mengirim nabi-nabi dan memberi wahyu pada mereka, maka Dia
juga telah mengirim raja-raja dan memberi mereka kekuatan Ilahi. Keduanya
memiliki tujuan yang sama kemaslahatan kehidupan manusia.168 Hal ini berarti
berkaitan dengan peninjauan atas posisi raja, maka paradigma hubungan Islam dan
politik yang mengena adalah paradigma simbiostik.
3. Implementasi Islam dalam Kehidupan Sosial
Pembahasan mengenai implementasi Islam dalam kehidupan sosial
merupakan konsekuensi logis dari penetrasi Islam terhadap struktur pemerintahan dan
peran raja dalam Islam. Melalui konsekuensi logis tersebut, dapat dilihat berbagai
kebijakan serta model kehidupan baru yang tercipta di kehidupan sosial masyarakat.
Agar lebih memudahkan maka implementasi Islam dapat dilihat dari upacara inisiasi
atau ritus hidup. Sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad M. Sewang bahwa
perwujudan ajaran Islam dalam kehidupan sosial akan lebih mudah diketahui jika
dilihat dari pelaksanaan upacara inisiasi atau siklus hidup (rites de passage) yang
167J. Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, h. xii.
168Andito (ed.), Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia, h. 93.
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merupakan upacara untuk menandai perpindahan satu fase kehidupan dalam
perjalanan hidup seorang individu seperti kelahiran, perkawinan dan kematian.169
Ritus hidup pertama adalah ritus kelahiran. Ritus ini menandai seseorang
kedalam cara hidup yang baru serta suci. Umumnya dalam masyarakat Bugis
ditemukan cara-cara seperti pemotongan rambut seorang anak lalu dimasukkan
kedalam kelapa muda170 dengan harapan anak tersebut lahir dalam keadaan suci. Hal
ini juga terjadi pada orang-orang Melanesia yang menggunakan minyak sebagai
upaya purifikasi dan pembaharuan, sehingga si anak terhindar dari kekuatan setan.171
Setelah Islam masuk, maka ditambahkanpula tradisi lain sesuai dengan anjuran Nabi
Muhammad saw. Dalam tradisi ini bayi laki-laki dipotongkan kambing sebanyak dua
ekor dan bayi perempuan dipotongkan satu ekor kambing. Namun bagi sebagian
orang memotongkan kambing adalah tradisi yang ada sebelum Islam.172 Meskipun
demikian upacara lain sehubungan dengan kelahiran tidak dihilangkan secara serta-
merta dalam ritus kelahiran. Salah satunya, pada masa Daeng Matajang (Raja Tanete
XII) setelah anaknya lahir bernama Daeng Tennisaga terdapat tradisi mattedo atau
pemasangan anting-anting bagi anak raja. Hal ini menandai bahwa kelak anak ini
169Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa-Abad XVI sampai abad XVII, h. 148.
170Kelapa muda umumnya ada dalam setiap ritus Bugis Makassar. Biasanya kita temukan
dalam campuran makanan seperti onde-onde. Sebagian orang memahaminya sebagai proses penyucian
karena kelapa sebagaimana fungsinya untuk menyegarkan dan membersihkan (obat alami) bagi
manusia.
171Wahyuni, Perilaku Beragama-Studi Sosiologi Terhadap Asimailasi Agama dan Budaya di
Sulawesi Selatan (Cet. I: Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 21-22.
172Ahmad Saransi, Tradisi Masyarakat Sulawesi Selatan (Cet. I: Makassar: Lamacca Press,
2003), h. 97.
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menjadi pewaris tahta kerajaan.173 Meskipun memang diakui bahwa tradisi ini hanya
berkisar dikalangan istana.
Lebih lanjut, melalui ritus kelahiran dalam budaya Sulawesi Selatan dalam hal
ini di Kerajaan Tanete akan mengantar pada prosesi atau upacara adat lain dalam
masyarakat. Sebagai contoh yakni tradisi khitanan sebagai tradisi yang perlu dilalui
seorang anak jika telah menginjak usia remaja. Perlu dipahami memang tradisi ini
sebagai perintah dalam Islam yang mengharuskan setiap umat Islam melalui proses
khitan tersebut.
Ritus berikutnya adalah ritus perkawinan. Ritus ini adalah salah satu ritus
penting dalam peralihan hidup seseorang. Ritus ini menandai peralihan hidup dari
tingkat remaja ke tingkat dewasa. Pada etnis manapun akan ditemukan berbagai
upacara yang mengiringi ritus perkawinan ini. Pada etnis Bugis, ritus perkawinan
melalui beberapa tahapan di antaranya yang umum dilakukan adalah mappettuada,
mappacci, tudang botting, dan marola.174
Tahapan pertama adalah mappettuada, yakni menetapkan keputusan, dan
menyimpulkan kembali kesepakatan-kesepakatan yang telah dibicarakan bersama
mengenai jumlah mahar, bosara, penentuan hari perkawinan dan lain-lain. Pada
masa Islam jumlah mahar ditentukan nilai uang real175 dan disertai dengan aturan
dalam Islam yaitu pengucapan ijab kabul dan lain-lain. Seperti yang tergambar
173Suriadi Mappangara, et.al, Laporan Kompilasi dan Analisis Data Ensiklopedia Sejarah
Barru-Periode Awal hingga 1905, h. 64.
174M. Dahlan, “Asimilasi Budaya Islam dan Tradisi Lokal pada Pernikahan Tradisional Bugis
di Sinjai” Disertasi (Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar, 2012), h. 260.
175Tampaknya hal ini sama dengan yang terjadi di Kerajaan Gowa setelah Islam melembaga.
Besarnya mahar tergantung kedudukan sosial laki-laki dan perempuan. Untuk bangsawan tinggi 88
real, bangsawan mengenah 44 real, bangsawan Bate Salapanga 28 real, tumaradeka 20 real dan ata 10
real. Dalam Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa-Abad XVI Sampai Abad XVII, h. 161.
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dari peristiwa pernikahan anak Karaeng Lembang Parang bernama Karaeng Pasi,
sebagai berikut:
Ternyata pancana (usungan pengantin atau pelaminan) yang pernah
digunakan sewaktu ia disunat, masih digunakan sewaktu ia berangkat
mengucapkan ijab kabulnya di Lipukasi. Tibalah hari pelaksanaan pesta
perkawinannya, beliau kemudian dinikahkan dengan uang mahar sompa
kati176 atau senilai 264 reyal. Setelah proses ijab kabul tersebut selesai,
mereka kemudian diarak kembali ke Tanete.177
Tahapan berikutnya (kedua) adalah Mappacci, yakni proses pembersihan
bagi calon pengantin secara lahiriah dan batiniah, sehingga dalam acara ini
meliputi beberapa rangkaian seperti cemme botting dan tudangpenni.178 Namun
setelah era Islam ditambahkan dengan tradisi mappanre temmeq179 dan barzanji180.
Tahapan ketiga adalah tudang botting yang sama seperti acara pesta pernikahan
atau walimah. Tahapan terakhir adalah marola atau mapparola adalah kunjungan
balasan dari pihak mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki.181
Melalui pemaparan tadi, dapat dilihat implementasi Islam dalam ritus
perkawinan. Integrasi antara ritus adat dan Islam memang tidak dapat disanggah
176Satu kati senilai 88 reyal + 8 uang (8 dubbeltjes) + 8 doewi (duiten) dalam Basrah Gissing,
Sejarah Kerajaan Tanete, h. 22.
177Basrah Gissing, Sejarah Kerajaan Tanete, h. 133.
178M. Dahlan, “Asimilasi Budaya Islam dan Tradisi Lokal pada Pernikahan Tradisional Bugis
di Sinjai” Disertasi, h. 261.
179Meskipun pada awalnya tradisi mappanretemmeq bukanlah tahapan dari tradisi
mappaccing. Namun belakangan untuk mengefisiensikan waktu, maka telah jarang ditemukan
aktualisasi dari tradisi ini diluar tradisi mappaccing kecuali di daerah Mandar yang masih
mempertahankan tradisi ini dengan istilah mappatammaq.
180Barzanji adalah tradisi yang umum ditemukan diberbagai acara. Tradisi ini bertujuan untuk
menjunjung tinggi Nabi Muhammad saw. Syair ini disusun oleh Abu Ja’far al-Barzanji.  Namun di
Sulawesi Selatan kitab ini berjudul “Majmuu’t Mauluudd Sharf al-Anam”. Kitab ini mempunyai
muqaddimah dalam bahasa Melayu tulisan Arab Serang. Lihat lebih lanjut dalam Ahmad Saransi,
Tradisi Masyarakat Sulawesi Selatan, h. 30
181M. Dahlan, “Asimilasi Budaya Islam dan Tradisi Lokal pada Pernikahan Tradisional Bugis
di Sinjai” Disertasi, h. 261.
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karena perkawinan adalah suatu institusi yang diatur oleh adat dan hukum (Islam)
yang tidak boleh dilakukan sembarangan. Pada sisi lain, ritus tersebut perlu
dipersiapkan agar kekuatan-kekuatan lain tidak datang mengganggu kelancaran
proses perkawinan dan kehidupan keluarga calon pengantin.182
Ritus terakhir adalah ritus kematian. Ritus ini untuk memaknai serta
mengiringi peralihan hidup manusia dari alam nyata ke alam gaib. Pada dasarnya
tradisi di Tanete pra Islam hampir sama dengan Gowa pra Islam. Hal ini terjadi jika
memperhatikan asal usul raja di Kerajaan Tanete yang masih erat dengan Kerajaan
Gowa yaitu Datu GollaE (Raja Tanete I) merupakan kemenakan dari Tunipallangga
(Raja Gowa X).183 Menurut kepercayaan pra-Islam, seorang yang meninggal dunia
mayatnya harus dijaga agar rohnya tidak menggangu orang yang masih hidup dan
berkembang pula kepercayaan lain bahwa si mayat haruslah dikuburkan dengan
sebagian hartanya. Kebiasaan itu dilakukan agar roh jahat tidak menggangu orang
yang masih hidup.184 Hal ini berbanding terbalik dengan tradisi yang biasanya
berkembang di Sulawesi Selatan yaitu tradisi sidekka dan pappasidekka. Tradisi
sidekka ialah kebiasaan para pelayat membawa makanan maupun uang kepada
keluarga yang ditinggal mati. Sebaliknya tradisi pappasidekka adalah kebiasaan
memberikan barang-barang si mayat  kepada orang lain diluar. Selain itu, saat orang
meninggal, anggota keluarganya biasa membuat ulereng (usungan) untuk golongan to
182Wahyuni, Perilaku Beragama-Studi Sosiologi Terhadap Asimailasi Agama dan Budaya di
Sulawesi Selatan, h. 21-22.
183Syarief Longi ed., Kerajaan Tanete (Tanete) (Cet. I; Barru: Proyek Pengadaan Sarana
Sekolah Dasar Dinas P dan K, 2001), h. 1
184Ahmad M. Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa-Abad XVI Sampai Abad XVII, h. 153.
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sama (orang biasa) dan walasuji untuk kaum bangsawan yang terbentuk tiga
susun.185
Setelah Islam melembaga, maka seluruh tradisi tersebut disuntikkan aturan-
aturan Islam. Sebagaimana diketahui dalam tata-cara pengurusan jenazah melalui
tahapan-tahapan seperti memandikan, mengafani, menyembayangi mayat (shalat
jenazah), penguburan sesuai aturan Islam dan diakhiri dengan pengajian atau
takziah.186 Namun biasanya tidak dapat dipungkiri masih ada kepercayaan lama yang
mengiringi seperti pemotongan kelapa dan penaburan wewangian dan lain-lain. Perlu
juga ditambahkan dalam tradisi yang berkembang di Tanete, biasanya bangsawan
yang meninggal atau raja-raja dimakamkan di samping masjid. Dapat dilihat melalui
peristiwa pada masa pemerintahan Tenri Leleyang (Raja Tanete XV, 1744-1750)
tentang kematian Petta TowaE, sebagai berikut:
Selang beberapa lama Arung Pancana dalam pengasingannya, Petta TowaE
sakit ia dipindahkan ke selatan yaitu di bola mpareqE-nya (istana) Arung Pao-
Pao. Disanalah ia wafat, dan dikebumikan di bentenna (halaman) Masjid
Tua.187
Hal ini juga serupa dengan kuburan-kuburan raja di sekitar halaman masjid-
masjid tua di Sulawesi Selatan. Masjid-masjid tersebut seperti Masjid Katangka,
Masjid Tua Gantarang Selayar dan masjid lainnya. Ini mengindikasikan bahwa Islam
telah menjadi bagian dari masyarakat, bahkan dalam ritus kematian sekalipun mereka
hendak dikuburkan di halaman masjid yang diketahui kurang umum terdengar.
Berdasarkan pemaparan diatas, setelah menelesuri implementasi Islam dalam
kehidupan sosial maka dapat terlihat pola-pola aturan Islam yang terlembagakan.
185Ahmad Saransi, Tradisi Masyarakat Sulawesi Selatan, h. 110-111.
186Ahmad Saransi, Tradisi Masyarakat Sulawesi Selatan, h. 111.
187Basrah Gissing, Sejarah Kerajaan Tanete, h.112.
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Nampaknya, jika meninjau kesemua hal tersebut dengan menggunakan paradigma
hubungan Islam dan politik (negara) memang tidak memenuhi kriteria integralistik
yang menuntut aturan diberlakukan sesuai dogma agama. Menurut anggapan
integralistik, undang-undang telah ditetapkan di dalam Alquran oleh Allah swt.188
sehingga tugas pemerintah adalah untuk melaksanakannya, bukan merubahnya untuk
kepentingan- kepentingannya sendiri.
Gambaran diatas juga menolak pandangan Clifford Geerzt dalam teori Model
for Reality, yang beranggapan bahwa agama membawa doktrin atau konsep untuk
sebuah realitas. Bentuk transformasinya dengan menawarkan model pada pranata-
pranata yang telah ada. Sehingga pranata tersebut kemudian direformasi oleh model
yang ditawarkan (doktrin/dogma).189
Sehingga paradigma hubungan Islam dan politik yang lebih tepat bagi
gambaran tentang implementasi Islam dalam kehidupan sosial di atas adalah
paradigma simbiostik. Paradigma tersebut memandang bahwa dalam konsep
hubungan agama dan negara terdapat interaksi timbal balik dan saling membutuhkan.
Dalam hal ini, agama memerlukan negara karena dengan negara, agama dapat
berkembang.190 Agama akan berjalan baik dengan melalui institusi negara, sementara
pada posisi lain negara juga tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri tanpa agama, karena
keterpisahan agama dari negara dapat menimbulkan kekacauan dan amoral.191
188Mumtaz Ahmad (ed.), Masalah-Masalah Teori Politik Islam, h. 91.
189Ali Shodiqin, Antropologi Al-Quran-Model Dialektika Budaya dan Wahyu, (Cet. I: Jakarta:
Arruzz Media, 2008), h. 26-27.
190M. Arskal Salim G.P., Islam dan Relasi Agama-Negara di Indonesia dalam Abdul Mun’im
D.Z. (ed.), Islam di Tengah Arus Transisi (Cet. I: Jakarta: Kompas, 2000), h. 8.
191Ahmad Suaedy (ed.), Pergulatan Pesantren Demokrasi (Cet. I: Yogyakarta: LKiS, 2000),
h.92.
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Maka dalam perjalanan Kerajaan Tanete selama abad XVII-XVIII terdapat
konsesus pada satu paradigma hubungan Islam dan politik yaitu paradigma simbiotik.
Hal ini disadari paradigma ini mengakomodir aturan adat (adeq) dan aturan agama
(saraq). Ini juga atas keberhasilan pemimpin kerajaan yang mendobrak struktur
pemerintahan lama dan menginjeksinya dengan pola baru yang saling mendukung
satu sama lain. Pada sisi lain, tidak dapat dipungkiri kearifan lokal yang telah
bertahan selama berabad-abad ternyata membuat Islam mampu melenggang dengan






Berdasar pada pokok masalah dan sub-sub masalah yang diteliti dalam
tesis ini, dan kaitannya dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka
dirumuskan tiga kesimpulan sebagai berikut:
1. Kondisi politik Kerajaan Tanete pra-Islam dari pendekatan instituonal yang
bertumpu pada pemahaman bahwa politik adalah pembahasaan mengenai negara.
Oleh karena itu berdasarkan pendekatan tersebut, dapat diperhatikan asal-usul negara
dan unsur-unsur pembentuk negara (Kerajaan Tanete pra-Islam). Berdasarkan
pembahasan sebelumnya, asal usul negara Tanete pra-Islam atau Agangnionjo
dimulai sejak konsepsi kemimpinan tentang To-Sangiang muncul. Namun
eksistensinya sebagai sebuah negara, lebih tepatnya sebagai Kerajaan Agangnionjo
(Tanete) mulai saat usaha To-Sangiang untuk memanggil Arung Sigeri untuk
memimpin mereka. Pemanggilan Arung Sigeri untuk memimpin dimotivasi oleh
situasi sianre balei taue antara anak-anak To-Sangiang yang berimbas pada
masyarakat Agangniojo. Oleh karena itu inilah yang menjadi awal dari pembentukan
Kerajaan Tanete dengan Raja Tanete I, Datu GollaE.
Berbicara tentang unsur-unsur Kerajaan Tanete dibagi dalam dua sub
pembahasan. Pertama pembahasan terkait wilayah dan penduduk merupakan satu
kesatuan, hal ini terjadi karena mengetahui penduduk pada masa lampu haruslah
berdasarkan wilayah-wilayah yang eksis. Wilayah Tanete mulai memiliki kejelasan
pada masa Tomaburu’ Limanna. Pada masanya Kerajaan Tanete memiliki beberapa
wilayah Pancana hingga Lembang, sekitar 24 wilayah. Tentu saja setiap wilayah
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tersebut memiliki penduduk, tetapi khusus pada masa Daeng Ngasseng (Raja Tanete
III) telah ada pendatang dari Minangkabau, Melayu bahkan Jawa di beberapa wilayah
Tanete. Namun mengenai jumlah penduduk hanya dapat diterka melalui mata
pencaharian utama warga negara Kerajaan Tanete. Mata pencarian penduduk Tanete
adalah petani (berdasarkan analisa Mattulada) maka dalam sebuah desa bisa terdiri
dari 100 hingga 500 kepala keluarga. Hal ini dikarenakan daerah Tanete mayoritas
petani, tentu ini juga dikuatkan oleh kebiasaan To-Sangiang dalam bertani serta
keahlian Datu GollaE selaku Raja Tanete I dalam mengolah tanah pertanian.
Kedua, Kerajaan Tanete diperintah oleh seorang raja dengan gelaran Arung
atau Datu. Suksesi pemerintahan Arung atau Datu berdasarkan ikatan darah
kebangsawanan, hal ini tidak berarti seorang raja digantikan oleh anaknya tapi bisa
jadi ia digantikan oleh saudaranya yang masih dalam satu darah. Raja-raja Kerajaan
Tanete atau Agangniojo pra Islam dipimpin berturut-turut sebanyak delapan raja dari
Datu GollaE (Raja Tanete I), Puang Lolo (Raja Tanete II) hingga Tomaburuq
Limanna (Raja Tanete VIII). Dalam pemerintahan kebiasaan dari semua raja ini sama
yaitu bertani, paggae serta makkasuwiyang terhadap kerajaan superior yakni
Kerajaan Gowa. Hal ini dapat dimaknai sebagi upaya membangun hubungan
diplomatik terhadap kerajaan lain dan juga bentuk pengakuan terhadap eksistensi
Kerajaan Tanete. Selain raja, dalam struktur pemerintahan Kerajaan Tanete terdapat
pula  beberapa jabatan yang turut membantu raja dalam memerintah yaitu Pabbicara,
PattampaqE, Matoa Bissu, Syahbandar dan Ata Ribola.
2. Proses islamisasi di Kerajaan Tanete adalah serangkaian proses panjang
sebelum Islam melembaga. Tepatnya, ada dua kontak Islam dalam rangkaian proses
islamisasi di Kerajaan Tanete. Kontak pertama diawali oleh saluran perdagangan
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yang dilakukan oleh para pedagang Muslim dari daerah Malaka dan Minangkabau
pada pertengahan abad XVI. Upaya mereka berdagang sekaligus memperkenalkan
Islam melalui nilai-nilai yang tercermin dalam diri mereka. Kontak kedua dimulai
sejak Islam resmi menjadi agama Kerajaan Gowa pada awal abad XVII. Islamisasi
yang terjadi di Kerajaan Gowa berimbas terhadap Kerajaan Tanete selaku kerabat
Gowa. Lalu pada tahun 1608 M. (setahun setelah Islam resmi menjadi agama
Kerajaan Gowa), Petta SugiE (Raja Tanete IX) mendapat panggilan Raja Gowa
melalui kebiasaan makkasuwiyang. Setelah Petta SugiE mempelajari Islam, ia pun
kembali ke kerajaannya dan menyebarkan Islam dengan bantuan  Daeng Matepu yang
ditunjuknya sebagai wakil syiar Islam sekaligus guru agama. Sehingga kombinasi
antara Petta SugiE dan Daeng Matepu berimbas terhadap peresmian Islam sebagai
agama Kerajaan Tanete pada tahun 1610 M. Hal ini mengindikasikan bahwa metode
raja dalam menyebarkan Islam di Tanete bersifat persuasif, dalam upaya tidak
memaksakan hal tersebut kepada masyarkat Tanete.
3. Melihat paradigma hubungan Islam dan politik di Kerajaan Tanete
memerlukan beberapa indikator yang mengindikasi keberadaan pola-pola hubungan
Islam dan politik. Beberapa indikator tersebut yaitu Integrasi Islam dalam kerajaan,
posisi raja setelah islamisasi dan implementasi Islam dalam kehidupan sosial.
Keseluruhan indikator tersebut telah ditinjau berdasarkan tinjauan historis.
Pertama meninjau integrasi Islam dalam kerajaan dengan melihat perombakan
dalam struktur kerajaan. Upaya raja dengan memasukkan nilai Islam terlihat dengan
mengadakan jabatan parewa saraq yang memiliki kedudukan sama dengan parewa
adeq. Penunjukan tersebut menggantikan posisi matoa bissu, yang sebelumnya
adalah pemimpin kepercayan lama di Tanete. Parewa saraq yang biasa dipimpin
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dengan gelaran kaliE berfungsi mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam
pangaderreng. Sehingga melalui proses ini muncullah konsep adat baru yaitu saraq.
Selain itu seorang kaliE, dibantu oleh beberapa jabatan dibawahnya yang memiliki
fungsi masing-masing diantaranya adalah imam, khatib, bilal serta doja.
Kedua meninjau posisi raja setelah islamisasi dalam Kerajaan Tanete. Setelah
upaya islamisasi awal dilakukan oleh Petta SugiE maka suksesornya berupaya
melanjutkan pengembangan tersebut. Raja-raja setelah Petta SugiE (Raja Tanete IX)
hingga akhir abad XVIII, berturut-turut adalah MatinroE ri Bulianna (Raja Tanete X),
Daeng Matulung atau Daeng Matepu (Raja Tanete XI), Daeng Matajang (Raja Tanete
XII), Daeng Tennisaga (Raja Tanete XIII, 1690-1733 M.), Daeng Mantiring (Raja
Tanete ke XIV, 1733-1744 M.) dan We Tenri Leleyang (Raja Tanete XV, 1744-1750
M.). Namun perlu dipahami peranan raja dalam pembangunan Islam bukanlah
sebagai pemimpin agama, namun raja selalu membangun komunikasi intensif dengan
tokoh agama. Hal ini berarti raja dalam paradigma hubungan Islam dan politik
mempunyai kedudukan yang strategis dalam menciptakan nuansa keagamaan di
sebuah negara. Dapat dilihat pula dengan perombakan dalam struktur kerajaan pada
peninjauan pertama. Hal ini mengindikasikan bahwa paradigma simbiotik yang tepat
untuk menggambarkan situasi pemerintahan pada Kerajaan Tanete.
Ketiga¸ pembahasan tentang implementasi Islam dalam kehidupan sosial
merupakan konsekuensi logis dari penetrasi Islam terhadap struktur pemerintahan dan
peran raja dalam Islam. Dalam pelaksanaan upacara inisiasi atau siklus hidup (rites de
passage) yang merupakan upacara perjalanan hidup seorang individu seperti
kelahiran, perkawinan dan kematian sebelum Islam terlihat tradisi yang mencolok
serta bertolak belakang dengan ajaran Islam. Namun setelah adanya penetrasi Islam
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maka seluruh upacara daur hidup tersebut memiliki nilai-nilai serta sesuai dengan
aturan Islam. Seperti dalam upacara kelahiran yang diintegrasikan dengan anjuran
aqiqah, lalu dalam upacara pernikahan disuntikkan hal-hal yang menjadi anjuran
dalam Islam (ijab kabul, mahar bahkan uang reyal meski merupakan mata uang Arab
bukan Islam) dan terakhir upacara kematian yang dahulu sangat singkretis setelah era
Islam, mulai terlihat tata cara pengurusan jenazah dan menggeser kepercayaan lokal.
Hal ini membuktikan bahwa paradigma simbiotik yang teraktualisasi dalam
kehidupan masyarakat Tanete. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya intervensi
berlebih dari agama terhadap upacara inisiasi atau daur hidup masyarakat. Akan
tetapi terlihat adanya upaya integrasi antara Islam dan local wisdom masyarakat
Tanete. Sebab tidak ada upaya pemerintah dalam memaksakan perubahan secara
sporadis dalam kehidupan sosial di masyarakat Tanete.
B. Implikasi Penelitian
Berdasarkan pembahasan, objek serta kesimpulan sebelumnya, maka
penelitian ini berimplikasi pada urgennya kajian politik di Kerajaan Tanete masa pra
Islam. Oleh karena itu kepada para peneliti diharapkan untuk melakukan kajian
semacam ini, baik dengan sasaran atau obyek sama maupun yang berbeda. Studi
semacam ini sangat penting artinya karena dapat saling memperkuat penemuannya,
sehingga memungkinkan disusun suatu kesimpulan yang memadai. Hal ini juga
didasari oleh semangat penelitian yang selalu berupaya mencari kebenaran.
Kesadaran akan kebenaran didasari oleh fakta-fakta relatif yang bertaburan
dilapangan. Sehingga sekali lagi kajian diharapkan mendorong penelitan-penelitian
dengan studi yang serupa.
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Implikasi lain dari kajian ini ialah dari upaya menelusuri proses islamisasi di
Kerajaan Tanete. Proses tersebut adalah gambaran dari metode dakwah atau
penyebaran serta pengembangan Islam. Melalui metode yang dilakukan oleh
penguasa pada masa lampau  diharapkan dapat terimplementasi pada masa sekarang.
Utamanya dalam upaya syiar Islam serta pengembangan Islam di tengah-tengah
masyarakat kini.
Selanjutnya, item terakhir yang menjadi implikasi dari penelitian ini yaitu
melalui upaya menggambarkan pola-pola hubungan Islam dan negara pada masa
lampau. Upaya penggambaran tersebut sebagai contoh-contoh bagi pengambilan
kebijakan pada masa kini untuk berupaya mendialogkan hubungan antara Islam dan
politik. Kita sadari hubungan Islam dan politik seakan kabur, karena terdapat
anggapan bahwa Islam tidak boleh mengintervensi kebijakan politis sebuah negara.
Padahal pada masa lampau hal tersebut telah dipraktekkan oleh penguasa. Upaya
penguasa dalam mengintegrasi  nilai-nilai Islam pada struktur pemerintahan yang
berimbas pada kebijakan publik sangatlah nyata dan terasa. Sehingga sekali lagi,
kajian ini diharapkan untuk mengetahui kesinambungan antara hubungan tersebut di
masa lalu, kini, dan masa yang akan datang. Oleh karena itu bagi mereka yang
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SILSILAH RAJA-RAJA KERAJAAN TANETE1
Masa Awal Hingga Abad XVIII
1. Datu GollaE (1547 M.)
2. Pangara Wampang Puang Lolo
3. To MatinroE ri Boko Kajurunna
4. Daeng Ngasseng
5. Daeng Majannang
6. To Rijallo ri Adenna
7. Daeng Sanjai
8. To Maburuq Limanna (Kerajaan Agangniojo berubah nama menjadi Tanete)
9. Petta Pallase laseE – Petta SugiE (Awal islamisasi pada Kerajaan Tanete-1607
M.)
10. To MatinroE ri Bulianna
11. Daeng Matepu atau Daeng Matulung
12. Daeng Matajang
13. We Pattekke Tana Daeng Tennisangga
14. Daeng Matinring (1733-1744 M.)
15. Tenri Leleyang (1750-1750 M.)
1Berdasarkan silsilah kerajaan dalam buku Basrah Gissing, Sejarah Kerajaan Tanete (Barru:
Pemkab Barru, 2006), juga dalam Syarief Longi, ed., Kerajaan Tanete (Cet. I; Barru: Proyek
Pengadaan Sarana Sekolah Dasar Dinas P dan K, 2001), serta Silsilah MaqGau Raja Tallo Makassar
XIX I Paricu Daeng Manaba Karaeng Tanete. manuskrip disalin dari lontaraq keturunan Raja Gowa-
Tallo dan Agangniojo Tanete serta Syekh Yusuf al-Makassar, 2002. Semua sumber tersebut di validasi
dengan metode cross checking satu sama lain dan ditinjau kembali dalam Lontara Attoriolong ri
Tanete, manuskrip, transliterasi dan terj. Shaifuddin Bahrum, Makassar: Badan Arsip dan




BUKTI ARKEOLOGIS KERAJAAN TANETE
2Sumber Basrah Gissing, Sejarah Kerajaan Tanete (Barru: Pemkab Barru, 2006)
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Komplek Makam Petta Pallase-LaseE atau dikenal sebagai Petta SugiE. Raja Tanete IX yang
menerima Islam sebagai agama kerajaan
Masjid Tertua di wilayah Tanete, Bersama H. Abd. Ahmad (Penjaga Makam Namun
telah mengalami berbagai perombakan. Petta Pallase-LaseE)dan Ka. Desa Lalabata
Beberapa orang diwilayah Tanete mengatakan
ini makam Arung Palakka, namun mungkin lebih
tepat jika dikatakan sebagai Monumen
kebaradaan Arung Palakka di Tanete pada masa
To MatinroE ri Bulianna.
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A. Latar Belakang Masalah
Berangkat dari berbagai fakta sejarah, peristiwa-peristiwa mengenai relasi Islam dan
politik (agama dan negara) selalu muncul dipermukaan. Diskursus relasi Islam dan politik selalu
menjadi perbincangan para pemikir politik terkhusus pemikir politik Islam. Realitas memang
menunjukkan bahwa isu ini menjadi sesuatu yang hangat dan diskursif. Sehingga para sejarawan
perlu lebih jauh memahami hal tersebut dalam konteks sejarah. Oleh karena itu, demi memahami
hubungan Islam dan politik maka para sejarawan perlu berangkat dari fakta sejarah dan
memahami hubungan Islam dan politik tersebut sebagai bahan kaji sistem politik.
Lebih lanjut memperhatikan berbagai fenomena terkait hubungan Islam dan politik.
Setidaknya akan ditemukan tiga paradigma dalam memahami hubungan agama dan negara
(Islam dan politik). Paradigma pertama ialah sekularistik, paradigma kedua adalah simbiotik dan
paradigma teakhir adalah integralistik.
Selanjutnya untuk memahami aktualisasi hubungan Islam dan politik, maka penulis
beranggapan sistem kerajaan sangat tepat untuk meninjau kondisi tersebut. Hal ini didasari
karena melihat situasi Indonesia kini masih kental dengan semangat kerajaannya. Semangat
kerajaan itu dapat terlihat dari berbagai kondisi kerajaan di Nusantara pada masa lampau yang
eksis. Penulis beranggapan bahwa kondisi kerajaan Islam pada masa lampau sangatlah tepat
untuk melihat situasi tersebut, terkhusus kerajaan-kerajaan Islam.
Maka berdasarkan pemahaman tersebut penulis beranggapan bahwa salah satu kerajaan
yang layak dijadikan objek studi adalah Kerajaan Tanete. Pemilihan Kerajaan Tanete sebagai
fokus penelitian didasari atas beberapa alasan. Pertama, telah banyak studi yang mengangkat
Kerajaan Gowa, Bone, Luwu, Wajo sebagai kerajaan yang cukup terkenal di tengah masyarakat,
sehingga melupakan supremasi kerajaan lain, khususnya Kerajaan Tanete di Sulawesi Selatan.
Kedua, telah banyak studi yang mengangkat Kerajaan Gowa sebagai pusat syiar Islam, tetapi
melupakan Kerajaan Tanete sebagai pendukung dan pelaksana syiar Islam kedua di Sulawesi
Selatan. Ketiga, konsepsi kepemimpinan di Tanete diawali dengan adanya To-Sangiang yang
diperkirakan muncul pada abad XVI. Hal ini tentu berbeda dengan konsepsi kepeminpinan To-
Manurung yang muncul pada abad XIII-XIV. Terakhir, dalam sejarah Kerajaan Tanete diketahui
bahwa kerajaan tersebut memiliki hubungan erat dengan Kerajaan Gowa. Meskipun Kerajaan
Gowa bukanlah kerajaan dari rumpun Bugis. Salah satu bukti hubungan Kerajaan Tanete dan
Kerajaan Gowa, ialah melalui perubahan nama Tanete yang pada awalnya bernama
Agangnionjo. Hal ini dilakukan oleh Kerajaan Gowa, dengan tujuan mempersaudarakan
Kerajaan Tanete Selayar dan Kerajaan Agangnionjo (Tanete). Hubungan diplomatik lainnya
adalah antara Tanete dengan Kerajan Bone. Sebagai bukti, adanya maqam Arung Palakka1 tepat
bersebelahan dengan makam Petta SugiE, Raja Tanete pertama yang beragama Islam. Maqam
tersebut sebagai monumen untuk mengingat pelarian Arung Palakka yang diselamatkan oleh
Tanete ketika dikejar oleh tentara Gowa. Jika memperhatikan berbagai alasan di atas, pemilihan
Kerajaan Tanete sebagai fokus studi sejarah mengenai relevansi serta aktualisasi dari ketiga
paradigma tersebut tentu sangat tepat. Terlebih lagi, jika memperhatikan dinamika politik yang
terjadi pada pemerintahan Kerajaan Tanete, baik sebelum dan setelah pelembagaan Islam. Upaya
peninjauan tersebut akan dilihat sepanjang abad XVII-XVIII, yang tentu akan membuat studi
sejarah ini semakin menarik untuk dibahas beserta pengaruhnya terhadap masyarakat.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana kondisi politik di Kerajaan Tanete pra-Islam?
2. Bagaimana proses islamisasi di Kerajaan Tanete?
3. Bagaimana hubungan Islam dengan sistem politik di Kerajaan Tanete serta
pengaruhnya terhadap kehidupan sosial?
C. Deskripsi Fokus
Penelitian memfokuskan diri pada realitas pasca kehadiran Islam dan realitas politik
(lokal) di Kerajaan Tanete abad XVII serta relevansi paradigma hubungan Islam dan politik.
Deskripsi dari fokus penelitian terpusat pada kondisi politik Tanete pra-Islam, proses Islamisasi
dan aktualisasi dari paradigma hubungan Islam dan politik di daerah tersebut. Namun mengenai
aktualisasi dari paradigm tersebut, hanya paradigma integralistik dan simbiotik yang dapat
dijadikan fokus karena sekularistik sangat mustahil terjadi dalam konteks negara manapun. Hal
ini dimungkinkan karena setiap individu dan komunitas masyarakat tidak akan mampu
melepaskan diri dari intervensi dan fanatisme beragama yang melekat pada diri masing-masing
D. Kajian Pustaka
1. Sahajuddin : Proses Islamisasi di Kerajaan Tanete pada abad XVII.
2. Suriadi Mappangara :To-Manurung vs To-Sangiang (Studi Kasus Masa Awal
Kerajaan Tanete)
3. Muhaeminah : Islam di Tanete Barru (Kajian Historis)
4. Hasan Waliono :Tanete Suatu Studi Sosiologi Politik
5. Mattulada Latoa (suatu lukisan antropologi politik orang Bugis) serta Sejarah,
masyarakat dan kebudayaan Sulawesi Selatan.
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1Penulis mengatakan maqam, berdasarkan wawancara dengan penjaga makam setempat. Maqam berarti
tempat persinggahan/ seseorang pernah berada ditempat tersebut, dengan maksud sebagai memoir simbolik bagi
daerah tersebut, tentu saja tentang keberadaan Arung Palakka. Hamid, Abdullah. “Penjaga Makam Petta Pallase-
LaseE” wawancara Tanete Rilau  26 Mei 2013.
1. Untuk menelusuri lebih mendalam mengenai kondisi Kerajaan Tanete pada abad
XVII, baik dalam hal sejarah maupun hubungan Islam dan politik.
2. Untuk menemukan dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa
sejarah tersebut, dan tentu bermanfaat bagi manusia
3. Kegunaan ilmiah;
4. Kegunaan praktis;
Bab II. Tinjauan Teoritis
A. Konsep Islamisasi
Islamisasi adalah proses menjadikan Islam. Ada beberapa teori terkait hal tersebut namun
penulis mencantumkan dua teori terkait yaitu teori Parson dan teori Geertz. Teori Parsons
mengenai principle of integration yang memandang bahwa suatu kompleks unsur-unsur asing
seluruhnya dapat diterima bila hanya kompleks unsur-unsur tersebut dapat disesuaikan dengan
bentuk serta tingkah laku yang lama dan cocok dengan sikap-sikap emosional yang sudah ada.
Geertz beranggapan dalam teori Model for Reality, bahwa agama membawa doktrin atau konsep
untuk sebuah realitas. Bentuk transformasinya dengan menawarkan model pada pranata-pranata
yang telah ada. Sehingga pranata tersebut kemudian direformasi oleh model yang ditawarkan
(doktrin/dogma). Dari kedua teori tersebut dapat dilihat islamisasi sebagai proses yang dengan
metode persuasif serta represif.
Selanjutnya, untuk memahami secara konseptual istilah islamisasi memang perlu melihat
proses islamisasi tersebut. Para ahli sejarah membagi proses islamisasi, setidaknya kedalam dua
hal, yakni saluran islamisasi dan teori islamisasi.
1. Saluran Islamisasi
Mengenai saluran Islamisasi hanya beberapa yang akan diutarakan dalam kajian ini. Atas
alasan teknis,  sesuai dengan pembahasan yang menjadi fokus dan memiliki relevansi terhadap
kajian historis dalam penelitian ini. Beberapa saluran islamisasi tersebut ialah perdagangan,
perkawinan, tasawuf dan politik.
2. Teori Islamisasi
Pada dasarnya, kepastian kapan dan dari mana Islam masuk di Nusantara memang tidak
ada kejelasan. Setidaknya ada tiga teori yang mencoba menjelaskan tentang itu diantaranya:
Teori Gujarat, Teori Makkah, dan Teori Persia. Ketiga teori tersebut berbeda pendapat
mengenai: waktu masuknya Islam, asal negara yang menjadi perantara atau sumber tempat
pengambilan ajaran agama Islam dan pelaku penyebar atau pembawa Islam ke Nusantara.
B. Konsep Politik Bugis
Membahas perihal politik tentu membahas negara secara konseptual. Negara adalah suatu
daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang menuntut
warganegaranya untuk taat pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol)
monopolistis dari kekuasaan yang sah.  Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa sebuah
negara harus memenuhi beberapa unsur yang jelas. Unsur-unsur tersebut diantaranya penduduk,
wilayah, pemerintah dan hukum, bahkan biasanya ditambahkan dengan pengakuan serta
hubungan dengan negara lain.
Selanjutnya, negara dalam masyarakat bugis setidaknya ada dua istilah yang umum
digunakan yaitu kata akkarungeng dan tana. Jika ditelusuri dari segi penggunaannya, istilah
akkarungeng lebih kepada negara secara utuh dari keseluruhan integrasi kekuasaan politik
sementara tana hanya kepada wilayah kekuasaan politik secara geografis. Namun baik
penggunaan kata akkarungeng atau tana, keduanya masih tetap dapat digunakan sebagai
representasi istilah negara.
Lebih lanjut negara Bugis dapat dikatakan negara federal, karena negara-negara bugis
kebanyakan dibentuk dari daerah-daerah kecil (palili) yang disatukan oleh Matoa-Anang atau
Arung sebagaimana konsepsi mengenai To-Manurung dalam masyarkat Bugis. Raja sendiri
dalam konsep pemerintahan Bugis dianggap sebagai titisan To-Manurung. Sebagaimana
dipahami To-Manurung merupakan pemuncak dari konsep kepemimpinan orang Bugis. Namun
disisi lain dianggap sebagai mitos pembentuk pemerintahan atau penguat akan eksistensi
pemerintahan di tanah Bugis.
Lalu mengenai aturan yang berlaku dalam negara Bugis untuk mengatur kehidupan
bermasyarakat ada yang dinamakan Pangaderreng sebagai sebuah konsep dasar dalam penataan
masyarakat Bugis. Pangaderreng adalah aktualisasi diri dari seorang manusia sebagai individu
dalam membangun hubungannya terhadap orang lain dan lembaga-lembaga kemasyarakatan.
Aktualisasi dari Pangaderreng menjadikan diri seseorang menjadi pribadi-siriq dan pesse.
Pangaderreng memiliki empat unsur utama yaitu adeq, bicara, wari dan rappang serta saraq
yang muncul setelah Islam melembaga di Sulawesi Selatan, khususnya tanah Bugis.
C. Paradigma Hubungan Islam dan Politik
1. Integralistik
Paradigma pertama ini mengajukan  konsep  bersatunya  agama dan  negara.  Agama
(Islam) dan  negara,  dalam  hal  ini  tidak  bisa dipisahkan  (integrated),  wilayah  agama  juga
meliputi  politik  atau negara. Karenanya, menurut paradigma ini, negara merupakan lembaga
politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintahan  negara diselenggarakan atas  dasar  kedaulatan
Ilahi  (devine sovereignty), karena memang kedaulatan itu berasal dan berada di tangan Tuhan.
2. Simbiotik
Dalam pandangan simbiotik, konsep hubungan agama dan negara terdapat interaksi
timbal balik dan saling membutuhkan. Dalam hal ini, agama memerlukan   negara karena dengan
negar agama dapat berkembang. Agama akan berjalan baik dengan melalui institusi negara,
sementara pada posisi lain negara juga tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri tanpa agama, karena
keterpisahan agama dari negara dapat menimbulkan kekacauan dan amoral.
3. Indikator Paradigma Hub. Islam dan Politik
Untuk memudahkan dalam upaya meninjau realitas hubungan Islam dan Politik dalam
kerangka historis terdapat tiga indikator untuk meninjaunya. Indikator tersebut diantaranya;
integrasi Islam dalam sistem pemerintahan kerajaan, posisi raja setelah islamisasi dan landasan
dasar aturan ditinjau melalui implementasi Islam dalam kehidupan sosial. Indikator tersebut akan
ditinjau dalam kontinuitas peristiwa sejarah pada penelitian ini.
D. Kerangka Teoritis
Bab III. Metodologi Penelitian
A. Jenis Penelitian
Pada tahap penyelesaian studi ini, penulis perlu menggunakan beberapa metode untuk
memperoleh hasil lebih lanjut mengenai penelitian ini. Perlu diketahui bahwa jenis penelitian ini
adalah deskriptif-kualitatif.
B. Metode Pengumpulan Data
1. Heuristik adalah metode awal dari studi sejarah yang bertujuan untuk mengumpulkan,
mengklasifikasi sumber-sumber sejarah
2. Observasi Arkeologis.
C. Metode Pengolahan Data sebagai Kritik adalah tahap verifikasi keabsahan sumber.
D. Metode Analisis Data
1. Interpretasi
2. Pendekatan
a. Sosiologi (Teori Fungsionalisme Struktural)
b. Antropologi (teori Integrasi Parson dan Geertz)
3. Historiografi
Bab IV. Hasil Penelitian
A. Kondisi Politik Tanete pra-Islam
1. Asal Usul Kerajaan
Kerajaan Tanete (Agangnionjo) sebagai kerajaan Bugis yang mulai berdiri sekitar abad
XVI, kira-kira pada zaman pemerintahan Raja Gowa X  yakni Manriwa Daeng Bonto Karaeng
Tunipalangga tahun 1547 M dengan Raja pertama yakni Datu Golla’E. Namun secara historis
berdirinya Kerajaan Tanete tidak lepas dari mitos tentang To-Manurung. Jika kerajaan lain
diawali dengan mitos To-Manurung, maka berbeda dengan Kerajaan Agangnionjo yang ditandai
dengan kehadiran To-Sangiang. Kemunculan To-Sangiang nampaknya berbeda dengan
kemunculan To-Manurung. To-Sangiang muncul dari ketentraman yang terjalin dalam
masyarakat bukanlah melalui konflik dalam masyarakat. Meskipun mengenai kondisi masyarakat
sebelum kehadiran To-Sangiang tidak diketahui sama sekali. Namun dengan tidak adanya situasi
kacau balau (sianre balei taue) sebagaimana yang tergambar dalam kronik awal kemunculan To-
Manurung.
Perlu diperhatikan dalam sejarah Kerajaan Tanete bukanlah To-Sangiang yang menjadi
raja pertama, tetapi Datu GollaE-lah selaku Raja Tanete pertama yang awalnya adalah seorang
Arung di Segeri sekaligus kemenakan dari Raja Gowa X, I Manriwa Daeng Bonto Karaeng
Lakiung Tunipallangga (1546-1565). Hal ini berarti To-Sangiang dapat dikatakan sebagai pihak
ketiga atau tokoh dibalik layar terbentuknya kerajaan serta dipilihnya Datu GollaE. Pada posisi
ini, To-Sangiang berarti memiliki posisi yang sama dengan Matoa Ulu-Anang. Pemanggilan
Arung Sigeri atau lebih dikenal Datu Gollae untuk memimpin dimotivasi oleh situasi sianre
balei taue antara anak-anak To-Sangiang yang berimbas pada masyarakat Agangniojo. Oleh
karena itu inilah yang menjadi awal dari pembentukan Kerajaan Tanete dengan Raja Tanete I,
Datu GollaE.
2. Unsur-Unsur Kerajaan
Berbicara tentang unsur-unsur Kerajaan Tanete dibagi dalam dua sub pembahasan.
Pertama pembahasan terkait wilayah dan penduduk merupakan satu kesatuan, hal ini terjadi
karena mengetahui penduduk pada masa lampu haruslah berdasarkan wilayah-wilayah yang
eksis. Wilayah Tanete mulai memiliki kejelasan pada masa Tomaburu’ Limanna. Pada masanya
Kerajaan Tanete memiliki beberapa wilayah Pancana hingga Lembang, sekitar 24 wilayah. Tentu
saja setiap wilayah tersebut memiliki penduduk, tetapi khusus pada masa Daeng Ngasseng (Raja
Tanete III) telah ada pendatang dari Minangkabau, Melayu bahkan Jawa di beberapa wilayah
Tanete. Namun mengenai jumlah penduduk hanya dapat diterka melalui mata pencaharian utama
warga negara Kerajaan Tanete. Mata pencarian penduduk Tanete adalah petani (berdasarkan
analisa Mattulada) maka dalam sebuah desa bisa terdiri dari 100 hingga 500 kepala keluarga. Hal
ini dikarenakan daerah Tanete mayoritas petani, tentu ini juga dikuatkan oleh kebiasaan To-
Sangiang dalam bertani serta keahlian Datu GollaE selaku Raja Tanete I dalam mengolah tanah
pertanian.
Kedua, Kerajaan Tanete diperintah oleh seorang raja dengan gelaran Arung atau Datu.
Suksesi pemerintahan Arung atau Datu berdasarkan ikatan darah kebangsawanan, hal ini tidak
berarti seorang raja digantikan oleh anaknya tapi bisa jadi ia digantikan oleh saudaranya yang
masih dalam satu darah. Raja-raja Kerajaan Tanete atau Agangniojo pra Islam dipimpin berturut-
turut sebanyak delapan raja dari Datu Gollae (Raja Tanete I), Puang Lolo (Raja Tanete II) hingga
Tomaburu’ Limanna (Raja Tanete VIII). Dalam pemerintahan kebiasaan dari semua raja ini
sama yaitu bertani, paggae serta makkasuwiyang terhadap kerajaan superior yakni Kerajaan
Gowa. Hal ini dapat dimaknai sebagi upaya membangun hubungan diplomatik terhadap kerajaan
lain dan juga bentuk pengakuan terhadap eksistensi Kerajaan Tanete. Selain raja, dalam struktur
pemerintahan Kerajaan Tanete terdapat pula  beberapa jabatan yang turut membantu raja dalam
memerintah yaitu Pabbicara, Pattampae, Matoa Bissu, Syahbandar dan Ata Ribola.
B. Proses Islamisasi di Kerajaan Tanete
1. Kontak Awal (Pedagang)
Kontak pertama diawali dengan saluran perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang
muslim dari daerah Malaka dan Minangkabau pada pertengahan abad XVI. Upaya mereka
berdagang sekaligus memperkenalkan Islam melalui nilai-nilai yang tercermin dalam diri
mereka.
2. Kontak Kedua (Penguasa)
Kontak kedua dimulai pada sejak Islam resmi menjadi agama Kerajaan Gowa pada awal
abad XVII. Islamisasi yang terjadi di Kerajaan Gowa berimbas terhadap Kerajaan Tanete selaku
kerabat Gowa. Sehingga pada tahun 1608 (setahun setelah Islam resmi menjadi agama Kerajaan
Gowa), Petta Sugie (Raja Tanete IX) mendapat panggilan Raja Gowa melalui kebiasaan
makkasuwiyang. Setelah Petta Sugie mempelajari Islam, ia pun kembali ke kerajaannya dan
menyebarkan Islam dengan bantuan  Daeng Matepu yang ditunjuknya sebagai wakil syiar Islam
sekaligus guru agama. Sehingga kombinasi antara Petta Sugie dan Daeng Matepu berimbas
terhadap peresmian Islam sebagai agama Kerajaan Tanete pada tahun 1610. Hal ini
mengindikasikan bahwa metode raja dalam menyebarkan Islam di Tanete bersifat persuasif,
dalam upaya tidak memaksakan hal tersebut kepada masyarkat Tanete.
C. Tinjauan Paradigma Hubungan Islam dan Politik di Kerajaan Tanete
1. Integrasi Islam dalam Kerajaan Tanete
Meninjau integrasi Islam dalam kerajaan dengan melihat perombakan dalam struktur
kerajaan. Upaya raja dengan memasukkan nilai Islam terlihat dengan mengadakan jabatan
parewa sara’ yang memiliki kedudukan sama dengan parewa ade’. Sehingga penunjukan
tersebut menggantikan posisi matoa bissu, yang sebelumnya adalah pemimpin kepercayan lama
di Tanete. Parewa sara’ yang biasa dipimpin dengan gelaran kalie berfungsi mengintegrasikan
nilai-nilai Islam dalam pangaderreng. Sehingga melalui proses ini muncullah konsep adat baru
yaitu sara’. Selain itu seorang kalie, dibantu oleh beberapa jabatan dibawahnya yang memiliki
fungsi masing-masing diantaranya adalah imam, khatib, bilal serta doja.
2. Posisi Raja Setelah Islamisasi
Meninjau posisi raja setelah islamisasi dalam Kerajaan Tanete. Setelah upaya islamisasi
awal dilakukan oleh Petta Sugie maka suksesornya berupaya melanjutkan pengembangan
tersebut. Raja-raja setelah Petta Sugie (Raja Tanete IX) hingga akhir abad XVIII, berturut-turut
adalah Matinroe ri Bulianna (Raja Tanete X), Daeng Matulung atau Daeng Matepu (Raja Tanete
XI), Daeng Matajang (Raja Tanete XII), Daeng Tennisaga (Raja Tanete XIII, 1690-1733 M.),
Daeng Mantiring (Raja Tanete ke XIV, 1733-1744 M.) dan We Tenri Leleyang (Raja Tanete
XV, 1744-1750 M.). Namun perlu dipahami peranan raja dalam pembangunan Islam bukanlah
sebagai pemimpin agama, namun raja selalu membangun komunikasi intensif dengan tokoh
agama. Hal ini berarti raja dalam paradigma hubungan Islam dan politik mempunyai kedudukan
yang strategis dalam menciptakan nuansa keagamaan di sebuah negara. Dapat dilihat pula
dengan perombakan dalam struktur kerajaan pada peninjauan pertama. Hal ini mengindikasikan
bahwa paradigma simbiotik yang tepat untuk menggambarkan situasi pemerintahan pada
Kerajaan Tanete.
3. Implementasi Islam dalam Kehidupan Sosial
Pembahasan tentang implementasi Islam dalam kehidupan sosial merupakan konsekuensi
logis dari penetrasi Islam terhadap struktur pemerintahan dan peran raja dalam Islam. Dalam
pelaksanaan upacara inisiasi atau siklus hidup (rites de passage) yang merupakan upacara
perjalanan hidup seorang individu seperti kelahiran, perkawinan dan kematian sebelum Islam
terlihat tradisi yang mencolok serta bertolak belakang dengan ajaran Islam. Namun setelah
adanya penetrasi Islam maka seluruh upacara daur hidup tersebut memiliki nilai-nilai serta sesuai
dengan aturan Islam. Seperti dalam upacara kelahiran yang diintegrasikan dengan anjuran
aqiqah, lalu dalam upacara pernikahan disuntikkan hal-hal yang menjadi anjuran dalam Islam
(ijab kabul, mahar bahkan uang reyal meski merupakan mata uang Arab bukan Islam) dan
terakhir upacara kematian yang dahulu sangat singkretis setelah era Islam, mulai terlihat tata cara
pengurusan jenazah dan menggeser kepercayaan lokal. Hal ini membuktikan bahwa paradigma
simbiotik yang teraktualisasi dalam kehidupan masyarakat Tanete. Hal tersebut terlihat dari tidak
adanya intervensi berlebih dari agama terhadap upacara inisiasi atau daur hidup masyarakat.
Akan tetapi terlihat adanya upaya integrasi antara Islam dan local wisdom masyarakat Tanete.
Sebab tidak ada upaya pemerintah dalam memaksakan perubahan secara sporadis dalam
kehidupan sosial di masyarakat Tanete.
Bab V. Penutup
A. Kesimpulan
Sama dengan ringkasan pada hasil penelitian
B. Implikasi Penelitian
Berdasarkan pembahasan, objek serta kesimpulan sebelumnya, maka penelitian ini
berimplikasi pada urgennya kajian politik di Kerajaan Tanete masa pra Islam. Oleh karena itu
kepada para peneliti diharapkan untuk melakukan kajian semacam ini, baik dengan sasaran atau
obyek sama maupun yang berbeda. Studi semacam ini sangat penting artinya karena dapat saling
memperkuat penemuannya, sehingga memungkinkan disusun suatu kesimpulan yang memadai.
Implikasi lain dari kajian ini ialah dari upaya menelusuri proses islamisasi di Kerajaan
Tanete. Proses tersebut adalah gambaran dari metode dakwah atau penyebaran serta
pengembangan Islam. Melalui metode yang dilakukan oleh penguasa pada masa lampau
diharapkan dapat terimplementasi pada masa sekarang. Utamanya dalam upaya syiar Islam serta
pengembangan Islam di tengah-tengah masyarakat kini.
Selanjutnya, item terakhir yang menjadi implikasi dari penelitian ini yaitu melalui upaya
menggambarkan pola-pola hubungan Islam dan negara pada masa lampau. Upaya penggambaran
tersebut sebagai contoh-contoh bagi pengambilan kebijakan pada masa kini untuk berupaya
mendialogkan hubungan antara Islam dan politik. Kita sadari hubungan Islam dan politik seakan
kabur, karena terdapat anggapan bahwa Islam tidak boleh mengintervensi kebijakan politis
sebuah negara. Padahal pada masa lampau hal tersebut telah dipraktekkan oleh penguasa. Upaya
penguasa dalam mengintegrasi  nilai-nilai Islam pada struktur pemerintahan yang berimbas pada
kebijakan publik sangatlah nyata dan terasa. Sehingga sekali lagi, kajian ini diharapkan untuk
mengetahui kesinambungan antara hubungan tersebut di masa lalu, kini, dan masa yang akan
datang. Oleh karena itu bagi mereka yang berkecimpung didunia politik perlu mempelajari
kondisi-kondisi politik dimasa lalu lewat hasil-hasil penelitian.
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